PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 18 TAHUN 2007
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERI NTAH TAHUN 2008

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

a.

Mengi
1.

bahwa untuk nel aksanakan ket entuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Penerintah Nonor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Penerintah, perlu nenyusun Rencana Kerja Peneri ntah;

bahwa Rencana Kerja Penerintah nenuat arah kebijakan nasi ona
satu tahun yang nerupakan komtnmen Penerintah untuk
menberi kan kepasti an kebi | akan dal am nel aksanakan penbangunan
nasi onal yang berkesi nanmbungan;

bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana di naksud pada
huruf a dan huruf b, dipandang perlu nenetapkan Peraturan
Presi den tentang Rencana Kerja Penerintah (RKP) Tahun 2008;

ngat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

Undang- Undang Nonmor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nonor 47,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4286);
Undang- Undang Nonor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Penbangunan Nasional (Lenbaran Negara Republik 1ndonesia
Tahun 2004 Nonor 104, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 4421);

Peraturan Penerintah Nonor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Penerintah (Lenbaran Negara Republik 1ndonesia Tahun
2004 Nonor 74, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia
Nonor 4405);

Peraturan Penerintah Nonor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Kenenterian Negaral/ Lenbaga
(Lenmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nonor 75,
Tanbahan Lenbaran Negara Republi k | ndonesi a Nonor 4406);
Peraturan Presiden Nonor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Penbangunan Jangka Menengah  Nasi onal Tahun  2004- 2009
(Lenmbaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2005 Nonor 11);

MVEMUTUSKAN:

Menet apkan :
PERATURAN PRESI DEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERI NTAH TAHUN 2008.

(1)

Pasal 1

Rencana Kerja Penerintah Tahun 2008, yang sel anj ut nya di sebut
RKP Tahun 2008, adalah dokunen perencanaan penbangunan
nasi onal untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2008 yang
di mul ai pada tanggal 1 Januari 2008 dan berakhir pada tangga
31 Desenber 2008.



(2) RKP Tahun 2008 sebagai nana di maksud pada ayat (1), terdiri

dari :
a. Buku | yaitu sebagai mana di nuat dal am Lanpiran |; dan
b. Buku Il yaitu sebagai mana di nuat dal am Lanpiran I1;

Per at uran Presiden ini.
Pasal 2

(1) RKP Tahun 2008 nerupakan penjabaran dari Rencana Penbangunan
Jangka Menengah  Nasi onal Tahun  2004- 2009 sebagai mana
di t et apkan dal am Peraturan Presiden Nonor 7 Tahun 2005, yang
menuat Rancangan Kerangka Ekonom Makro tahun 2008 yang
antara lain termasuk di dalammya arah kebijakan fiskal dan

nonet er, prioritas penbangunan, rencana kerj a dan

pendanaannya.

(2) RKP Tahun 2008 sebagai mana di maksud pada ayat (1) nenjadi

a. pedoman bagi Kenenterian Negaral/ Lenbaga dal am nenyusun
Rencana Kerja Kenenterian Negaral/ Lenbaga Tahun 2008;

b. acuan bagi Penerintah Daerah dalam nenyusun Rencana
Kerja Penerintah Daerah Tahun 2008;

C. pedonman bagi Penerintah dalam nenyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun
2008.

Pasal 3

Dal am rangka penyusunan RAPBN Tahun 2008:

a. Penerintah nmenggunakan RKP Tahun 2008 sebagai bahan
penbahasan Kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan
Perwaki | an Rakyat ;

b. Kenent eri an Negar a/ Lenbaga nenggunakan RKP Tahun 2008 dal am
mel akukan penbahasan Rencana Kerj a dan Anggar an
Kenent eri an/ Lenbaga dengan Dewan Perwaki | an Rakyat .

Pasal 4

(1) Kenenterian Negaral/Lenbaga nenbuat |aporan kinerja triwilan
dan tahunan atas pel aksanaan rencana kerja dan anggarannya
berisi uraian tentang kel uaran kegi atan dan i ndi kator kinerja
masi ng- masi ng program

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disanpaikan
kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan
Penbangunan Nasi onal / Kepal a Bappenas paling |anbat 14 (enpat
bel as) hari setel ah berakhirnya triwl an yang ber sangkut an.

(3) Laporan Kinerja nenjadi nasukan dan bahan pertinbangan bagi
anal i sis dan eval uasi usul an anggaran tahun berikutnya yang
di aj ukan ol eh Kenenteri an Negara/ Lenbaga yang ber sangkut an.

Pasal 5
Menteri  Negara Perencanaan Penbangunan Nasional/Kepal a Bappenas

nmenel aah kesesuai an antara Rencana Kerja dan Anggaran Kenenterian
Negar a/ Lenbaga Tahun 2008 hasil penbahasan bersana Dewan



Perwaki | an Rakyat dengan RKP Tahun 2008.
Pasal 6

Dal am hal RKP Tahun 2008 yang ditetapkan sebagai nana di naksud
dalam Pasal 3 berbeda dari hasil penbahasan dengan Dewan
Perwaki | an Rakyat Penerintah nenggunakan RKP Tahun 2008 hasil
penbahasan dengan Dewan Perewakil an Rakyat .

Pasal 7
Peraturan Presiden ini nulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2007
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

ttd.
DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPI RAN

BAB 1
PENDAHUL UAN

Rencana Kerja Penerintah (RKP) Tahun 2008 nerupakan
pel aksanaan tahun keenpat dari Rencana Penbangunan Jangka Menengah
Nasi onal (RPJMN) Tahun 2004-2009 dan nerupakan kelanjutan RKP
Tahun 2007. Penyusunan RKP mer upakan pel aksanaan dari
Undang- Undang Nonor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Undang- Undang Nonmor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Penbangunan Nasi onal

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Penerintah Nonmor 20 Tahun
2004, penyusun RKP nengacu kepada RPJMN. D dalam RPJWMN Tahun
2004- 2009 yang tel ah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nonor 7
tanggal 19 Januari 2004 sebagai penjabaran Visi dan Msi Presiden
terpilih dalam Pem|lu Presiden pada tahun 2004, ditetapkan 3
Agenda Penbangunan, vyaitu:

1. Menci pt akan | ndonesi a yang Aman dan Danai ;
2. Menci pt akan | ndonesi a yang Adil dan Denokratis; dan
3. Meni ngkat kan Kesej aht eraan Rakyat .

Ketiga Agenda tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat di pi sahkan satu dengan yang |ain dan nerupakan pilar pokok
untuk nencapai tujuan penbangunan nasional sebagai nana tertuang
dal am Penbukaan Undang- Undang Dasar Tahun 1945.
Keber hasi | an pel aksanaan satu agenda akan ditentukan ol eh kemaj uan
pel aksanaan tahun RKP, ditetapkan Tenma Penbangunan Nasi onal yang
menunj ukkan titik berat pelaksanaan Agenda Penbangunan. Dengan
menper ti mbangkan ket er sedi aan sunber daya yang t er bat as,
sel anj utnya ditetapkan prioritas penbangunan nasi onal tahunan yang
di j abar kan ke dal am fokus, program dan kegi atan pokok penbangunan
unt uk nencapai sasaran-sasaran penbangunan



Prioritas penbangunan nasional tahunan disusun berdasarkan
kriteria sebagai berikut:
1. Mem | i ki danmpak yang besar t er hadap pencapai an
sasar an- sasar an penbangunan sesuai tema penbangunan;
Mem | i ki sasaran-sasaran dan indi kator Kkinerja yang terukur
sehi ngga | angsung dapat di rasakan manf aat nya ol eh nmasyar akat ;
Mendesak dan penting untuk segera dil aksanakan;
Merupakan tugas dan tanggung |awab penerlntah unt uk
nmel aksanakannya;
Realitas wuntuk dilaksanakan dan disel esai kan dalam kurun
waktu satu tahun
Sebagai dokunen perencanaan penbangunan nasional, RKP nenuat
prioritas penbangunan, rancangan kerangka ekonom nmakro serta
program program kenenterian/lenbaga, lintas kenenterian/lenbaga,
dan lintas wlayah dal am bentuk : (i) kerangka regulasi, serta (ii)
kerangka i nvestasi penerintah dan | ayanan unum

Dengan dem kian RKP nerupakan pedoman bagi  penyusunan
Anggar an Pendapatan dan Bel anja Negara (APBN), dinmana Kkebijakan
APBN dit et apkan secara bersanma-sana ol en Dewan Perwakil an Rakyat
(DPR) dan Penerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut
RKP menpunyai fungsi pokok sebagai beri kut:
1. Menj adi acuan bagi seluruh pel aku penbangunan, karena nenuat

sel uruh kebi jakan publi k;

o ke N

2. Menj adi pedonman dal am penyusunan APBN, karena nenuat arah
kebi j akan penbangunan nasi onal satu tahun; dan
3. Menci pt akan kepastian kebijakan, karena merupakan kom tnen

Perer i nt ah.

Lebi h lanjut, sesuai Peraturan Penerintah Nonor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Penerintah, RKP juga nenjadi acuan bagi
Penerintah Daerah dal am penyusunan RKP Daerah (RKPD). Dokunmen RKP
Tahun 2008 dil engkapi dengan Buku Il yang berisi uraian tentang
Program dan Kegi atan beserta indikasi pagu untuk mnmasing-nmasing
program

BAB 2
TEMA DAN PRI ORI TAS PENMBANGUNAN
NASI ONAL TAHUN 2008

A KONDI SI - UMUM
A. 1. PENCAPAI AN TAHUN 2006 DAN PERKI RAAN TAHUN 2007

Pel aksanaan penbangunan tahun 2006 dan perkiraan tahun
2007 yang nerupakan tahun kedua dan tahun ketiga RPJWN
Tahun 2004- 2009 nenberi kan kemajuan penting dal am
pel aksanaan ketiga agenda penbangunan yaitu: Mewij udkan
| ndonesia Yang Aman dan Danai; Menciptakan Indonesia
Yang Adi | dan Denokrati s; serta Meni ngkat kan
Kesej aht eraan Rakyat. Kemajuan penting tersebut adal ah
sebagai beri kut

AGENDA AMAN DAN DANAI

Dal am pel aksanaan Agenda Aman dan Danai di capai
kemajuan yang lebih baik tercermin dari kondi si
keamanan dan ketertiban nasyarakat yang secara umum
maki n  kondusi f. Penerapan kesepahaman Hel sinki secara



konsi st en yang ant ar a | ai n di t unj ukkan dengan
pel aksanaan pem |ihan secara |angsung Gubernur Naggroe
Aceh Darussalam (NAD), telah neningkatkan kondi si
keamanan di  Provinsi NAD. Konflik horizontal dan
vertikal yang terjadi dalam berbagai proses politik
seperti pem |ihan kepala daerah (pilkada) dapat
di kendal i kan sehi ngga tidak nmengganggu kondi si kearmanan
dan ketertiban nmasyarakat. Meskipun konflik Poso masih
di war nai beberapa bentrokan antara aparat kenmanan
dengan warga yang neninbul kan korban di kedua bel ah
pi hak, nanmun dengan ditangkapnya tokoh-tokoh yang
di duga sebagai penggerak utama konflik Poso, kondi si
keamanan dan ketertiban di Poso kenbali stabil.

Kemaj uan dal am pel aksanaan Agenda Aman dan Danmai | uga
tercermn dari nmenguatnya kepercayaan i nternasiona
terhadap institusi mliter dengan neningkatnya peran
serta Indonesia dalam msi perdamai an dan keangotaan
tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(DK- PBB) .

D cabutnya enbargo oleh Anerika Serikat terhadap
penbelian peralatan utama sistem senjata (alutsista)
TNl dan tercapai nya beberapa kerjasama mliter nakin
meni ngkat kan  kemanmpuan pertahanan negar a, meski pun
bel um sanpai pada tingkat kebutuhan m nimum essenti al
force.

I nfrastruktur aturan hukum dan kel embagaan penanganan
terorisnme yang terus diperkuat nerupakan keseriusan
dal am upaya pencegahan dan penberantasan terori sne.

Dal am Tahun 2007 diharapkan Noordin M Top beserta
j ari ngannya dapat ditangkap, kejahatan narkoba nenurun,
penanganan keamanan |aut senmakin nenbaik, dan daya
penggent ar maki n meni ngkat seiring dengan upaya
penenuhan al ut si sta pertahanan.

Dal am penanggul angan illegal-fishing, pada tahun 2006
telah dipasang 1.444 buah transmtter pemantau kapal
dan penbangunan unit pel aksana teknis (UPT) pengawasan
di 5 |okasi (Belawan, Jakarta, Pontianak, Bitung, dan
Tual ). Dalam tahun 2007 diharapkan pengadilan khusus
peri kanan  di lima | okasi t er sebut telah  dapat
beroperasi yang di dukung dengan sarana pengawasan yang
| ebi h bai k.

Upaya penanggul angan illegal-1ogging pada tahun 2006
tel ah berhasil nmenekan kasus-kasus penbal akan |iar dan
perdagangan kayu illegal yang antara |ain ditunjukkan

ol eh tertangkapnya 173 tersangka di Papua dengan barang
bukti kayu bul at 385,580 nB, kayu ol ahan 20.166 nB, dan
peralatan 1.269 wunit D sanping itu telah terjalin
kerjasama dengan negara-negara konsumen kayu seperti
China, Jepang, 1Inggris, Korea Selatan dan Norwegi a
unt uk nencegah perdagangan kayu il egal

Upaya ini juga dilengkapi dengan penbentukan Satuan
Pol i si Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC), di 10 provinsi
yaitu, Sumatera Uara, R au, Janbi, Sumatera Sel atan,
Kal i mantan Barat, Kalimntan Tinmur, Kalinmntan Tengah,



Kal i mant an Sel atan, Sul awesi Sel atan, dan Papua. Untuk
t ahun 2007, di har apkan sistem perlindungan dan
pengamat an hutan yang | ebi h kuat, kapasitas kel embagaan
perlindungan hutan, operasi pengamanan hutan, dan
penyel esai an kasus hukum pel anggar an/ kej ahatan  di
bi dang kehutanan yang |ebih baik. Secara keseluruhan
rasa aman dan damai dal am kehi dupan masyar akat semakin
nmeni ngkat .

AGENDA ADI L DAN DEMOKRATI S

Pel aksanaan Agenda Adil dan Denokratis nenghasilkan
beberapa kemajuan yang penti ng. Kom t nen unt uk
menber ant as korupsi terus ditingkatkan. Pada tahun 2006
peneri ntah secara konprehensif neratifikasi Konvens
PBB Anti Korupsi (UN Convention Against Corruption,
UNCAC, 2003) dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006
dengan 6 (enan) strategi untuk nmenberantas korupsi,
yaitu pencegahan, penindakan, kerjasama internasional
per undang- undangan, penyusunan |aporan dan nekanisne,
serta pengenbal i an aset negara yang di korupsi .
Kesungguhan penerintah tersebut telah neningkatkan
kepercayaan dunia internasional kepada |ndonesia untuk
menj adi tuan rumah konferensi kedua kel onpok negara
yang mneratifikasi konvensi PBB anti korupsi (Second
Conference of the State Parties to the UNCAC 2003) yang
di rencanakan pada bul an Novenber 2007.

Per cepat an Rencana Aksi Nasional Penberantasan Korupsi
(RAN PK2004-2009) dan penbenahan proses pengadaan
barang dan jasa penerintah (publik) telah nenghasil kan
penghemat an keuangan negara yang cukup besar.

Upaya i ni mer upakan | angkah pencegahan unt uk
menper cepat penberantasan korupsi disanping |angkah
peni ndakan vyang dil akukan oleh Kom si Penberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Tintas Tipikor). Pada tahun
2007, wupaya penberantasan korupsi baik yang bersifat
pencegahan maupun peni ndakan akan maki n diti ngkat kan.
Kemaj uan juga dicapai dal am pel aksanaan refornasi
bi rokrasi pada tahun 2006. Tiga rancangan undang-undang
yang nerupakan bagian penting dari refornmasi birokrasi
masuk Prol egnas 2007 yaitu : Rancangan Undang-Undang
Pel ayanan Publ i k, Rancangan Undang- Undang Eti ka
Penyel enggara  Negar a, dan Rancangan Undang- Undang
Adm ni strasi Penerintahan. Dukungan terhadap refornasi
bi r okr asi j uga di beri kan ol eh | egislatif. DPR
berinisiatif mengaj ukan Rancangan Undang- undang
Kenent eri an Negara yang juga dinmaksudkan unt uk
menbenahi  birokrasi penerintahan dan nenbangun tata
kepeneri nt ahan yang bai k. Keenpat rancangan
undang- undang i ni di har apkan sel esai tahun 2007.
Ref ormasi birokrasi juga ditingkatkan dengan penataan
SDM aparatur dalam rangka penerapan nmanaj enmen SDM
berbasis kinerja, penberian gaji Kke-13, dan penataan
si stem pengawasan. Dalam pengadaan barang dan |asa
publ ik, penerapan e-procurenent nmakin Jluas baik di



kenent eri an/ | enbaga nmaupun i nstansi penerintah daerah
Kemajuan lain juga terlihat dari nuncul nya semangat
untuk nenerapkan prinsip-prinsip tata kepenerintahan
yang bai k pada kenenterian/lenbaga serta daerah baik d
ti ngkat provi nsi , kabupat en, maupun kota untuk
menper bai ki  kualitas pelayanan publik vyang bersifat
peri zi nan dan non peri zi nan.

Dal am tahun 2007, reformasi birokrasi dengan penerapan
prinsip-prinsip tata penerintahan yang baik dan
ber bagai penataan di bidang ketatal aksanaan, pel ayanan
publik dan SDM aparatur ternmasuk perbaikan kebijakan
tentang sistem remunerasi yang dapat nendorong Kkinerja
pegawai negeri akan di t i ngkat kan. Keber hasi | an
reformasi birokrasi akan dapat nendorong keberhasilan
penbangunan di bi dang- bi dang | ai nnya.

Kemaj uan juga dicapai dal am pel aksanaan pem |i han
kepal a daerah. Pada tahun 2006 telah dilaksanakan
pem | i han Gubernur di Provinsi NAD yang berjalan anan
dan denokratis. Hi ngga bulan Desenber 2006, pemlihan
kepala daerah (Pilkada) telah dilaksanakan di 291
daerah dengan perincian 14 Qubernur, 234 Bupati, dan 43
Wal i kot a.

Pel aksanaan Pi | kada yang aman dan denokrati s
mencer m nkan kual itas denokrasi masyakarat yang makin
meni ngkat .

Keberhasilan ini tidak terlepas dari dukungan kapasitas
KPUD dan aparatur penerintah daerah dal am nenpersi apkan
masyar akat dan nel aksanakan Pilkada di daerah-daerah
| ai nnya secara aman dan denokratis pada tahun 2007.

AGENDA KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pel aksanaan Agenda  Kesej aht eraan Rakyat nmencat at
beberapa kemajuan penting nmeskipun di hadapkan pada
ber bagai tantangan yang cukup berat antara |ain bencana
alam di beberapa daerah, serta kekuatiran terhadap
wabah penyakit.

Dal am tahun 2006, ekonom nenbaik, tercermn dari
stabilitas ekonomi yang neningkat, pertunbuhan ekonom
yang cenderung makin cepat, serta pengangguran yang
menurun. Rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2006
sebesar Ro 9.168 per USD nenguat 55 per sen
di bandi ngkan tahun 2005; l|aju inflasi nenurun nenjad

6,6 persen dari 17,1 persen pada tahun 2005; suku bunga
acuan (Bl rate) menurun nenjadi 9,75 persen pada bul an
Desenber 2006 dari 12,75 persen pada akhir tahun 2005;
serta cadangan devi sa neni ngkat nenjadi USD 42,6 mliar
pada tahun 2006 dengan tel ah nelunasi utang | M- sebesar
USD 7,6 mliar. Stabilitas ekonom yang terjaga dan
ekspektasi yang semakin baik terhadap perekonom an
sel anj ut nya nendorong kinerja pasar nodal di |ndonesi a.
| ndeks harga saham gabungan (IHSG pada akhir tahun
2006 nmencapai 1. 805, 5, nmeni ngkat 55,3 per sen
di bandi ngkan akhir tahun 2005.

Menbai knya stabilitas ekonom yang didukung ol eh



perm ntaan eksternal yang kuat nendorong Kkegiatan
ekonomi yang sebelumya nelanbat. Penerinman ekspor
meni ngkat nenjadi USD 100,7 mliar dengan ekspor
nonmgas naik 19,7 persen dibandingkan tahun 2005.
Penyaluran kredit perbankan neningkat sejak bulan
Agustus 2006 sehingga pada bulan Desenber 2006
kenai kannya nencapai 14,1 persen. Dem kian pul a
penyerapan anggaran penerintah pusat pada tahun 2006
nmeni ngkat di bandi ngkan tahun sebel umya.

Kegi atan ekonom  yang semakin neningkat mnendorong
kenbali kepercayaan nasyarakat. Pertunbuhan ekonomi
yang relatif masih |anbat pada senester [|/2006 secara
bertahap neningkat nenjadi 6,0 persen pada senester
11/2006 (y-o0-y) neskipun dal am kesel uruhan tahun 2006,
per ekonom an tunbuh 5,5 persen. Dalam tahun 2006,
sektor pertanian tunbuh 3,0 persen, lebih tingg
di bandi ngkan dua tahun sebelumya; sedangkan sektor
i ndustri pengol ahan terjaga dengan pertunbuhan yang
sama dengan tahun sebel ummya.

Menbai knya pertunbuhan sektor pertanian secara |uas
di dukung ol eh terjaganya ketersedi aan pangan nasi onal
Produksi padi yang pada tahun 2005 nencapai 54,2 juta
ton GKG pada tahun 2006 nencapai 54,4 juta ton &KG
Produksi konoditas perkebunan sebagai sunber devisa
ekspor dan bahan baku industri pangan juga mneni ngkat.
PDB per kebunan yang pada tahun 2005 tunbuh sebesar 2,5
persen, pada tahun 2006 tunbuh sebesar 3,2 persen.
Dem ki an pula, PDB perikanan pada tahun 2006 tunbuh 6,0
persen; lebih tinggi dari tahun 2005 (5,4 persen). Sub
sektor peternakan sudah nanpak pulih setelah adanya
berbagai penyakit hewan yang nasih perlu diwaspadai.
Langkah-1 angkah penguatan sistem kesehatan hewan dan
pel ayanan kesehatan hewan untuk mendukung peningkatan
produksi dan keamanan produk daging, telur dan susu
terus dil akukan. PDB peternakan yang pada tahun 2005
tunbuh sekitar 2,1 persen, pada tahun 2006 nencapai 3,0
persen. Langkah-|angkah peningkatan produksi, nmutu dan
keamanan produk pertanian yang telah dilakukan terus
di pertahankan dan akan ditingkatkan pada tahun 2007
agar pendapatan dan kesejahteraan petani dan nelayan
dapat neni ngkat .

Kondi si perekonom an yang nenbaik juga tidak dapat
di | epaskan dari peran penting infrastruktur. Kegiatan
penbangunan, rehabilitasi, peneliharaan serta subsidi
oper asi telah berhasil meni ngkat kan aksesi bilitas,
kapasitas, kualitas, dan jangkauan pelayanan berbagai
infrastruktur, yang pada gilirannya manpu nenberikan
dukungan kepada berbagal sektor perekononm an seperti
pertani an, i ndustri pengol ahan, per dagangan, dan
penbanguanan daerah. Pada tahun 2007 berbagai program
dal am rangka neningkatkan daya dukung infrastruktur
terhadap aktivitas perekonomian terus dilanjutkan
secara konsi st en dan ber kesi nanbungan, sehi ngga
di har apkan dapat nenjaga nonmentum pertunbuhan ekonom



yang ada.

Ket ahanan dan kenmandirian di bidang ekonom terus
meni ngkat. Dalam tahun 2006, rasio utang terhadap PDB
menurun menj adi 40 persen; |ebih rendah dari tahun 2004
(56,3 persen). D sanping pelunasan utang |M- enpat
tahun | ebih cepat dari yang ditentukan, Penerintah juga
tel ah menut uskan unt uk nmengakhi ri program Cd
(Consultative Goup on Indonesia). Keputusan i ni
di mmksudkan agar penetapan agenda dan prioritas,
al okasi anggaran, penentuan sunber penbiayaan, dan
i npl ement asi penbangunan benar-benar independen mengacu
pada kepentingan nasi onal .

Dalam triwiulan 1/2007, ekonom tunbuh sebesar 6,0
persen. Dal am enpat bul an pertama tahun 2007 stabilitas
ekonom tetap terjaga. Rata-rata nilai tukar rupiah
sekitar Rp 9.098 per USD, laju inflasi terkendali
sebesar 6,3 persen pada bulan April 2007 (y-o-y), dan
cadangan devisa neningkat nenjadi USD 49,3 mliar pada
akhir April 2007. Stabilitas ekonom yang terjaga
tersebut menberi ruang |ebih |lanjut bagi penurunan suku
bunga. Pada bul an Mei 2007, suku bunga acuan diturunkan
lagi nenjadi 8,75 persen. Pada akhir bulan April 2007,
| HSG di BEJ nencapai 1.999,2 atau neningkat sebesar
10, 7 persen di bandi ngkan akhir tahun 2006.

Dal am kesel uruhan tahun 2007, stabilitas ekonom akan
terus dijaga terutama stabilitas harga barang dan jasa
serta stabilitas nilai tukar rupiah. Perhatian |uga
di beri kan pada harga bahan kebutuhan pokok masyarakat
terutama beras dengan neningkatkan ketersediaan serta

di stribusinya kepada nasyarakat. Kebi j akan  nonet er
di arahkan untuk nengendalikan |ikuiditas perekonon an
dengan nengupayakan suku bunga yang secara riil rmanmpu

menj aga kepercayaan terhadap rupiah, mengurangi tekanan
i nflasi, dan sekaligus nenberi dorongan bagi percepatan
sektor riil. Pertunbuhan ekonom akan terus didorong
ol eh per bai kan | ebi h | anj ut iklim investasi
peni ngkat an efektivitas belanja APBN, serta peningkatan
fungsi internedi asi perbankan. Dorongan fiskal terhadap
per ekonom an juga akan diberikan oleh belanja daerah
dengan senakin besarnya fungsi pelayanan masyarakat
yang di beri kan ol eh daerah. Kesel arasan antara APBN dan
APBD ditingkatkan untuk nmenberi stimulus fiskal yang
maksi mal pada perekonom an. Ini akan mnenberi dorongan
lebih lanjut pada daya beli rmasyarakat yang mula
menbai k sej ak paruh kedua tahun 2006.

Langkah-1 angkah pokok di atas akan nendorong ekonom
pada tahun 2007 Iebih Dbaik. Stabilitas ekonom
di perkirakan nmenbai k dengan nilai tukar yang relatif
stabil, laju inflasi yang terkendali, serta suku bunga
yang nenurun. Dal am kesel uruhan tahun 2007 laju inflas
di perkirakan sekitar 6,5 persen dan sasaran pertunbuhan
ekonom tahun 2007 sebesar 6,3 persen dapat dicapai
Kemanpuan ekonom untuk nenciptakan |apangan Kkerja
kenmbali neningkat. Dalam kurun waktu Novenber 2005



Agustus 2006, |apangan kerja baru bertanbah 1,5 juta
dari 94,0 juta nenjadi 95,5 juta. Dari jum ah |apangan
kerja tersebut, sebesar 790 ribu merupakan | apangan

kerja formal; sedangkan | apangan kerja infornal
bertanbah  sekitar 700 ribu. Dengan  neni ngkat nya
perluasan |apangan kerja ini, junlah pengangguran

terbuka yang pada bul an Novenber 2005 sebesar 11,9 juta
atau 11,2 persen nenurun nenjadi 10,9 juta orang atau
10,3 persen dari jum ah angkatan kerja pada bulan
Agustus 2006. Pada bulan Februari 2007, pengangguran
terbuka nmenurun lagi nenjadi 10,6 juta orang atau 9,8
persen. Dalam tahun 2007 upaya-upaya untuk nengurangi

penganggur an terus di ti ngkat kan. Sel ai n nmel al ui

I nvest asi, penerintah juga nengupayakan penci ptaan
kesenpatan kerja seluas-luasnya nelalui pel aksanaan
berbagai program vyang dibiayai APBN. Kualitas dan
produktivitas tenaga Kkerja terus didorong dengan
meni ngkat kan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sebaga

pusat pel ati han berbasis konpetensi, nmenyusun kerangka
kualifikasi nasional dan sistem sertifikasi bidang
pendi di kan dan pel atihan, serta nendorong pel aksanaan
uji konpetensi bagi para |ulusan/tamtan pendidi kan dan
pel ati han kerj a.

Peneri nt ah j uga meni ngkat kan per | i ndungan dan
penyeder hanaan ketentuan bagi Tenaga Kerja |ndonesia
(TKI) yang bekerja di luar negeri baik untuk tenaga
kerja teranpi|l maupun tidak teranpil

Dal am penanganan bencana alam pada tahun 2006 telah
di | anjutkan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana
genpa dan tsunam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussal am
dan Kepulauan N as Provinsi Sumatera Uara, yang
di f okuskan pada penyel esai an pencapai an t ar get
penbangunan perumahan dan pernuki man. Disanping itu
terus diupayakan penulihan Dberbagai prasarana dan
sar ana transportasi, serta ber bagai fasilitas
pendi di kan dan kesehat an, serta pemulihan sektor
per ekonom an mnasyarakat akan terus dilanjutkan pada
tahun 2007 sesuai dengan sasaran pencapai an yang tel ah
ditetapkan dalam Rencana |Induk Rehabilitasi dan
Rekonstruksi di wlayah Nanggroe Aceh Darussalam dan
Kepul auan N as.

Dal am penanganan bencana al am | ai nnya, Penerintah tel ah
mengupayakan berbagai program penulihan w | ayah pasca
bencana. D Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan
Jawa Tengah pasca bencana genpa bum 27 Mei 2006,

Peneri nt ah mengupayakan penbangunan kenbali runmah-rumah
yang hancur atau rusak berat akibat genpa bum

tersebut, yang jum ahnya jauh |ebih besar dibandi ngkan
dengan runmah yang harus di bangun di Aceh dan N as pasca
bencana tsunam Desenber 2004. Selain itu, pada tahun
2006 dil akukan penulihan terhadap akibat bencana al am
| ai nnya, diantaranya genpa dan tsunam di wlayah
Pangandar an, banjir bandang di wi | ayah  Sul awnesi

Sel atan, Sulawesi Utara, serta Sumatera bagian utara,



yang secara kesel uruhan di maksudkan agar korban bencana
alam segera tertangani serta konpensasi yang nenadai

di beri kan untuk penulihan kehi dupan masyarakat korban
bencana. Pada tahun 2007, berbagai upaya pemnulihan
mel alui  program rehabilitasi dan rekonstruksi akan
terus dilanjutkan dan disel esai kan sesuai target dal am
rencana induk maupun rencana aksi pemulihan pasca
bencana di masi ng- masi ng daer ah terkait terus
dil anjutkan dan disel esai kan sesuai target dal am
rencana induk maupun rencana aksi pemulihan pasca
bencana di nasi ng- masi ng daerah terkait.

Pada t ahun 2006 kemanpuan penanganan bencana
di ti ngkat kan dengan nenberi perhatian yang | ebih besar
pada upaya peningkatan kemanpuan Penerintah dan
Penerintah Daerah, di antaranya dengan diti ngkatkan
status kel enbagaan Badan Koordi nasi Nasi onal Penanganan
Bencana (Bakornas PB) nenjadi |enbaga yang |angsung
berada di bawah dan bertanggung jawab |angsung kepada
Presiden (sejalan dengan disusunnya Rancangan Undang-
undang tentang Penanganan Bencana), serta dengan
di terbi t kannya Rencana Aksi Nasional Pengurangan Ri si ko
Bencana. Dengan dem ki an kemanpuan Bakornas PB untuk
mengkoor di nasi kan sel uruh stakehol der dal am penanganan
bencana dan pengur angan ri si ko bencana dapat
di ti ngkat kan kual i t asnya

Dal am tahun 2007, penguatan kenmanpuan kel enbagaan
Penerintah, Penerintah Daerah dan mnasyarakat dal am
menghadapi dan nenangani bencana serta nengurang

risiko bencana akan terus ditingkatkan sejalan dengan
penj abaran |ebih lanjut dari Undang-Undang Penanganan
Bencana yang akan diterbitkan pada tahun 2007 serta
Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang akan
di ti ndakl anjuti ke dalam berbagai rencana aksi di

ti ngkat daerah agar dapat nenjadi pedoman tata | aksana
tanggap darurat yang lebih praktis di ti ngkat
masyarakat. Dalam pengurangan risiko bencana, pada
tahun 2007 akan ditingkatkan dayaguna penataan ruang
wi | ayah sebagai salah satu instrumen utama untuk
mengurangi risiko bencana secara optinmal. Kualitas
rencana tata ruang yang berbasis pada pengurangan
risiko bencana yang mnmasih rendah akan ditingkatkan

dengan dukungan informasi, data, peta wlayah rawan
bencana yang cukup nmenadai bagi analisa pola
pemanf aat an ruang, serta sekal i gus nmenguat kan
kel enbagaan di ti ngkat Peneri nt ah Daer ah dal am

pengendal i an penanfaatan rencana tata ruang w | ayah.

Penanganan bencana yang | el ah dil akukan di atas, secara
sei nbang di dukung dengan upaya pencegahan terjadinya
bencana al am yang di aki batkan ulah manusia (man nade
(disaster). Upaya ini ditenpuh nelalui pengendalian
pemanfaatan sunberdaya alam dan |ingkungan secara
| estari. Peningkatan produksi hasil hutan dioptimlkan
dari hutan yang ada dan dengan neningkatkan cara
pengel ol aan hut an | estari, dengan nmensyar at kan



sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHL). Langkah
lain yang telah dan terus dil akukan adal ah rehabilitas
hutan dan | ahan, pengelolaan kawasan konservasi, dan
penbangunan hutan rakyat sehingga degradasi hutan dan
| ahan di sekitar hutan, terutama pada | ahan-|ahan yang
menj adi sunber dan resapan air dapat di anmankan

Mel al ui | angkah-| angkah ini, pengelolaan hutan dapat
menghasi | kan sunberdaya ekonom dengan tetap menjaga
pasokan air untuk keperluan pertanian, air bersih,
sunber penbangkit tenaga listrik; serta menurunkan
bahaya terjadinya tanah |ongsor, banjir pada waktu
nmusi m huj an, dan kekeringan panjang di rnusi m kenar au.
Pencegahan dan pengendalian terhadap flu burung, yang
saat initelah nenjadi isu gl obal dan nasi ona
di ti ngkat kan, dengan jum ah Kkematian ternak wunggas
aki bat flu burung yang cukup tinggi dan penyebarannya
yang cukup luas ke sel uruh provinsi

Proses serangan flu burung pada rmanusia terus
di waspadai karena berpotensi untuk nenul ar dari manusia
ke manusia. Terjadinya kasus flu burung pada nanusia
menunj ukkan kecenderungan neningkat baik dari seg
jum ah kasus yang terkonfirnasi (confirmed cases)
maupun yang neni nggal . Danpak dari penyakit ini sangat
besar berupa kerugian ekonom dan terjadinya korban
manusia yang terus neni ngkat. Untuk itu upaya
pencegahan dan penanggul angan | ebi h ditingkatkan secara
terintegrasi dari segi tatalaksana kesehatan hewan dan
kesehatan man usia. Dalam rangka itu Rencana Strategis
Nasi onal Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsi agaan
Menghadapi Pandem |Influenza 2006-2008 telah disusun
sebagai acuan bagi upaya |intas sektor dan acuan bagi
kerjasama dengan | enbaga i nternasional .

Upaya untuk neningkatkan kesejahteraan rakyat terus
di dorong nel al ui peni ngkatan taraf pendidi kan dan
kesehat an. Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan
sanpai dengan tahun 2006 nenberi kan hasil yang bai k. D
bi dang pendi di kan, pada tahun 2006 angka parti si pasi
kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM pada
jenjang SD'M dan yang sederajat nasing-masing telah
mencapai 110, 8 persen dan 94,7 persen.

Sedangkan APK jenjang SMP/ MIs dan yang sederajat serta
SMAV SMK/ MY SVALB/  Paket C masi ng-nmasi ng tel ah nencapai
88,7 persen dan 56,2 persen. Peningkatan APK tersebut
juga disebabkan ol eh nmenurunnya angka putus sekol ah
j enjang pendidi kan dasar dari 4,25 persen pada tahun
2005 menjadi 1,5 persen pada tahun 2006. Senentara itu,
APK pada jenjang perguruan tinggi (PT) yang nencakup
pul a perguruantinggi agama (PTA), Universitas Terbuka
(UT), dan pendidi kan kedinasan sebesar 16,7 persen.
| ndi kat or pencapai an penbangunan pendi di kan yang |ain
yakni tingkat buta aksara penduduk urmur 15 tahun keatas
tercatat sebesar 8,1 persen

Untuk itu, Penerintah terus berupaya neningkatkan nutu
pel ayanan pendi di kan, yang tidak hanya difokuskan pada



j al ur pendi di kan  formal, nmel ai nkanj uga  pendi di kan
nonformal . Peningkatan nutu pelayanan ini dinmaksudkan
unt uk nenberi kan kesenpatan bagi rakyat |ndonesia untuk
mel anj ut kan pendi di kan sanpai ke jenjang tertinggi.

Di bi dang kesehat an, status kesehatan dan gi zi
masyar akat terus mengal am peningkatan tercermn dari
angka kematian bayi, kematian ibu nelahirkan, usia

har apan hi dup, dan preval ensi gizi kurang yang nenbai k.
Angka kematian bayi nenurun dari 46 (1997) nenjadi 32
per 1.000 Kkelahiran hidup (2005); Angka kematian ibu
nmel ahi rkan nmenurun dari 334 (1997) nenjadi 307 per
100. 000 kel ahiran hidup (2002-2003). Usia harapan hidup
meni ngkat dari 65,8 tahun (1999) nenjadi 69 tahun
(2005). Prevalensi gizi kurang dan gizi buruk menurun
dari 34,4 persen (1999) nenjadi 28 persen (2005).

Jum ah penduduk | ndonesia terus meningkat dari 205 juta
orang pada tahun 2000 nenjadi sekltar 224 juta orang
pada tahun 2007.

Sel ama beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan/
pergeseran  struktur unur penduduk, yaitu jum ah
penduduk usia produktif terus neningkat senentara
jum ah penduduk wusia non-produktif semakin nengecil.
Keadaan i ni nmengi ndi kasi kan terjadinya penurunan
per sent ase penduduk sebagal beban penbangunan
(dependency ratio) yang diperkirakan nenurun dari 54,7
persen pada tahun 2000 nenjadi 48,1 persen pada tahun
2007. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/ TFR)
pada tahun 2005 sebesar 2,23 per perenpuan diperkirakan
menurun nenj adi 2,21 per perenpuan (2006).

Meski pun dem kian, angka TFR di beberapa provinsi
menunj ukkan kecenderungan neningkat. Hal ini dapat
mendorong | aju pertunbuhan dan jum ah penduduk. Untuk
itu, upaya revitalisasi program kel uarga berencana (KB)
akan didorong guna neningkatkan akses dan kualitas
pel ayanan KB, ternmasuk neningkatkan kapasitas sunber
daya nmanusia pengel ol a/ pel aksana program KB dan
menperluas jejaring kerja KB terutama di tingkat
kabupat en/ kot a.

D bidang sunber daya al am hingga tahun 2007 telah dan
sedang dil aksanakan pengenbangan dan penyebarl uasan
penget ahuan tentang pengel ol aan sunber daya al am yang
ber kel anj ut an, penetapan 16 taman nasional bar u,
penul i han hut an dan | ahan, penbangunan nodel
rehabi litasi hutan dan |ahan partisfpatif, rehabilitasi

dengan pola insentif bagi 10 (sepuluh) Daerah Aliran
Sungai ( DAS) prioritas kritis di Pul au Jawa,
mengef ektifkan kerja sama antar negara dal am nengat as

dan nencegah perdagangan hasil alam yang dil akukan
secara ilegal, penananan nangrove, serta penananan
t erunbu karang buat an.

D bidang |ingkungan hidup tel ah dil aksanakan penberi an
penghar gaan kepada kot a yang menenuhi st andar
pengel ol aan |ingkungan perkotaan (Adipura), program
peni | ai an peri ngkat ki nerja per usahaan dal am



pengel ol aan |ingkungan hidup (PROPER), program Kal
bersih, program langit biru, penbinaan tim penila
AVDAL, program nenuju Indonesia hijau, program Debt
Swap for Nature dan penberdayaan masyarakat. Selain itu
juga telah dilaksanakan penanganan asap secara bersama
unt uk negar a- negar a ASEAN, kegi at an di bi dang
perlindungan | api san ozon nel al ui penghapusan pemnakai an
bahan perusak ozon (BPO, dan peningkatan kapasitas
daerah di bidang |ingkungan hidup, nelalui kegiatan
Dana Al okasi Khusus (DAK) bidang |ingkungan hidup
kepada peneri ntah daerah

Upaya untuk neningkatkan penyedi aan energi terus
di t1 ngkat kan guna nendukung kegi atan ekonom . Berbaga
kebijakan telah dikeluarkan terutanma guna nenjanin
penyedi aan energi dal am negeri nelal ui penganekaraganman
sunber energi, nengoptiml kan produksi energi, dan
menghemat penggunaan energi. Peraturan Penerintah Nonor
5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional telah

dl kel uarkan dan nerunuskan sasaran energi baur an
(energy mx) pada tahun 2005 guna nenjadi acuan dal am
pengel ol aan energi. D sanping itu, guna menunjang
pemanfaatan energi selain BBM telah di kel uarkan

| nst r uksi Presiden  Nonor 1 Tahun 2006 tentang
Penyedi aan dan Pemanf aat an Bahan Bakar Nabat i
(BBN Bi of uel ) sebagai Bahan Bakar Lain, dan |nstruksi
Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyediaan dan
Pemanf aat an Bat ubara yang Di cairkan sebagai Bahan Bakar
Lain. Penetapan. harga energi, terutama BBM secara
bert ahap tel ah di | akukan guna nmencapai ni | ai
keekonom annya, disertai dengan penberian konpensasi
kepada masyarakat m skin guna nengurangi danpak negatif
penyesuai an harga BBM t er sebut .

D bidang infrastruktur, wupaya peningkatan pelayanan
i nfrastruktur sesuai standar pelayanan m ni mum sanpa
dengan tahun 2006 telah diwijudkan nel al ui penbangunan
saluran air baku dengan Kkapasitas terpasang 3,58
nB/ det i Kk, penbangunan prasarana pengendal i banjir
sepanj ang 783 km kondisi mantap jal an nasional sekitar
81 persen dari total panjang jalan nasional, penyedi aan
pel ayanan angkut an | aut perintis dan kewaj i ban
pel ayanan umum (public service obligation) kel as
ekonomi di Papua, Kalimantan, Sumatera, NIT, NIB
Mal uku, Sul awesi, dan Jawa sebanyak 58 trayek dan 24
trayek, penyedi aan pelayanan angkutan udara perintis
sebanyak 94 rute di Papua, Kalimantan, Sumatera, NIT,
Mal uku dan Sul awesi, peningkatan junmah penunpang
angkutan wudara dalam negeri nencapai 39,3 juta orang
dengan load factor lebih dari 75 persen; penbentukan
Bal ai Tel ekonmuni kasi dan Informati ka Perdesaan vyang
bertugas untuk merencanakan penbangunan dan nengel ol a
dana USQO,  penbangunan rumah susun sederhana sewa
(Rusunawa) sebanyak 9.462 wunit, dukungan perbai kan
2.500 unit perumahan swadaya, penyedi aan prasarana dan
sarana air mnum untuk 1,2 juta penduduk perdesaan dan



1,1 juta penduduk ibu kota kecamatan, penyedi aan
prasarana dan sarana sanitasi untuk nelayani 759 ribu
jiwa, dan pengenbangan dan optinmalisasi TPA (tenpat
penbuangan akhir) untuk nelayani 5 juta jiwa.

Dal am rangka peni ngkatan daya saing sektor riil, pada
program penbangunan bi dang i nfrastruktur tel ah
di | akukan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 817,6
ri bu hektar, penbangunan 199 enbung serta penbangunan
sumur-sunur air tanah (ground water), peningkatan
pel ayanan prasarana jalan nasional dari kecepat an
rata-rata 43,5 km perjam nenjadi 44 km perjam
nmel anj ut kan penbangunan jalur ganda KA Yogyakart a-
Kut oarj o, dan Tanah Abang- Ser pong, penbangunan jal an KA
Kertapati-Kanpus UNSRI | ndral aya, |anjutan penbangunan

j al ur ganda segnen 111 lintas G kanpek-C rebon
peni ngkatan kapasitas jalan Kkereta api pada lintas
Medan- Tebi ng Ti nggi - Ki sar an- Rant au Pr apat , Tebi ng
Ti nggi - P. Si ant ar dan Medan- Besi t ang, Kertapati -
Prabunul i h- Muar a Eni m Lahat - Lubuk | i nggau dan
Prabunul i h- Tar ahan, Bogor - Sukabum - Padal ar ang- Bandung-

Banj ar - Kroya; Senmarang- Panunggal an- Boj onegor o- Sur abaya
Pasar Turi, Semarang-Solo dan Sol o-Surabaya Gubeng;

serta l'intas Bangi | - Mal ang- Bl i t ar - Kert osono dan
Bangi | - Jenber; penyelesaian 12 penbangunan pel abuhan
keci| yang tergabung dalam small Port Devel op Project,
penbangunan transm si gas bum Pagardewa-Lab. Maringga

sepanj ang 270 km penyenpur naan dan per | uasan
pengenbangan teknol ogi Upgraded Brown Coal (UBO) ;
penbangunan pusat informasi mnasyarakat nelalui program
community access point (CAP); persiapan penbangunan
i nfrastruktur penyi aran tel evisi di 19  provinsi

termasuk daerah bland spot; serta penataan dan
revitalisasi 159 kawasan per kot aan.

Seiring dengan kebijakan Penerintah untuk nenpercepat
penyedi aan infrastruktur nelalui Kkerjasanma Penerintah
dan Badan Usaha, hingga tahun 2006 telah dilaksanakan
persi apan penbangunan |ndonesia Ship Reporting System
Sel at Sunda dan Sel at Lonbok dengan pusat pengendali d

Tanjung Priok-Jakarta, persiapan penbangunan pel ayanan
informasi lalu lintas laut (vessel traffic service
system di Sel at Mal aka; per si apan pel aksanaan
penbangunan jalan tol dan bandara Kuala Nanor di

Sumatera Utara; penberian hak khusus penbangunan
jaringan pipa gas dari Kalimantan Tinur ke Jawa Tengah;
penerbitan peraturan tentang penetapan tarif berbasis
bi aya nelalui Peraturan Menteri Kom nfo Nonmor 9 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Awal dan Tarif
Per ubahan Jasa Tel epon Dasar nelalui jaringan Tetap dan
Peraturan Menteri Kom nfo Nonor 12 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penetapan Tarif Perubahan Jasa Tel epon Dasar
Jaringan Bergerak Selular; dan penetapan anggota Konite
Regul asi Tel ekormuni kasi | ndonesi a.



A 2.

MASALAH DAN TANTANGAN PCKOK TAHUN 2008

Dengan berbagai kemajuan yang dicapai pada tahun 2006 dan
per ki raan pada tahun 2007. masal ah dan tantangan utanma yang
harus di pecahkan dan di hadapi pada tahun 2008 adal ah sebaga
beri kut .

MENURUNKAN  JUMLAH PENDUDUK YANG HDUP D BAWAMH GARI'S
KEM SKI NAN. Meki pun pert unbuhan ekonom sudah dapat
di ti ngkatkan nmenjadi rata-rata 5,6 persen per tahun dua tahun
terakhir, namun pengurangan kem skinan belum nerata d

sel uruh daerah. Pada bulan Maret 2006, junlah penduduk di
bawah garis kem skinan sebanyak 39,05 juta jiwa orang m skin
atau sekitar 17,75 persen.

Masal ah pokok vyang dihadapi dalam upaya nengurangi jumni ah
penduduk mskin antara lain sebagai Dberikut. Pertama

pener at aan penbangunan bel um nmenyebar secara nerata terutanma
di daerah perdesaan.

Penduduk mskin di daerah perdesaan pada tahun 2006
di perkirakan lebih tinggi dari penduduk mskin di daerah

per kot aan.
Kesenpat an berusaha di daerah perdesaan dan perkotaan bel um
dapat mendorong penci ptaan pendapatan bagi masyar akat

terutama bagi rumah tangga m skin.

Pengangguran terbuka di daerah perdesaan nasih |ebih tinggi
di bandi ngkan dengan di daerah perkotaan nmenyebabkan kurangnya
sunber pendapatan bagi nasyarakat mskin terutama di daerah
perdesaan. Senmentara itu masyarakat mskin yang banyak
menggant ungkan hi dupnya pada wusaha mkro masih nengal am
ket er bat asan dal am nenperol eh akses pernodal an dan sangat
rendah produktivitasnya.

Kedua, kemanpuan masyarakat m skin untuk nenjangkau pel ayanan

masih terbatas dan fasilitas dasar seperti pendidikan,
kesehatan, air mnum dan sanitasi, serta transportasi nasih
terbatas. G zi buruk masih terjadi di |apisan mnasyarakat

m skin. Hal ini di sebabkan terutana ol eh cakupan perli ndungan
sosial bagi nasyarakat mskin yang belum nemadai. Bantuan
sosi al kepada mnasyarakat m skin, pelayanan bantuan kepada
masyar akat rentan (seperti penyandang cacat, |anjut usia, dan
yati mpiatu), dan cakupan jam nan sosial bagi rumah tangga
mskin masih jauh dari nmenmadai. Prasarana dan sarana
transpotarsi di daerah terisolir masih kurang nmencukupi untuk
mendukung penci ptaan kegiatan ekonom produkti f bagi
masyar akat m ski n.

Kesel uruhan masal ah i ni akan di tangani secara sungguh- sungguh
dal am t ahun 2008 dengan program proram penbangunan yang | ebi h
terintegrasi.

Keti ga, harga bahan kebutuhan pokok terutama beras cenderung
berfl uktuasi sehingga nenpengaruhi daya beli nmasyarakat
m skin. Hal ini disebabkan terutanma ol eh kemanpuan produksi
beras bel um dapat nenjam n perm ntaan beras secara nasional .
Sementara itu, kebutuhan pokok selain beras terutama yang
bersifat substitusi beras maupun konpl enen beras juga bel um
dapat di penuhi sepenuhnya oleh produksi dalam negeri.
Produksi konoditas tersebut akan terus ditingkatkan untuk



menjamn stabilitas harga bahan kebutuhan pokok terutama
ber as.

Dalam kaitan itu, percepatan pengurangan kem skinan pada
tahun 2008 dititikberatkan pada upaya nenjaga stabilitas
harga bahan kebutuhan pokok; nengenbangkan kegi atan ekonom
yang berpihak pada rakyat m skin, menyenpur nakan dan
menper | uas cakupan program penbangunan berbasis masyarakat,
meni ngkat kan akses masyarakat m skin kepada pel ayanan dasar
terutama pada daerah tertinggal dan terisolasi; serta
menbangun dan nenyenpur nakan si stem perlindungan sosial bagi
masyar akat m skin. Pendekatan utama yang digunakan adal ah
mel i ndungi rumah tangga m skin khususnya yang sangat m skin
serta neni ngkat kan keberdayaan runmah tangga m skin dal am satu
kel enbagaan kel onpok mnasyarakat m skin pada tingkat | okal
Masyar akat m skin didorong untuk berparti sipasi dal am
kegi atan penbangunan secara kol ektif, berbasis nmasyarakat,
serta menberi kan manfaat bagi peningkatan pendapatan runah
tangga mskin. Dalam kaitan itu, kapasitas penerintahan dan
pendanpi ngan | angsung kepada masyarakat akan ditingkatkan
sehi ngga manpu nendor ong kepercayaan diri kel onpok masyar akat
m ski n dal am nenanggul angi per masal ahannya.

MEMPERLUAS PENCI PTAAN LAPANGAN KERJA. Meski pun pada tahun
2007 di perkirakan tercipta sebanyak 2,1 juta kesenpatan kerja
baru, angka pengangguran terbuka nmasih tetap tinggi yaitu 9,9
persen atau 10,7 juta orang. Selain itu, [|apangan Kkerja
formal pada bulan Agustus 2006 masih terbatas yaitu hanya
sekitar 29,7 juta atau 31,1 persen dari total |apangan kerj a.
Rendahnya kualitas dan konpetensi tenaga kerja |ndonesia,
ti nggi nya angka penganggur usia nuda, serta masih terdapatnya
beberapa jenis pekerjaan yang tidak dapat dipenuhi oleh
tenaga kerja nerupakan masal ah-masal ah yang akan ditangani
Dem ki an juga kualitas pel ayanan penenpatan dan perlindungan
TKI di luar negeri akan diperbai ki. Keterbatasan sarana, dan
prasarana, serta kemanpuan sunberdaya manusia yang dimliki
ol en bal ai-balai pelatihan Kkerja, belum adanya standar
konpetensi kerja nasional di berbagai bidang profesi, tidak
tersedi anya aturan baku tentang sertifikasi konpetensi, serta
terbatasnya pengakuan sertifikat konpetensi tenaga kerja
termasuk yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) ol eh dunia usaha di dalam dan di |uar negeri
mer upakan kendal a- kendala yang akan diatasi dalam upaya
peni ngkat an kual i tas sumnber daya manusi a | ndonesi a.

Dengan adanya nasalah tersebut di at as, t ant angan
pengenbangan kesenpatan tenaga kerja adal ah sebagai berikut:
Pertama, nenciptakan |apangan kerja formal seluas-I|uasnya,
penci ptaan | apangan kerja formal nendapat perhatian penting
karena |apangan Kkerja ini | ebih  produktif dan lebih
menberi kan perlindungan sosial kepada pekerja dibandi ngkan
dengan | apangan kerja informal. Kedua, nendorong perpi ndahan
pekerja dari pekerjaan yang nmemliki produktivitas rendah ke
pekerjaan  yang mem | i Ki produktivitas tinggi dengan
meni ngkat kan kualitas dan konpetensi pekerja. Rendahnya
pendi di kan, keteranpilan dan konpetensi, dan Kkonpetensi



sebagai dasar tenaga kerja nenyebabkan terbatasnya kapasitas
dan produktivitas sunber daya manusia |ndonesia sehingga
banyak dari tenaga kerja hanya nmanpu bekerja dengan
produktivitas rendah.

Keti ga, neningkatkan kesejahteraan para pekerja yang bekerja
di | apangan kerja informal. Dengan terbatasnya | apangan kerja
formal yang tersedia, tidak sermua pekerja dapat bekerja atau
ber pi ndah ke |apangan kerja formal. Pekerja di kegiatan
i nf or mal di ti ngkat kan kesej ahteraannya agar kesenjangan
pendapat an antara pekerja formal dan informal tidak terlalu
besar.

MENI NGKATKAN KETAHANAN PANGAN DAN PRODUKTI VI TAS PERTANI AN
DALAM ARTI LUAS. Ketersedi aan pangan dal am negeri dan akses
pangan runmah tangga masih perlu ditingkatkan. Produksi padi
t ahun 2006 neni ngkat 0,5 persen di bandi ng tahun 2005 dan pada
tahun 2007 dan 2008 nasi h perlu ditingkatkan untuk menmenuhi
kebut uhan konsunsi yang terus neni ngkat. Dem ki an juga akses
pangan bagi rumah tangga m skin masi h perlu ditingkatkan agar
rawan pangan di tingkat rumah tangga nenurun. Dengan
per masal ahan pokok tersebut, penguatan kenmanpuan produksi
pangan dal am negeri; perbaikan sistem distribusi dan tata
niaga pangan; pengenbangan sistem insentif yang nanpu
menper t ahankan | ahan-|ahan produktif produksi bahan pangan
serta perbai kan diversifikasi pola konsunsi pangan masyar akat
merupakan tantangan utama yang harus di hadapi unt uk
nmeni ngkat kan ket ahanan pangan

Produktivitas pertanian dan nmutu produksi pertanian dalam
arti luas relatif masih rendah.

Pert unbuhan produksi konoditi pertanian penting selain padi
seperti jagung, sayuran, buah-buahan dan daging serta
konodi tas perkebunan akan ditingkatkan. Produksi bahanbaku
untuk bahan bakar nabati (BBN) sangat besar potensinya dan
akan diti ngkat kan pemanf aat annya. Meski pun produksi perikanan
budi daya dan peri kanan tangkap neni ngkat, namun potensi yang
bel um di manf aat kan masi h cukup besar.

Produksi hasil hutan tanaman industri dan non kayu perlu
di ti ngkat kan untuk mendukung berkenbangnya industri hasi
hut an. Masal ah-nmasal ah ini akan diatasi guna neningkatkan
kesej aht eraan petani dan nelayan dengan mendor ong akses
rumah tangga pertanian terhadap sunber daya produktif;
meni ngkat kan penguasaan dan penerapan teknol ogi; mnel anj utkan
upaya revitalisasi penyul uhan pertani an; serta nengenbangkan
si stem agri bisnis di perdesaan

MENI NGKATKAN | NVESTASI DAN DAYA SAING EKSPOR  Meski pun
per t unbuhan ekonom nenunj ukkan peni ngkatan yang berarti pada
senmester 11/2006, dukungan investasi bagi pertunbuhan ekonom
yang berkel anjutan perlu di perkokoh. Penbentukan nodal tetap
bruto dalam tahun 2006 tunbuh sebesar 2,9 persen; |ebih
rendah dari tahun 2004 dan tahun 2005 yang berturut-turut
tunbuh 14,7 persen dan 10, 8 persen.

Real i sasi 1zin Usaha Tetap bagi kegi atan penananan nodal pada



tahun 2006 juga | ebi h rendah di bandi ngkan tahun 2005 neski pun
rencana investasi terutama yang berasal dari dalam negeri
mengal am kenai kan yang tinggi .

Dem ki an juga industri pengol ahan nonm gas nasih tunbuh di
bawah potensinya. Dalam tahun 2005 dan 2006, industri
pengol ahan nonm gas tunbuh berturut-turut sebesar 5,9 persen
dan 5,3 persen, di bawah sasaran RPJMN yang rata-rata
di upayakan tunbuh 8,6 persen per tahun. Dalam pada itu,
peneri maan ekspor, neskipun pada tahun 2006 neni ngkat sebesar
17,5 persen, kenaikannya |ebih di dorong oleh peningkatan
harga konoditi di pasar internasional terutama untuk konoditi
pert anbangan. Kemanpuan produksi di dal am negeri bel um secara
maksi mal dapat nenenuhi  perm ntaan eksternal yang tinggi.
Pot ensi pariw sata |ndonesia juga belum di manfaat kan secara
maksi mal antara |ain karena kekuatiran terhadap keamanan,
bencana alam dan flu burung. Dalam tahun 2006, juniah
Wi sat awan manca negara hanya nencapai 4,9 juta orang atau
turun 2,6 persen dari tahun 2005.

Sementara itu perol ehan devisa pada tahun 2006 sebesar USD
4,5 mliar atau 1,6 persen |ebih rendah dibandi ngkan tahun
2005.

Dal am tahun 2008, upaya untuk nmeningkatkan investasi
mendor ong i ndustri pengol ahan nonm gas, meni ngkat kan
peneri maan ekspor termasuk dari jasa pariwi sata akan
di ti ngkat kan secara sungguh-sungguh. Tantangan ini senakin
besar dengan kenungki nan nel anbat nya perekonom an duni a dan
meni ngkat nya persaingan antar negara baik dalam nenarik
i nvestasi nmaupun nenpertahankan pangsa pasar ekspornya di
| uar negeri. Perbaikan iklim investasi dan peningkatan daya
saing ekspor akan ditangani dengan nengurangi hanbat an
perijinan, admnistrasi perpajakan dan kepabeanan, serta
meni gkat kan kepasti an hukum dan keserasi an peraturan pusat
dan daerah. Daya saing ekspor nonm gas juga akan didorong
terutama untuk konoditi yang bernilai tanbah tinggi serta
di versifikasi pasar ekspor. Adapun peningkatan pariw sata

akan di dor ong dengan | ebi h nmengenbangkan penmasar an
pariw sat a, mengenbangkan dest i nasi pariw sat a, serta
mendor ong kem traan pariw sat a.

Per hati an j uga di beri kan pgda i nvest asi ekspl or asi
pert anbangan. Wl aupun nengal am perbai kan dal am dua tahun
terakhir, investasi pertanbangan akan ditingkatkan untuk
menenuhi  kebutuhan energi dan mneral yang semakin besar.
Pada tahun 2006, nilai investasi di sektor pertanbangan
mencapai USD 14,3 mliar.

Sebagi an besar dari investasi tersebut berupa investasi di

sektor hulu mnyak dan gas yang nencapai hanpir 88 persen
Sementara itu, investasi pertanbangan umum baru nencapai USD
1,3 mliar.

Kegi atan eksplorasi pertanbangan pada tahun 2008 terus
di kenbangkan guna nmenenukan cadangan bar u, mel alu
peni ngkat an pronosi investasi wlayah kerja pertanbangan dan
peni ngkat an survei seismk, penboran eksplorasi, dan penboran
pengenbangan. Di sanping itu, akan terus di pertahankan suasana
yang kondusif dan nenari k untuk investasi eksplorasi. Jam nan



kepada investor nasional dan asing berupa security of tenure
serta kendali atas pengel ol aan pertanbangan secara penuh akan

terus di pert ahankan. Sedangkan unt uk pengenbangan
sunber - sunber mneral dari daerah | aut dal am yang nenerl ukan
penbi ayaan, risiko konersial, dan teknologi yang tinggi,

di beri kan insentif tanbahan.

Khusus untuk pertanbangan unum hanbatan yang dipicu ol eh
konfli k akan di per cepat penyel esai annya, t erut ama
konflik-konflik yang seringkali di t enui i nvestor yang
ber kai tan dengan tuntutan penerintah daerah/ masyarakat untuk
menci utkan w layah perjanjian penanbangan serta gangguan
PETI,

MENI NGKATKAN PRODUKSI M NYAK BUM DAN DI VERSI FI KASI ENERG .

Menurunnya produksi mnyak bum di sebabkan terutama ol eh
menurunnya produktivitas |adang-ladang m nyak yang saat ini

tengah berproduksi (depletion) dlsanping belum optinalnya
pengenbangan | apangan-|apangan baru, terutama di kawasan
marjinal. Penurunan produksi saat ini adalah sekitar 5 sanpai

11 persen per tahun. Belum di kenbangkan | apangan m nyak baru
di sebabkan oleh terbatasnya data bawah pernmukaan untuk
penbukaan w layah kerja baru, serta tunpang tindih |ahan
antara | ain dengan kawasan/w | ayah hutan |i ndung.

Guna neni ngkat kan produksi mnyak nentah, perhatian akan
di beri kan pada pengenbangan insentif dan/atau fasilitas
kepada pelaku wusaha kegiatan eksplorasi dan eksploitasi

m nyak bum agar dapat nemanfaat kan teknologi tinggi dalam
memanf aat kan | ebih | anjut cadangan yang tersisa, dan dapat

dengan segera nenyel esai kan kesepakatan kerjasama atau
kontrak- kontrak pada pengenbangan |apangan m nyak yang saat

ini siap beroperasi; serta nenenukan sunber-sunber cadangan
m nyak baru dengan tujuan untuk neningkatkan ketahanan
pasokan (security of supply) dari mnyak bum di nasa
nmendat ang.

Di versifikasi (penganekaragaman) energi, termasuk penmanfaatan
gas bum akan | ebi h nmendorong untuk menmenuhi kebutuhan dal am
negeri. Saat ini produksi gas bum dan batubara yang
masi ng- masi ng nmencapai 8-9 ribu MVBCF (mllion standard cubic
feet per day) dan 140 juta ton (setara dengan 550 juta barel

m nyak) |ebih banyak diekspor dari pada dimanfaatkan untuk
menenuhi kebut uhan energi dal am negeri. Untuk gas bum, |ebih
dari setengah dari produksi dipasarkan ke luar negeri

(Jepang, Korea, dan Taiwan), sedangkan untuk batubara sekitar
70 persen juga di ekspor. Sel anjutnya sunber-sunber panas bum

yang tersebar di berbagai daerah juga masih belum dapat

di manf aat kan secara naksinmal untuk kebutuhan energi dalam
negeri, terutama di Sumatera (50 persen dari total potensi

nasi onal) dan Jawa. Sebanyak 18 wlayah kerja pertanbangan
(WKP) telah diberikan kepada PT. Pertam na dan PT PLN untuk
di kenbangkan, nanmun  sejauh  ini pengenbangannya bel um
menberi kan hasil yang cukup berarti, terutama di sebabkan ol eh
kendal a keuangan dari BUMN penegang VWKP tersebut. Pelibatan
pi hak swasta untuk nengenbangkan panas bum terkendal a ol eh
aturan harga uap yang belum dapat nmencerm nkan ongkos



produksi pengenbangan panas bum. Disanping itu, upaya
produksi dan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) akan
di dorong sebagai sal ah satu upaya penting dal am di versi fi kasi
energi .

Dal am pengenbangan dan pemanfaatan gas bum, perhatian akan
di beri kan pada upaya untuk neni ngkatkan investasi eksploras

dan eksploitasi gas bum nenpertahankan kesi nanbungan pasokan
gas bum untuk nenmenuhi kebutuhan dal am negeri; distribusi
gas secara | ebi h ner at a, efisien dan aman pada
konsumen- konsunen, terutama konsunen besar; serta menper bai ki
persepsi nasyarakat yang lebih positif atas kenmanfaatan gas
bum untuk keperluan runmah tangga. Selanjutnya penanfaatan
bat ubara untuk nenmenuhi kebutuhan energi nasional juga
di dorong dengan nenyenpurnakan sistem distribusi batubara
nasi onal dari daerah penghasil ke daerah yang nenbutuhkan;
menper cepat proses perijinan pengusahaan pert anbangan
bat ubara, nelalui upaya sinkronisasi kewenangan penerintah
pusat dan penerintah daerah; nenmudahkan penanfaatan dan
pendi stri busi an batubara ol eh masyarakat |uas, nelalui upaya
pencai ran batubara; serta mtigasi danpak |ingkungan dari

pemanf aat an bat ubara. Pengenbangan panas bum diti ngkat kan
dengan nerunuskan fornulasi harga yang tepat antara harga
jual uap dan harga jual tenaga listrik yang dihasilkannya;
menper bai ki distribusi tenaga listrik yang dihasil kan secara
| ebih efisien; serta nmenyenpurnakan perangkat peraturan yang
| ebi h kondusi f dal am upaya peni ngkat an i nvestasi swasta dal am
pengenbangan panas bum . Selanjutnya, pengenbangan bahan
bakar nabat i ( BBN) akan di dor ong dengan nmengat asi
ket er bat asan bahan baku sehi ngga persai ngan penggunaan bahan
baku nabati ini, selain untuk energi, dapat dikurangi; serta
nmenci pt akan pasar BBN yang luas dan tata niaga BBN yang
handal .

MENI NGKATKAN KUALI TAS PENDI DI KAN DAN KESEHATAN.  Meski pun
terj adi peni ngkat an, kualitas pendidikan dan kesehatan
masyarakat nmasih |lebih rendah bila dibandingkan dengan
pencapai an negara-negara ASEAN |ainnya seperti Thail and,
Mal aysia, dan Filipina dan masih jauh dari sasaran M| enium
Devel opnent Coal s ( MDGs) .

D bidang pendidi kan, masalah utama yang dihadapi adal ah
di perl ukannya peningkatan akses, penerataan, dan kualitas
pel ayanan pendi di kan terutama pada jenjang pendi di kan dasar
Meski pun hanpir seluruh anak wusia 7- 12 tahun sudah
bersekol ah, tetapi masih ada sebagian anak yang tidak
bersekol ah terutama karena alasan ekonom atau tinggal di
daerah terpencil, yang belum terjangkau oleh [|ayanan
pendi di kan. Anak wusia 13-15 tahun yang seharusnya dapat
mengenyam pendi di kan paling tidak sanpai dengan pendidi kan
dasar, sebagi an tidak dapat bersekol ah. Pada saat yang sana
kesenj angan parti si pasi pendi dikan juga nmasih terjadi
terutama antara penduduk m skin dan penduduk kaya.

Menurut Susenas 2006, angka partisipasi sekolah (APS) atau
per sent ase penduduk yang mnengi kuti pendi di kan formal penduduk



kel onpok umur 13-15 tahun yang berasal dari kuantil pertana
(kel ompok 20 persen term skin) baru nencapai 74,2 persen,
senmentara untuk kuantil kelima (kel onpok 20 persen terkaya)
tel ah nencapai 92,2 persen. Senentara itu jika dilihat dari
tipe wlayah, APS penduduk usia 13-15 tahun di perkotaan
sudah nencapai 89,7 persen, senentara di perdesaan baru
mencapai 80,3 persen. Kondisi tersebut dapat berpengaruh
terhadap upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Senbilan Tahun. Meskipun penerintah telah menyedi akan
bant uan operasi onal sekol ah (BOS) yang cukup signifikan untuk
j enj ang pendi di kan dasar, namun nasi h ditenmukan sekol ah yang
masi h nenari k berbagai iuran sehingga nenberatkan orangtua,
terutama bagi keluarga mskin. Studi yang dilakukan oleh
Badan Penelitian dan Pengenbangan Departenen Pendi di kan
Nasi onal  nenunj ukkan bahwa dengan adanya program BOCS
sebanyak 70,3 persen SD)M dan SMP/ MIs telah nenbebaskan
siswa dari segala jenis pungutan. Meskipun dem ki an besaran
dana BOS belum sepenuhnya dapat menenuhi kebut uhan
oper asi onal sekol ah, terutama sekol ah-sekol ah yang berada di
daer ah perkotaan, sekol ah swasta, dan sekol ah unggul an.

Kesenj angan parti si pasi pendi di kan nmakin nencol ok pada
j enjang nmenengah den tinggi, Menurut data Susenas 2006, APS
penduduk kel onpok urur 16 18 tahun untuk kuantil pertanma baru

mencapai 37,9 persen, senentara untuk kuantil Iinma telah
mencapai 68,6 persen. Dem kian pula APS penduduk urur 19-24
tahun untuk kuantil pertanma baru sebesar 3,45 persen,
sedangkan untuk kuantil |inma sudah nencapai 25,7 persen.

Sementara itu, jika dibedakan nmenurut tipe wlayah, APS pada
penduduk kel onpok umur 16-18 tahun yang tinggal di perdesaan
dan perkotaan masing-masing adalah 45,0 persen dan 65,5
persen, sedangkan APS penduduk urmur 19-24 tahun di kedua tipe
wi | ayah tersebut masing-masing adalah 5,9 persen dan 17,2
persen.

Masal ah penting lain yang di hadapi bidang pendi di kan adal ah
berkai tan dengan ketersedi aan, kualitas, dan kesejahteraan
pendi di k. Sebaran pendidik tidak mnerata dan |ebih banyak
terkonsentrasi di daerah perkotaan. Selain itu, sebagian
besar pendidi k masi h bel um nenmenuhi kualifikasi akadem k Sl
atau D4 sebagai mana di syaratkan ol eh Undang- Undang Nonor 14
Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Dem ki an pula, penberian tunjangan fungsional, tunjangan
profesi, dan tunjangan khusus untuk nendukung kesejahteraan
pendi di k juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sesua
dengan anmanat undang-undang tersebut. Upaya peni ngkatan mnutu
dan kesejahteraan pendidik penting dilakukan agar nereka
dapat nengenban tugas dengan baik, sehingga satuan-satuan
pendi di k dapat nelahirkan |ulusan-lulusan yang bernutu.
Memasuki era global yang sangat konpetitif diperlukan
tenaga-tenaga berpendi di kan nmenengah dan tinggi yang
ber kual i tas secara nenadai

Penbangunan kesehat an di hadapkan pada mnasal ah dan tantangan
antara lain: disparitas status kesehatan dan gizi antar
ti ngkat sosial ekonom, antar kawasan, dan antara perkotaan
dan perdesaan; akses terhadap fasilitas kesehatan yang



ber kual i tas bel um nmenadai terutama bagi nasyarakat m skin dan
yang tinggal di daerah terpencil; jumah dan penyebaran
t enaga kesehatan bel um nemadai terutana di daerah terpencil

per bat asan dan kepul auan; penyakit infeksi nenular nasih
mer upakan masal ah kesehat an nmasyarakat yang nenonjol, antara
lain ditunjukkan dengan nmasih tingginya angka kesakitan
seperti penyakit demam berdarah dengeu (DBD), H V/ AlDS,

t uber kul osi s par u, mal ari a, di ar e, i nf eksi sal uran
per naf asan, dan penyakit flu burung; masal ah gizi kurang dan
gi zi buruk terutama pada ibu ham|l, bayi, dan balita, serta

berbagai masal ah gizi utama lain seperti anem a gizi besi
gangguan aki bat kurang yodium kurang vitam n A dan Kkurang
zat gizi mkro lainnya; belum optiml nya penyedi aan obat dan
per bekal an kesehatan, pengawasan obat dan nmakanan, dan
keamanan pangan; serta perilaku hidup sehat vyang belum
menj adi budaya dal am masyarakat baik karena faktor sosial
ekonomi  maupun karena kurangnya pengetahuan. D bi dang
kel uarga berencana, pertunbuhan penduduk yang di perkirakan
terus meni ngkat; angka total fertility rate (TFR) di beberapa
provinsi yang cenderung neningkat; dan jam nan penyedi aan
al at/obat KB serta pelayanan KB bagi penduduk m skin yang
bel um optimal nerupakan masal ah dan tantangan pokok yang
tetap harus di hadapi dal am tahun 2008.

MENDORONG PERAN NMASYARAKAT LUAS DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK
MEMBERANTAS KORUPSI SERTA MEMPERCEPAT REFORMASI Bl ROKRASI

UNTUK MENI NGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT. Meski pun
penber ant asan korupsi terus dilakukan selama ini, namun hal

tersebut dinilai nmasyarakat nasih belum sepenuhnya sesuai

dengan yang diharapkan. Untuk itu, penegakan hukum dal am
rangka penberantasan korupsi pada tahun 2008 akan terus
ditingkatkan dengan nmendorong peran serta nasyarakat

di sanpi ng peni ngkat an kemanpuan aparat penegak hukum Peran
masyar akat | uas dal am i kut serta nel akukan pengawasan secara
konsi sten dan berkel anjutan terhadap penyel enggaraan negara
dan penerintahan juga dl dorong. Sal uran pengaduan nasyar akat

kepada institusi penegak hukum dal am hal terjadi pel anggaran
dan penyel ewengan kekuasaan akan di per nudah.

Peni ngkatan peran nmasyarakat aktif dalam pengawasan juga
di ti ngkatkan dengan nenberikan jam nan Perlindungan dan
menberi kan insentif terhadap saksi pelapor dalam kasus
kor upsi .

Dal am upaya percepatan reformasi birokrasi, tantangan yang
di hadapi adal ah neni ngkat kan kom t men dan dukungan dari para
penyel enggara negara untuk nenpercepat pel aksanaan refornmasi

bi rokrasi di kenenterian/l enbaga dan penerintah daerah secara
konsi st en dan ber kel anj ut an.

Per cepat an pel aksanaan refornmasi birokrasi sangat diperlukan
untuk nenperkuat basis penbangunan yang berkel anjutan dan
mewuj udkan tata ke penerintahan yang bai k.

Langkah ini akan dipercepat untuk neningkatkan Kkinerja
pel ayanan publik yang masih belum sesuai dengan yang
di harapkan terutama dalam bidang pertanahan, investasi,

per paj akan, dan kepabeanan pengadaan barang dan jasa



peneri ntah/ publik, sistem admnistrasi kependudukan, dan
pengel ol aan Sansat. Perhatian besar juga diberikan pada
rendahnya gaji PNS dan penerapan sistem renunerasi PNS yang
berbasis prestasi kerj a, rendahnya kinerja PNS dalam
nmel aksanakan tugas-tugasnya, belum terbangunnya penerapan
manaj enen di berbagai instansi penerintah (pusat dan daerah)
yang dapat nendorong peni ngkatan kinerja |enbaga dan kinerja
pegawai , bel um sinerginya pelaksanaan pengawasan antar
berbagai instansi terkait yang ditandai dengan tunpang
ti ndi hnya pel aksanaan pengawasan dan | emahnya tindak | anjut
hasi | - hasi | pengawasan, serta bert anbahnya jum ah
kom si / badan quasi birokrasi yang tugas dan fungsinya tunpang
tindi h dengan birokrasi (kenenterian/|enbaga).

MENI NGKATKAN RASA AMVAN, KEKUATAN PERTAHANAN, SERTA PENANGANAN
GANGGUAN DAN ANCAMAN TERORI SME.

Rasa anman bagi nmasyarakat masih belum dapat terwjud
seutuhnya. Hal tersebut ditandai dengan kenaikan tingkat
krimnalitas (crine rate) yaitu jum ah kej adi an kej ahat an per
100. 000 penduduk, neningkat dari 121 pada tahun 2005 nenjad
128 pada tahun 2006 neskipun pada saat yang sama telah
di capai peni ngkatan penyel esaian tindak perkara (clearance
rate) dari 57,0 persen nenjadi 59,5 persen. Senentara itu
kemanpuan pertahanan nasional belum dapat nenberikan efek
dett erence/ penangkal , bahkan belum manpu nenenuhi kekuat an
dan gelar mninum essential forces baik dalam nenberikan
fungsi operasi mliter maupun operasi mliter selain perang.
Kekuat an pertahanan nasional di tingkat regional terus
mengal am kenerosotan dengan posisi saat ini berada dal am
kekuat an nonor 4 di Asia Tenggara, atau sejajar dengan negara
yang skala dan konpl eksitas ancaman dan gangguannya sangat
rendah.

Kondi si  tersebut diperburuk oleh kesiapan alutsista yang
secara rata-rata hanya nencapai 45 persen dari yang dimliKi
Sel anjutnya, tindak kejahatan transnasional di wilayah
yurisdi ksi laut dan w | ayah-w | ayah perbatasan masih cukup
tinggi seperti narkoba, illegal logging, illegal fishing,
penyel endupan nanusia atau senjata. D sanping itu, nasih
adanya beberapa kel onpok masyar akat yang nenberi kan permahaman
senpit terhadap doktrin ideologi, keaganmaan dan kurangnya
penghargaan terhadap pluralitas nenyebabkan konflik yang
ber nuansa suku, ras, dan agama nmasih sering nengenuka. Hal
tersebut terutama terjadi di daerah-daerah rawan konflik
seperti Poso, Palu, Ml uku, dan sebagai nya. Belum tuntasnya
penanganan pel aku dan jaringan terorisme yang beroperasi di
| ndonesia serta belum nmeredanya aksi-aksi terorisme skala
regi onal maupun gl obal berpeluang neningkatkan aksi-aksi
terorisme di dal am negeri .

Dengan dem kian tantangan yang dihadapi untuk nemecahkan
per masal ahan  sebagai mana diurai kan di atas adalah
nmeni ngkat kan kemanpuan pertahanan dan keananan secara | ebih
optimal dal am nenghadapi ancaman pertahanan dan keamanan
termasuk dalam hal nenberi kan dukungan pencegahan dan
penanggul angan terorisne; menangani ti ndak kej ahat an



transnasional di wlayah yurisdiksi |aut dan w |l ayah-w | ayah
perbatasan yang relatif masih cukup tinggi; nenbina dan
meni ngkat kan pemahanman terhadap doktrin idiologi, keagamaan
dan penghargaan pluralitas terhadap kel onpok masyarakat yang
cenderung radi kal ; nenunt askan penanganan pel aku dan jari ngan
terorisnme yang beroperasi di Indonesia; dan neningkatkan
kerjasama gl obal dal am nenangani aksi-aksi terorisnme skala
regi onal maupun gl obal

MENI NGKATKAN  PENANGANAN BENCANA DAN PENGURANGAN RISl KO
BENCANA, SERTA  PEMBERANTASAN  PENYAKI T  MENULAR Dal am
kai tannya dengan penanganan bencana, yang selama ini nasih
berori entasi pada penanganan kedaruratan pasca bencana nasih
sering terjadi keterlanbatan penanganan korban bencana dal am
tahapan tanggap darurat, serta belum efektifnya penanganan
pasca bencana dalam jangka nenengah dan panjang secara
terprogram nel al ui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di

wi | ayah pasca bencana. Sehubungan dengan itu, upaya penul i han
pasca bencana yang |ebih terencana dan terprogram akan
di ti ngkat kan, sejalan dengan upaya untuk rmeni ngkat kan
kemanpuan kel enbagaan penanganan bencana yang | ebi h
prof esi onal dan dukungan pendanaan penanganan bencana yang
| ebi h nmemadai

Selain itu, dengan nenperhatikan kejadian bencana yang
semaki n beragam dan tinggi frekuensinya, naka pernasal ahan
| ai nnya yang dihadapi adalah belum nenmadai nya perhatian
t erhadap penti ngnya pengurangan risi ko bencana, sebagai upaya
untuk nerubah paradi gna penanganan bencana dari sebel utmya
berori entasi pada penanganan tanggap darurat dan penulihan
pasca bencana, nenjadi berorientasi kepada pencegahan dan
kesi apsi agaan dal am nenghadapi bencana. Sehubungan dengan
itu, upaya pencegahan den kesiapsiagaan dalam nenghadap

bencana akan diti ngkat kan, sejal an dengan penguatan kapasitas
dan kinerja kelenbagaan dalam mengurangi risiko bencana,

dengan nenper hati kan peni ngkatan dayaguna rencana tata ruang
wi | ayah dal am nengurangi risiko bencana. Selanjutnya dalam
penanganan wabah flu burung, sosialisasi pencegahan dan
penanggul angan wabah pandem ditingkat daerah dan nasyar akat
akan ditingkat kan, serta kesi apsi agaan warga masyar akat dal am
pencegahan dan menghadapi wabah flu burung akan didorong.
D sanping itu, kapasitas dan Kkinerja Kkelenbagaan dalam
menanggul anggi wabah flu burung akan ditingkatkan. Upaya
penanggul angan flu burung secara terkoordinasi untuk nmencegah
serangan yang | ebih luas akan ditingkatkan karena sifat flu
burung yang cepat nenul ar pada hewan dan manusi a.

MENI NGKATKAN DUKUNGAN | NFRASTRUKTUR BAG PEMBANGUNAN

Dukungan i nfrastruktur dalam nmewj udkan kesej ahteraan rakyat
pada tahun 2008 masi h nenghadapi nasal ah dan tantangan antara
[ ain: masih kurang nenmadai nya pel ayanan infrastruktur untuk
menenuhi pel ayanan dasar sesuai standar pelayanan m ni nmal
masi h kurang nemadai nya dukungan infrastruktur dalam upaya
peni ngkat an daya sai ng sekt or riil; serta perlu



di ti ngkat kannya realisasi proyek infrastruktur kerjasama
peneri ntah dan badan usaha swast a.

Dal am bidang sunber daya air, nmasalah bencana banjir di

wi | ayah | unbung pangan nasional dan kota-kota besar seperti

wi | ayah Jabodet abek senaki n neni ngkat aki bat perubahan tata
guna | ahan dan degradasi |ingkungan serta belum nenadai nya
keandal an prasarana pengendali banjir. Selain itu keandal an
prasarana sunber daya air penyedia air baku nenurun aki bat
terj adi nya percepatan sedi nentasi dan pencenmaran sungai ol eh
| i mbah padat pernuki man. Intensitas abrasi pantai di wlayah
pesisir dan pul au-pulau terdepan Nusantara juga neningkat.

Kinerja jaringan irigasi juga belum nenmadai dal am nenenuhi

kebut uhan air wusaha tani terutama untuk pencapai an produks

padi. Dari total jaringan irigasi yang tel ah terbangun, nmasih
terdapat jaringan irigasi yang belum atau tidak berfungsi

karena belum | engkapnya sistem jaringan ketersediaan air,

kurang siapnya |ahan sawah, tidak siapnya petani penggarap,

serta terjadi nya konversi pengqunaan |ahan, Selain itu, pada
jaringan irigasi ,yang telah Dberfungsi juga nengal am

kerusakan karena kurang optinmal nya operasi dan peneliharaan
serta aki bat bencana al am

Penbangunan bi dang transportasi masi h nenghadapi permasal ahan
masi h terbatasnya tingkat jam nan kesel amatan dan keananan
transportasi yang antara lain disebabkan oreh |enahnya
regul asi dan kel enbagaan, sunber daya nmanusia (SDM dan
budaya kesel amatan, kel aikan prasarana dan sarana, serta
manaj enen trasnportasi rendahnya akses terhadap pelayanan
transportasi khususnya untuk rmasyarakat m skin dan masyar akat
yang tinggal di kawasan terpencil dan terisolir; rehdahnya
i nvestasi duni a usaha dal am penbangunan prasarana dan sarana
transportasi. Tant angan yang di hadapi pada sekt or
transportasi adalah: tidak seinbangnya pertunbuhan |[alu
lintas (kebutuhan jasa angkutan) dengan pertunbuhan i nvest asi

sarana dan prasarana transportasi, termasuk SDM penyel enggara
j asa angkutan serta masih tingginya tingkat kecel akaan serta
pel anggaran ketentuan dan penyel enggaraan transportasi;

t erbat asnya prasarana dan sarana transportasi di kawasan yang
terpencil dan terisolir menyebabkan sulitnya akses masyar akat
terhadap pelayanan angkutan baik untuk mnasyarakat m skin
maupun masyarakat yang tinggal di kawasan terpencil dan
tertinggal; serta adanya undang-undang dan peraturan baik di

sektor transportasi nmaupun investasi yang kurang nenarik
duni a usaha (swasta) untuk berperan serta dal am penbangunan
dan pengoperasi an prasarana transportasi.

Penbagunan infrastruktur energi nmenghadapi nasal ah pokok
antara lain terbatasnya aksesibilitas masyarakat dal am
menenuhi kebutuhan energi; tingginya intensitas energi untuk
menproduksi per unit PDB; terbatasnya ketersedi aan prasarana
dan sarana batubara untuk nenunjang program percepatan
penbangunan penbangkit tenaga listrik 10.000 MA kel angkaan
suplai gas bum untuk nenenuhi kebutuhan gas donestik;
rendahnya pemanfaatan gas bum dan batubara untuk kebutuhan
domesti k; bel um opti mal nya pemanf aat an energi panas bum dari

potensi yang tersedia; serta penanfaatan energi terbarukan



(renewabl e) khususnya energi berbasis nabati masih terbatas.
Dal am kaitan itu, penbangunan infrastruktur energi di tahun

2008 nmenghadapi t ant angan berupa terbatasnya sistem
transport asi pendukung program percepat an penbangunan
penbangkit tenaga listrik 10.000 MV berbahan bakar bat ubara;
terbatasnya kemanpuan pendanaan peneri nt ah; rendahnya
parti si pasi koperasi, usaha kecil, dan penerintah daerah;
per t umrbuhan kebut uhan ener gi dan kebut uhan j am nan

ket ersedi aan pasokan energi (security of energy supply);
rendahnya aplikasi teknol ogi dalam permanfaatan energi; dan
per |l unya penyenpurnaan peraturan perundangan dal am penyedi aan
i nfrastruktur energi

Dal am pada itu, perlunya peningkatan efektivitas penciptaan
dan pengawasan penyel enggaraan konpetisi; masih tingginya
ket er gant ungan penbangunan infrastruktur penyiaran terhadap
dana penerintah; tingginya tingkat ketergantungan terhadap
t eknol ogi / vendor tertentu, masih  tingginya tingkat
penggunaan perangkat |unak ilegal; belum terpadunya rencana
pengenbangan Teknol ogi | nformasi dan Konuni kasi (TIK) lintas
sektor; dan nmasih terbatasnya e-fiteracy masyarakat mnerupakan
masal ah- masal ah pokok yang di hadapi dal am penbangunan pos dan
tel emati ka pada tahun 2008. Tantangan pada tahun 2008 ti nbu

dari cepatnya  perkenbangan teknol ogi dan terjadinya
konver gensi t eknol ogi t el ekomuni kasi informati ka  dan
penyi aran, sehingga diperlukan penataan ulang regulasi,
kel enbagaan dan i ndustri sej al an dengan terj adi nya
konver gensi t eknol ogi t el ekomuni kasi informati ka  dan
penyi ar an.

Upaya nel akukan penbangunan penbangkit |istrik dalam bentuk
rehabilitasi dan repowering penbangkit yang ada serta
penbangunan penbangkit listrik batubara (PLTU) masih belum
menunj ukkan hasil yang cukup berarti karena persyaratan yang
tertuang dal am | oan agreenent bel um dapat di penuhi dan proses
i npl ement asi  penbangunannya nenakan waktu yang cukup |ama
serta kendala dalam upaya nencari sunber bahan bakar
khususnya penbangkit listrik berbahan bakar gas. Sistem
penyaluran listrik baik jaringan transm si maupun jaringan
di stribusi juga masih belumnemliki konfigurasi yang opti nmal

karena belum nmenmadai nya iklim investasi serta aspek sosia

pertanahan yang nenjadi kendala utama dalam pengenbangan

j aringan penyal uran. Untuk pengenbangan listrik perdesaan,
tarif yang bel um  nencer m nkan ni | ai keekonom annya
menyebabkan rendahnya jangkauan pelayanan. Hal ini sangat

menyul i t kan untuk pencapai an target tahunan nengingat dana
subsi di yang di al okasi kan sangat terbatas.

Sel anjutnya inplenentasi dari penbaharuan aspek regul asi
pasca penbatal an Undang-undang Nonor 20 Tahun 2002 tentang
Ket enagal i stri kan, berupa pengenbangan kenbali struktur dan
tata pengel ol aan ket enagal i stri kan nasional, proses transms
penbahar uannya nengal am perkenbangan yang relatif | anbat.
Penbangunan perumahan dan pernuki man masi h di hadapkan pada
beberapa nasal ah pokok antara lain: masih terdapatnya runmah
tangga yang belum nem liki hunian yang |ayak; masih adanya
rumah tangga yang tidak nem li ki akses terhadap pel ayanan air



m num dan penyehatan |ingkungan vyang |ayak; serta nasih
kurangnya dukungan infrastruktur penyediaan air m num dan
penyehatan |ingkungan untuk nendukung sektor industri,
pariw sata dan perdagangan

Dengan pernasal ahan yang di hadapi, penbangunan perunahan dan
per muki man nmem | i ki tantangan untuk : nenyedi akan huni an yang
| ayak dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya nasyarakat

ber pendapat an rendabh, nmeni ngkat kan  kualitas |ingkungan
per muki man, neni ngkat kan cakupan dan kualitas pelayahan air
m num air |inbah, persanpahan dan drai nase, serta nencapa

‘free open defecation'.

TEMVA PEVMBANGUNAN TAHUN 2008 DAN PENGARUSUTAMAAN
PEMBANGUNAN. Ber dasar kan kemaj uan yang dicapai dalam tahun
2006 dan perkiraan 2007, serta tantangan yang di hadapi tahun
2008, tenma penbangunan pada pel aksanaann tahun keenpat RPJMN
adal ah PERCEPATAN PERTUVBUHAN EKONOM  UNTUK  MENGURANG
KEM SKI NAN DAN PENGANGGURAN

D dal am nel aksanakan penbangunan yang tertuang dal am Rencana

Kerj a Peneri nt ah ini, t er dapat 6 (enamn) prinsip

pengar usut anaan nenj adi | andasan operasional bagi seluruh

aparatur negara, yaitu:

- Pengar usut amaan parti si pasi masyar akat . Pel aksanaan
berbagai kegi atan penbangunan harus nmenperti nbangkan
partisi pasi masyarakat dalam arti luas. Para |jajaran

pengel ol a kegi atan penbangunan dituntut peka terhadap
aspirasi nmasyarakat. Dengan dem kian akan tunbuh rasa
mem |iki pada yang gilirannya nendorong nasyarakat
ber parti si pasi aktif.

- Pengar usut amaan penbangunan ber kel anj utan. Pel aksanaan
penbangunan juga  dituntut unt uk menper ti nbangkan
pel estarian sunber daya alam dan |ingkungan hidup.
Langkah-1 angkah menbangun harus bernanfaat tidak hanya
untuk generasi sekarang tetapi juga bagi keberl anjutan

penbangunan gener asi - gener asi beri kut nya. Kondi si
I i ngkungan dan sunber daya alam harus dikelola agar
penbangunan dapat menberi kan sebesar - besar nya

kesej aht eraan rakyat dari generasi ke generasi

- Pengar usut amaan gender. Pada dasarnya hak asasi manusi a
ti dak nenbedakan perenpuan dan |aki-laki. Strategi
pengar usut anmaan gender di tujukan untuk nengurangi
kesenj angan gender di berbagai bidang kehidupan dan

penbangunan.

Perempuan dan laki-laki nmenjadi mtra sejajar, dan
mem | i Ki akses, kesenpat an, dan kontrol, serta
menperol eh manfaat dari penbangunan yang adil dan
set ar a.

- Pengarusutanaan tata pengelolaan vyang baik (good
governance). Tata kepenerintahan yang bai k melibatkan
tiga pilar yai tu penyel enggara negara termasuk
penerintah, dunia usaha, dan nmasyarakat. Ketiga unsur
t er sebut har us ber si ner gi unt uk menbangun tata
kepeneri nt ahan yang bai k di | enbaga- | enbaga
penyel enggara negara (good public governance), dunia



usaha (corporate governance) dan berbagai kegiatan

masyar akat , Pener apan prinsip-prinsip tata
kepeneri nt ahan yang bai k secara konsi st en dan
ber kel anjutan akan nenyel esai kan ber bagai masal ah

secara efisien dan efektif serta nendorong percepatan
keber hasil an penbangunan di ber bagai bi dang Tata
kepeneri ntahan yang bai k dalam penyel enggaraan negara
mencakup | enbaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Ter bangunnya tata kepenerintahan yang baik tercermn
dari  berkurangnya tingkat Kkorupsi, makin banyaknya
keber hasil an penbangunan di ber bagai bi dang, dan
t erbent uknya birokrasi penerintahan yang profesional
dan berkinerja tinggi.

Penberantasan korupsi dan reformasi birokrasi perlu
terus dil anjutkan secara konsi sten.

Pengar usut amaan pengurangan kesenjangan antar w | ayah
dan per cepat an penbangunan daer ah tertinggal .
Pel aksanaan kegi atan penbangunan harus dapat dini kmati
ol en seluruh masyarakat di seluruh wilayah |ndonesia
secara nerata. A eh karena nmasih signifikannya
per bedaan penbangunan antara daerah yang sudah relatif
maju dengan daerah lainnya yang relatif masi h
tertinggal, naka diperlukan pen hakan dalam berbagai
aspek penbangunan daer ah-daerah tertinggal, yang
sekal i gus dal am rangka mengur angi kesenj angan
penbangunan antar w | ayah.

Pengar usut amaan desentral i sasi dan ot onom daer ah.
Mengi ngat kegi atan penbangunan |ebih banyak dil akukan
ti ngkat daerah, nmaka peran Penerintah Daerah perlu
terus senakin ditingkatkan

Sejalan dengan itu, maka kegiatan penbangunan akan
| ebi h berdayaguna dan berhasil guna nelalui pel aksanaan
desentral i sasi dan ot onom daer ah t er masuk
pendesentral i sasi an pel ayanan- pel ayanan
kenenteri an/ | enbaga yang sebenarnya sudah dapat dan
| ayak dikelola oleh daerah, guna |ebih nendekatkan
pel ayanan dan hasi | - hasi | penbangunan dem
kesej aht eraan masyar akat .

PRI ORI TAS PEMBANGUNAN TAHUN 2008

Ber dasar kan sasaran yang harus dicapai dalam RPJVMN Tahun
2004- 2009, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2006 dan
per ki raan tahun 2007, serta berbagai masal ah dan tantangan
pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun 2008
maka prioritas penbangunan nasional pada tahun 2008 adal ah
sebagi beri kut:

1.

2
3
4.
5

Peni ngkat an I nvestasi, Ekspor, dan Kesenpatan Kerj a;

Revi t al i sasi Per t ani an, Peri kanan, Kehut anan, dan
Penbangunan Per desaan,;

Per cepat an Penbangunan Infrastruktur dan Peningkatan
Pengel ol aan Ener gi

Peni ngkat an Akses dan Kual it as Pendi di kan dan
Kesehat an;

Peni ngkat an Ef ektivitas Penanggul angan Keni ski nan;



Fokus

Fokus

6. Penber ant asan Kor upsi dan Per cepat an Pel aksanaan
Ref or masi Bi r okr asi ;

7. Penguat an Kemanpuan Penahanan dan Penantapan Keanmanan
Dal am Negeri ;
8. Penanganan Bencana, Pengurangan Risiko Bencana, dan

Peni ngkat an Penber ant asan Penyakit Menul ar.

Prioritas penbangunan tahun 2008 ini ditenpuh dengan fokus
dan kegi atan prioritas sebagai berikut:

PENI NGKATAN | NVESTASI, EKSPOR, DAN KESEMPATAN KERJA
SASARAN

Sasaran penbangunan yang akan dicapai dalam prioritas

Peni ngkatan Investasi, Ekspor, dan Kesenpatan Kerja pada
t ahun 2008 adal ah sebagai beri kut
1. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka nenjadi antara

8,0 - 9,0 persen dari angkatan kerj a;

2. Meni ngkat nya investasi dalam bentuk penbentukan nodal
tetap bruto (PMIB) sebesar 15,5 persen;

3. Tunbuhnya industri  pengol ahan nonm gas sebesar 8,4
per sen;

4. Meni ngkat nya ekspor nonm gas sekitar 14,5 persen;

5. Meni ngkatnya jum ah perolehan devisa dari sekt or
pariw sata sekitar 15 persen;

6. Meni ngkat nya i nvestasi m gas sebesar 10 persen;

7. Ter| aksananya penawaran dan penyiapan 30 W/l ayah Kerja
Baru M gas;

8. Tersedi anya data/informasi CBM (Coal Bed Methane),
bi t unen padat, dan mgas di 13 | okasi;

9. Penyel esai an masal ah tunpang tindi h | ahan kegi atan hulu
m gas dan kawasan hut an/ sektor | ain sebanyak 15 kasus;

10. Tercapai nya 215 Kantor Mddern neliputi 6 Kantor W/I ayah

Moder ni sasi, 88 Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dan 121
Kant or Pel ayanan Penyul uhan dan Konsultasi Perpajakan
( KP2KP) ;

11. Terbentuknya 4 Kantor Pelayanan Uama (KPU) dan
pener apan Nat i onal Singl e W ndows (NSW serta
peni ngkat an ki nerja kepabeanan dan cukai

ARAH KEBI JAKAN, FOKUS, DAN KEG ATAN PRI ORI TAS

Dal am rangka nencapai sasaran penbangunan tersebut ditenpuh
arah kebij akan sebagai mana dal am Bab 16, Bab 17, Bab 19, dan
Bab 22 pada Buku Il dengan fokus dan Kkegiatan prioritas
sebagai beri kut .

1 : Meningkatkan Daya Tarik |Investasi Dal am dan Luar Negeri
a. Peni ngkat an pronosi investasi;
b. Pengenbangan Kawasan Ekonom Khusus (KEK);
C. Penyusunan peta kanoditi unggul an.

2 : Mengurangi Hanbatan Pokok pada Prosedur Perijinan,

Admi ni strasi Perpaj akan, dan Kepabeanan



Fokus 3 :

Moder ni sasi Admi ni strasi Per paj akan dengan target
tercapai nya 215 kantor nodern neliputi 6 Kantor W/I ayah
Moder ni sasi, 88 Kantor Pel ayanan Pajak Pratama dan 121
Kant or Pel ayanan, Penyul uhan dan Konsultasi Perpajakan
( KP2KP) ;

Moder ni sasi Adm ni strasi  Kepabeanan dan Cukai dengan
target terbentuknya 4 Kantor Pelayanan Utama (KPU) dan
pener apan Nat i onal Singl e W ndow (NSW serta
peni ngkat an ki nerja kepabeanan dan cukai ;

Penyeder hanaan prosedur, peni ngkatan pel ayanan dan
penberian fasilitas penanaman nodal

Meni ngkat kan Kepasti an Hukum dan Meni ngkat kan Keser asi an

Per at uran Pusat dan Daer ah

a.

Fokus

4

Penegakan hukum  persai ngan usaha dengan target
penanganan 35 put usan/ penet apan per kar aper sai ngan
usaha;

penyusunan rancangan anmandenmen Undang-Undang Nonor 5
Tahun 1999 dengan target penyanpai an naskah amandenen
kepada DPR

Si nkroni sasi per at ur an pel aksanaan Undang- Undang
penanaman Mbdal

Meni ngkat kan Ekspor Nonmigas yang Bernilai Tanbah

Tinggi, Konoditi U ama, dan Diversifikasi Pasar Ekspor

a.

Penbent ukan dan pengenbangan National Single Wndow NSW
dan ASEAN Single Wndow ASW dalam rangka inteqrasi
si st em NSW dengan ASW

Penyel enggaraan  Pusat Pr onosi Terpadu (I ndonesi an
Pronoti on Oficell PO, yang mer upakan pr onosi
terintegrasi dari pari w sat a, per dagangan, dan

| nvestasi (Tourism Trade, and Investnment/TTl) dengan
sasaran berdirinya 3 (tiga) pusat pronosi Terpadu di
tiga negara yang nenjadi pusat pariw sata, perdagangan,
dan investasi;

Pel aksanaan pengananat an pasar (market intelligence);
Peni ngkatan Kualitas dan desain produk ekspor, dalam
rangka menci ptakan 200 produk ekspor bernereK | ndonesia
pada tahun 2010;

Peni ngkatan partisipasi aktif dalam perundingan d
ber bagai forum Internasional, antara lain untuK
mengur angi hanbat an per dagangan;

f.Penetaan dan analisis 10 konoditas utama dan 10 Konoditas

Fokus

5

pot ensi al .

Meni ngkat kan Kegi atan Eksplorasi dan Ekspl oitasi

Pert anbangan Unum dan M gas

a.

b.

Eval uasi cadangan mgas dan mneral serta penyusunan
neraca sunber daya m neral;

Penmut akhiran | nformasi/data/ peta sunber daya m neral
nmel al ui penelitian dan survey geologi, geofisika, dan
geoki m a;

Penbi naan Kerjasanma | nternasional mel al ui kanpanye
secara lebih aktif pada perwakilan-perwakilan R di



Fokus 6 :

a.
b.

C.

Fokus

negar a- negara yang potensial untuk nelakukan investas
eKspl oi rasi pertanbangan di | ndonesi a;

Penyenpur naan sistem perizinan penguasaan pertanbangan
yang berlaku serta peraturan perundang-undangannya,
t ermasuk penyel esai an kontrak-kontrak bermasal ah

Meni ngkat kan Daya Sai ng | ndustri Manuf akt ur

Fasilitasi pengenbangan industri hilir komoditi priner
dengan sasaran 3 konoditi. (CPO Kakao, Karet);

Fasilitas pengenbangan kawasan industri khusus dengan
sasaran 8 kawasan di 8 Provinsi;

Peni ngkat an penggunaan produksi dalam negeri nelalu
pel aksanaan paner an dan penyusunan per at ur an
per undang- undangan dengan sasaran 600 produksi ;
Pengenbangan industri baja berbahan baku bijih besi
| okal dengan sasaran 1 Pilot Project di Kalinmntan
Sel at an;

Rest r ukt uri sasi per mesi nan i ndustri sasar an 100
i ndustri .
Meni ngkat kan  Fungsi I nt er nedi asi / Penyal uran Dana

Masyar akat dan Penguat an Kel enbagaan Keuangan

a.

Fokus 8 :

a.
b.

C.

Fokus

Tersedi anya peraturan, 16 |aporan peneriksaan, 20
regul asi / manual peneri ksaan serta 3 kerj asama
penyi di kan di bidang pasar nodal dan |enbaga keuangan
(termasuk pengawasan terhadap SM~, LPEI, dan LPI).

Meni ngkat kan | ntensitas Pariwasata

Fasilitasi pengenbangan destinasi pariw sata unggulan
di 10 Provinsi

Peni ngkatan  Meeti ngs, I ncentives, Conferences and
Exhi bi ti ons (M CE)

Peni ngkatan pronbsi pariwisata ke luar negeri dan
pengenbangan sarana dan prasarana pronosi pariw sata
dengan target tersedianya informasi pariw sata yang
| engkap. aktual dan nudah diakses dan neningkatkan
pemanfaatan nedia cetak, media elektronil dan teknol og
i nformasi sebagai sarana pronpbsi pariw sata untuk 35
negar a.

Meni ngkat kan Produktivitas dan Akses UKM kepada

Sunbefdaya Produktivitas

a.
b.

C.

Penyedi aan skim penjam nan Kkredit i nvest asi UKM

terutama agribisnis dan industri;

Sertifikasi tanah UKM dengan target tersedianya bantuan
sertifikasi tanah bagi 30.000 UKM

Pengenbangan jaringan antar Lenbaga Keuangan M kro/

Koper asi Si mpan Pinjam (LKM KSP) dengan target

t erbent uknya 100 Jari ngan LKM KSP;

Penyel esai an per at ur an per undang- undangan yang
ber kai tan dengan penjam nan kredit, koperasi, dan UWKM
dengan target tersusunnya draft peraturan;

Pengenbangan pemasaran produk dan jaringan usaha KUKM



Fokus 10

bagi 3900 UKM

Fasilitasi pengenbangan UKM berbasis teknologi dengan
target tersel enggaranya penerapan teknologi bagi 30
koper asi ;

Koor di nasi  pel aksanaan paket kebijakan penberdayaan
UMKM yang nel i puti:

peni ngkat an akses UWM pada  sunber penbi ayaan,
peni ngkatan kualitas SDM dan nobilitas tenaga Kkerja,
peni ngkat an peluang pasar produk UWMKM dan refornmasi
per at uran per undang- undangan;

Menper bai ki 1 klim Ketenagakerjaan dan Perluasan

Kesenpat an Kerj a

a.

Fokus 11
Penb
a.

Penyenpur naan per at ur an- per at ur an ket enagakerj aan
dengan target tersedianya peraturan yang nengatur
penberian pesangon pekerja dan penyenpurnaan sistem
] am nan sosi al tenaga kerj a;

Har noni sasi regul asi st andar di sasi dan sertifikas
konpetensi dengan target tersedianya satu peraturan
baku yang berl aku untuk sel uruh sektor;

Mendorong tercapai nya pelaksanaan negoisasi bipartit
antara serikat pekerja dan penberi kerja dengan target
t erwuj udnya proses negoi sasi upah, kondisi kerja, dan
syarat kerja tanpa perselisihan di 15 provinsi

Peni ngkatan fungsi dan revitalisasi Balai Latihan Kerja
(BLK) nmenjadi |enbaga pelatihan berbasis konpetensi
dengan target terwjudnya 12 balai pelatihan kerja
(Unit Pel aksana Teknis Pusat/UPTP) nenjadi tenpat uji
konpetensi di 5 bidang kej uruan;

Penyusunan dan pengenbangan standar konpetensi kerja
| nt ernasi onal dengan target tersedianya 10 jenis SKKN
(Standar Konpetensi Kerja Nasional |ndonesia) di sektor
i ndustri manuf akt ur;

Per cepat an pengakuan/rekognisi sertifikat konpetensi
tenaga kerja di dalam dan l|uar negeri dengan target
t er pet akannya bi dang- bi dang konpetensi yang di but uhkan
duni a usaha;

Konsol i dasi program program penci pt aan kesenpatan kerja
dengan target t erkonsol i dasi nya pr ogr am pr ogr am
penci pt aan kesenpat an kerj a.

Penyenmpur naan Mekani sne Penenpat an Perlindungan dan
ayaan Tenaga Kerja ke Luar Negeri
Peni ngkat an pel ayanan tenaga kerja Indonesia ke |uar
negeri dengan nurah, mnudah, dan cepat dengan target
terfasilitasinya 1 juta tenaga kerja Indonesia yang
bekerja ke | uar negeri;
Penguat an fungsi perwakilan R dalam perlindungan
tenaga kerja di luar negeri dengan target terbentuknya
Citizen Servicel/atase ketenagakerjaan di 8 negara;
Penguat an kel enbagaan badan penyel enggara TKI dengan
target terselenggaranya proses rekrutnen calon TKI
dengan bai k;
Penbangunan sistem dan jaringan informasi terpadu pasar



Fokus

kerja luar negeri dengan target tersedi anya i nfornasi
terkini pasar kerja luar negeri dan job order vyang
akurat serta tersedi anya database TKI yang bekerja di
Luar Negeri .

REVI TALI SASI PERTAN AN, PERI KANAN, KEHUTANAN, DAN PEMBANGUNAN
PERDESAAN

SASARAN

Sasaran utama yang ingin dicapai pada tahun 2008 adal ah

pertunbuhan PDB pertani an sebesar 3,7 persen dan peni ngkat an

kesej aht eraan masyar akat perdesaan, nel al ui

Meni ngkat nya pangan dan akses pangan bagi rumah tangga;

Meni ngkat nya produksi perikanan sebesar 6,5 persen;

Meni ngkat nya produksi industri kayu dan hasil hutan

sebesar 5,0 persen

Mel uasnya kesenpat an kerj a dan meni ngkat nya

keragaman/ di versi fi kasi usaha ekonom di perdesaan,

agar kem skinan di perdesaan senaki n berkurang;

5. Menata kenbali Kketinpangan penguasaan dan penggunaan
tanah yang lebih adil.

P W

ARAH KEBI JAKAN, FOKUS, DAN KEG ATAN PRI ORI TAS

Dal am rangka nencapai sasaran penbangunan tersebut ditenpuh
arah kebijakan sebagai mana dal am Bab 18, Bab 24 dan Bab 25,
Buku Il dengan fokus dan kegi atan prioritas sebagai berikut:

1 : Peningkatan Produksi pangan dan Akses Rumah Tangga

t er hadap Pangan

a. Penyedi aan dan perbai kan infrastruktur pertanian dalam
mendukung ketahanan pangan dengan target tersedianya
jaringan irigasi desa dan tingkat usaha tani 145 ribu
ha. TAM 30 ribu ha, jalan usaha tani dan jal an produks
500 km retak sawah dan pendanpi ngan seluas 2.0 ribu ha
pada 35 kabupat en;

b. Pengendal i an or gani sme pengganggu tanaman (OPT),
penyakit hewan, karantina dan peningkatan keanmanan
pangan dengan target tersedianya OPT tanaman pangan 33
unit dan OPT kebun seluas 29 ribu ha, OPT besar
horti kultura di 33 provinsi fasilitasi 400 poskeswan,
500 ribu dosis vaksin anthrax, 200 ribu vaksin rabies,
penyedi aan 2.024 tenaga karantina, dan penbangunan 33
unit | ab kesmavet;

C. Pengenbangan penbibitan sapi dengan target sebanyak
1500 bibit sapi bunting eks inport, dan pelatihan 150
pet ugas penbi bit an;

d. Bantuan beni h/bibit kepada petani dalam nmendukung
ket ahanan pangan dengan target tersedianya beni h padi
non hibrida 1,2 juta ton, jagung hibrida 300 ribu ha,
kedele 210 juta ha, sukun 200 ribu, 3 juta benih
pi sang, nenmanfaatkannya benih unggul bermutu untuk
pet ani m ski n.



g.
h.

Fokus 2 :

Peni ngkat an penanganan pasca panen dan pengol ahan
pangan dengan target neni ngkatnya kegi atan sarana pasca
panen untuk nmendukung P2BN (Program Peni ngkat an
Produksi Beras Nasional) dan swasenbada jagung di 139
kabupat en;

Penyedi aan dana subsi di bunga kredit ketahanan pangan;
Penyedi aan subsi di pupuk dan beni h;

Penyedi aan dana  al okasi khusus unt uk mendukung
ket ahanan pangan;

Koor di nasi dan nonitoring penanganan pangan strategis.

Peni ngkat an Produktivitas dan Kualitas Produk Pertani an,

Peri kanan dan Kehut anan

Dal am rangka peningkatan produksi pendapatan petani dengan
nmendor ong:

a. Revitalisasi unit pelayanan jasa alsintan (UPJA) dan
kel onpok UPJA (KUPJA) dengan target pengaktifan 30 UPJA
horti, pengaktifan UPT BPMA (Balai Penguji Mtu A sin)
di 39 kabupaten, UPJA nesin pengolah ransum dan nesin
tetas unggas 10 kel onpok, UPJA tanaman pangan 1.980
kel onpok, UPJA/ KUPJA kebun 65 kabupat en;

b. Pengenbangan pertani an terpadu tananman, ternak, konpos
dan bi ogas dan pengenbangan paket sistem terpadu horti,
ternak, konpos, dan biogas di 25 kabupaten paket sistem
pertani an terpadu ternak dan kebun 3 paket 500 batamas
(bi ogas ternak bersana mnasyarakat), serta nesin penbuat
pupuk organik 2 ribu unit;

C. Peremaj aan tanaman perkebunan rakyat dengan target
t er sel enggaranya kebun bibit pokok 10 ha; kapas 25.000
ha; kakao 51. 000 ha; kelapa rakyat 5.000 ha; |ada 300
ha; ki na 30 ha, pendanpi ngan dan pengawasan
revitalisasi;

d. Penyedi aan dan perbai kan infrastruktur pertanian dalam
mendukungpengenbangan agri bisnis dengan dengan target
tersedi anya enbung 200 wunit, irigasi 500 unit, jalan
usaha tani 200 km bangun/rehab kantor 12 unit,
bangun/rehab instalasi 4 unit, lab 2 paket, peralatan
jab 2 paket, perluasan kebun dan horti 12 ribu ha,
padang penggenbal aan 3. 500 ha;

e. Pengenbangan desa mandiri ener gi dengan target
t er bent uknya 5 desa mandi ri ener gi ber basi s
coconut-biodiesel, 20 desa mandiri energi berbasis
m nyak jarak pagar;

f. Penyedi aan subsi di bunga penyedi aan energi nabati dan
revitalisasi perkebunan dengan target tersedi anya dana
subsi di untuk  pengenbangan BBN dan revitalisasi
per kebunan;

g. Penyedi aan dana al okasi khusus unt uk nmendukung
pengenbangan agri bi sni s;

h. Penbent ukan/ pengakti fan kel onpok tani dan gabungan

kel onpok tani dengan target penguatan nodal 200 unit
LKM horti, penber dayaan  P3A, LKM 25 kel onpok,
pengaktifan 277.704 kel onpok tani dan 3.594 gapokt an;

Pengenbangan nmagang sekolah |apang dengan target



tersel enggaranya pel atihan bagi pelaku usaha/ petani
11.505 petani/orang, 174 kel onpok SLPHT pekebun, SLPHT
horti 92 unit, 10.000 unit SLPHT tanaman pangan;

j . Peni ngkat an si stem penyul uhan dan sunberdaya nanusi a petan

Dal am

dengan target tersedianya biaya operasional 28,5 ribu
penyul uh den tanbahan 10, 000 penyul uh baru dal am rangka

pendanpi ngan  petani, fasilitas farmer enpower ment
through agricultural technology and information (FEAT
1) di 71 kabupaten/18 provinsi, dan penbangunan

renovasi 268 unit BPP

rangka peningkatan produksi perikanan dan pendapatan

nel ayan, penbudi daya ikan dan nasyarakat pesisir |ainnya
dengan nel akukan

a.

Penbi naan dan pengenbangan sistem usaha perikanan
dengan target terbi nanya dan ber kenbangnya si stem usaha
peri kanan di 33 provinsi; 21 UPT, dan 12 klaster
i ndustri perikanan;

Pengenbangan dan penyel enggaraan karantina perikanan
dan sistem pengel ol aan kesehatan ikan dengan target
t ersel enggaranya penmantauan kesehatan ikan di 33
provi nsi dan ber kenbangnya 43 UPT Karanti na Peri kanan;
Penyel enggaraan revitalisasi perikanan dengan target
peni ngkat an produksi perikanan sebesar 7,9 juta ton dan
3,6 juta ton produk ol ahan;

Peni ngkatan sistem penyuluhan dan pengenbangan SDM
kel autan dari peri kanan dengan target berkenbangnya SDM
Kel autan dan perikanan nelalui 12 Sekol ah/ Akadem /
Sekolah Tinggi, 6 Balai pelatihan serta perkuatan
si stem penyul uhan perikanan dan pengenbangan 2.600
orang penyul uh;

Penguat an dan pengenbangan penasaran dalam negeri dan
ekspor hasil perikanan dengan target peningkatan vol une
ekspor sebesar 1,6 juta ton dan nilai ekspor sebesar
USD 2,3 mliar; peningkatan sarana dan prasarana di 33
provinsi serta peningkatan konsunsi ikan sebesar 26,02
kg perkapital/tahun;

Peni ngkatan dan pengenbangan sarana dan prasarana
peri kanan serta input produksi |ainnya dengan target
pengenbangan/ rehabi litasi dan bantuan operasionali sasi
33 Balai Benih lkan Sentral, 10 Balai Benih Udang, 10
Bal ai Benih Udang Galah, 21 UPT Pel abuhan Perikanan,
dan 99 Pangkal an Pendaratan |kan, serta tersedianya 330
unit sarana tangkap skala kecil dan terselenggaranya
penyedi aan subsidi benih bantuan pengurangan harga
pengadaan beni h nmel alui 12 Bal ai Beni h | kan/ Udang;

Peni ngkatan nutu dan pengenbangan pengol ahan hasi
peri kanan dengan t ar get nmeni ngkat nya nmut u dan
pengenbangan pengol ahan hasil perikanan di 10 | okasi
sentra pengol ahan, dan pengenbangan 20 |okasi cold
chain system serta pengenbangan 16 Laboratorium
Pengenbangan Dan Pengujian Mitu Hasil Per i kanan
(LPPVHP); 50 orang penbina nmutu dan 50 orang pengawas
mut u;



Pengenbangan rekayasa teknol ogi terapan peri kanan
dengan target berkenbangnya rekayasa teknol ogi budi daya
peri kanan di 14 balai budi daya/ penangkapan/ penguji an
hasi | peri kanan;

Pengel ol aan sunber daya ikan secara bertanggung |awab
dan berkel anjutan dengan terkel ol anya sunber daya ikan
secara bertanggung jawab dan berkelanjutan di 9 [ okasi
W | ayah Pengel ol aan Peri kanan (WPP);

Pengenbangan sistem data, statistik, dan infornasi
kel autan dan perikanan dengan target terwjudnya
peni ngkatan pel ayanan data, statistik, dan infornasi
penbangunan kel autan dan perikanan di 33 provinsi dan
nasi onal ;

Pengenbangan pengel ol aan konservasi |laut dan perairan
dengan target berkenbangnya pengel ol aan konservasi | aut
pada 15 | okasi Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) di
15 kabupaten/kota, berkenbangnya 8 UPT konservasi,
serta tersel enggaranya penberdayaan |ingkungan berbasis
masyar akat di 33 kabupat en/ kot a;

Pengel ol aan dan rehabilitasiterunbu karang, nangrove,
padang | amun, estuari a, dan teluk dengan target
terkelola dan terehabilitasinya terunbu karang pada 21
kabupat en/ kota di 8 provinsi;

Dal am rangka peningkatan kualitas pertunbuhan kehutanan
dengan nel akukan

a.

Fokus 3

Pengenbangan hutan tanaman industri dan hutan tananman
rakyat dengan target fasilitasi penbangunan HTI sel uas
600. 000 ha dan HTR sel uas 200, 000 ha;

Pengel ol aan hut an produksi yang tidak dibebani hak/ijin
pemanf aat an dengan target tersusunnya rancang bangun
penbent ukan unit usaha HPH, HTlI, HTR pada kawasan hut an
yang bel um di bebani hak seluas 4 juta ha;

Pengenbangan pengel ol aan/ penmanfaatan hutan al am dengan
target neni ngkatnya manaj enen | UPHHK sehi ngga nendapat
sertifikat PHPL mandatory dan ber produksi secar a
lestari nmenjadi 30 wunit, serta nelaksanakan sistem
silvikultur intensif nmenjadi 64 unit;

Restrukturisasi industri prinmer kehutanan dengan target
terfasilitasinya peni ngkat an pr oduksi i ndustri
pengol ahan hasil hutan dan efisiensi pemanfaatan bahan
baku sebesar 5 persen

Pener bi t an per edar an hasi | hut an dengan target
terkendalinya aliran hasil hutan baik volunme dan jenis
sesuai dengan data fi sik/penerinmaan iuran kehutanan

Perl uasan Kesenpatan Kerja dan Diversifikasi Ekonom

Per desaan

a.

Mekani sasi  kegiatan produksi pertanian pasca panen
dal am nendukung pengenbangan agribisnis dengan target
t ersel enggaranya penguatan kel enbagaan pasca panen
horti kultura di 30 kabupaten dan hasil perkebunan di 45
kabupat en serta peni ngkatan RPH RPU di 40 kabupat en;

Penguat an kel enbagaan ekonom petani nelalui PMJK dan



LM3 dengan target 5 tersedianya bantuan untuk 670 LM
t anaman pangan, ternak dan pengol ahan, 1.000 ribu desa
rawan pangan di 200 kabupaten, 200 kel onmpok PMJXK
ternak, dan 100 kel onpok petani tanaman pangan, 10.000
desa mandiri, dan seterusnya;

Pengenbangan  agroi ndustri perdesaan dengan target
t erbangunnya industri pengol ahan berbasis tepung | okal
di 29 kabupaten, berbasis hasil hortikultura di 35
kabupat en, berbasis hasil perkebunan di 50 kabupaten,
berbasis hasil ternak di 15 kabupaten dan pengol ahan
pakan di 15 kabupaten sentra;

Penyedi aan dana nel al ui koperasi untuk pengadaan sarana
produksi bersama anggota dengan target terlaksananya
bant uan kepada 125 koperasi;

Penber dayaan | enbaga dan or gani sasi masyar akat
perdesaan dengan target terlaksananya binbingan teknis
penguatan kapasitas |enbaga penberdayaan nasyarakat

dal am perencanaan penbangunan, ori ent asi Pengur us
| enbaga penberdayaan nmasyarakat di 5 wilayah, dan
pel ati han penber dayaan | enbaga dan or gani sasi

masyar akat perdesaan di 3 |okasi Balai Penberdayaan
Masyar akat Desa;

Peni ngkatan kapasitas fasilitator bangunan perdesaan
dengan terlaksananya pelatihan dan konsultasi kader
penber dayaan masyarakat, dan pelatihan pefasilitator
penbangunan perdesaan di Bal ai Penberdayaan Masyar akat
Desa,;

Penyel enggaraan disenm nasi informasi bagi nmasyarakat
desa dengan target terlaksananya perlonbaan desa dan
kel urahan tingkat nasional Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyar akat, Ekspo Pekan Raya PKK, dan penyebaran
i nf or masi program program  penber dayaan masyar akat
melalui  nmedia massa (cetak dan elektronik secara
ber kal a;

Pemant apan kel enbagaan peneri nt ahan desa dal am
pengel ol aan penbangunan dengan target terlaksananya
pel ati han untuk pelatih (Training of Trainers/ TOl)
Penerintah Desa, binbingan teknis, pengel ol aan keuangan
dan aset desa, pel ati han  pengenbangan kapasitas
peneri ntahan desa, TOI' Kepala Desa dan Pelatihan
anggot a Badan Perwaki | an Desa,;

Peni ngkat an kapasitas aparat penda dan masyarakat dal am

penbangunan kawasan per desaan dengan t ar get
terl aksananya sosialisasi pedoman penbangunan kawasan
perdesaan terpadu ber oasi s konuni t as, fasilitasi

penyusunan Perda tentang penbangunan kawasan perdesaan
terpadu berbasis konunitas, nonitoring dan eval uasi
t erhadap kawasaan perdesaan terpadu berbasis komunitas,
dan binbingan teknis penbangunan kawasan perdesaan
t er padu berbasi s konunitas;

Fasilitasi pengenbangan diversifikasi ekonom perdesaan
dengan target terlati hnya aparat kabupat en dan
kecamat an sebanyak 180 orang di bidang kew rausahaan
agri bi sni s dal am kawasan agropol it an;



Fokus 4 :

a.

b.

Fokus 5

Penbi naan | enbaga keuangan perdesaan dengan target
tersusun dan tersel enggaranya Sosialisasi payung hukum
| enbaga keuangan perdesaan, serta tersel enggaranya
sosi al i sasi pengel ol aan | enbaga keuangan per desaan;
Penyel enggaraan di sem nasi teknologi tepat guna bagi
kawasan perdesaan dengan target terlaksananya penetaan
Teknol ogi Tepat @una (TTG perdesaan, pelatihan TTG
bi mbi ngan teknis TTG dan pelatihan Pos Pel ayanan TTG
Per desaan;

Fasilitasi pengenbangan potensi perekonom an daerah dan
pengenbangan produk unggulan daerah dengan target
terl aksananya penetaan potensi ekonom  daerah dan
fasilitasi penerintah daerah dal am pel aksanaan program
revjtalisasi pertani an, peri kanan, kehut anan, dan
penbangunan perdesaan, serta terlaksananya penyusunan
dasar hukum dan sosi al i sasi pedoman pengenbangan produk
unggul an daer ah;

Pengenbangan prasarana dan sarana di 65 kawasan
agropolitan di 32 provinsi;

Percepat an penbangunan kawasan produksi di  daerah
tertinggal dengan target tersedianya fasilitas dan
bant uan penbangunan kawasan produksi di 58 kabupaten
tertinggal;

Per cepat an penbangunan pusat pert unbuhan daer ah
tertinggal dengan target terlaksananya perbai kan mnutu
pengel ol aan sunberdaya al am di 27 kabupaten tertinggal
Peni ngkatan i nfrastruktur perdesaan skala kawasan
t ermasuk kawasan eks-transm grasi 100 kawasan;

Per cepat an penbangunan infrastruktur perdesaan dengan
t ar get t er bangunnya si stem penbangki t [istrik
alternatif (solar hone systen) pada desa-desa tanpa
jaringan listrik di 81 kabupaten tertinggal .

Peni ngkat an Kual i tas Pengel ol aan Hut an dan Li ngkungan
Pengendal i an kebakaran hutan dengan target nenurunnya
hot spot nenjadi sekitar 30 persen dari tahun 2006;
Rehabi litasi hutan dan |ahan dengan target tersusunnya
rencana teknis RHL dan tersel enggaranya rehabilitasi
hut an di daerah rawan banjir;

Penbangunan KPH dengan target ditetapkannya 7 unit KPH
Model di 7 provinsi dan penyel esai an rancangan bangun
KPH Model 21 unit di 21 provinsl;

Pengel ol aan tanman nasi onal nodel dengan target
t erwuj udnya kel enbagaan pengel ol aan kol aboratif di 15
taman nasional nodel, serta terlaksananya kegi atan

pengenbangan 3 taman nasi onal dal am rangka debt nature
swap (DNS).

Penbaharuan Agraria Nasional Berbagai kegiatan yang

di but uhkan unt uk newuj udkan penbaharuan agraria adal ah:

a.

Pengat ur an penguasaan, pem | i kan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah (P4T) dengan target: 10 ribu bidang
konsol i dasi t anah; redi stri busi t anah (ter masuk

penet aan untuk nendukung Program Penbaharuan Agraria



Fokus 6:

Nasi onal / PPAN) 300 ribu bidang tanah; inventarisasi P4T
di 2.000 kel urahan/ desa;

Pengendal i an dan penberdayaan kepem |ikan tanah di 419
kabupat en/ kot a;

Pengkaj i an dan penanganan sengketa dan konfli k
pertanahan dengan target 2.600 perkara di 419
kabupat en/ kot a.

Pengenbangan Kota Kecil dan Menengah Pendukung Ekonom

Per desaan

a.

Penyusunan rencana induk sistem pengenbangan kot a-kota
kecil dan nenengah dengan target tersusunnya rencana
i nduk si stem pengenbangan kot a-kota kecil dan nenengah
pada 4 provinsi;
Penbangunan sarana dan prasarana pendukung di kota
keci| dan menengah dengan target penbangunan sarana dan
prasarana pendukung perkotaan di kota-kota kecil dan
nmenengah nelalui pengenbangan Sistem Penyediaan Air
M num (SPAM [ KK di 250 kawasan;
Bi nbi ngan teknis penyusunan RTRW Kabupat en/ Kota dengan
target tersusunnya rencana rinci tata ruang di kota
keci| nenengah di 15 kabupat en;
Pengenbangan dan revitalisasi sistem dan kel enbagaan
ekonomi dengan target penguatan sistem kel enmbagaan
ekonom di 3 kabupaten

PERCEPATAN PENMBANGUNAN I NFRASTRUKTUR DAN PENI NGKATAN
PENGELOLAAN ENERG

SASARAN
Sunber Daya Air:

1.

oo A~ Wb

D nul ai dan dil anjutkannya penbangunan 7 waduk, vyaitu
Waduk Gonggang, Waduk N pah, Waduk Keuliling, Wduk
Ponre-Ponre, Waduk Jatigede, Waduk Benel, dan Wduk
Panohan;

Opti mal nya fungsi waduk dan penanpung air | ainnya,;
Optimal nya fungsi dan terbangunnya prasarana penyedi a
air baku dan sunur air tanah untuk penenuhan air baku;
Ber oper asi dan t er pel i haranya j ari ngan i rigasi
(termasuk irigasi air tanah) dan jaringan irigasi rawa,
Optimal nya fungsi jaringan irigasi dan rawa;

Opti mal nya fungsi dan terbangunnya prasarana pengendal
banjir di WIayah-WIlayah strategis dan rawan banjir
antara lain seperti di DKI Jakarta dan sekitarnya
(Jabodet abek) serta pengoperasian flood forecasting dan
Warni ng system di beberapa | okasi ;

Ter bangunnya prasar ana penganmanan pant ai di
W | ayah- W | ayah rawan abr asi pant ai , t er masuk
pul au- pul au terluar Nusantara;

Ter sel esai kannya 11 buah peraturan perundangan turunan
Undang- Undang Nonor 7 Tahun 2004 tentang Sunber Daya
Air; dan

Terfasilitasinya penbentukan 14 wadah koordinasi di
ti ngkat kabupat enl kot a.



Transport asi

1.

Meni ngkat nya kesel amat an transport asi mel al u

peni ngkat an keandal an kondisi prasarana, sarana dan
st andar oper asi pel ayanan t ransport asi dengan
pengur angan backl og peneliharaan prasarana dan sarana
transport asi j al an, prasar ana dan sar ana
per ker et aapi an, angkut an sungai , danau, dan
penyeberangan, angkutan jalan raya, angkutan |aut dan
udar a, peni ngkat an disiplin SDM  serta budaya
kesel amat an bertransportasi; t er penuhi nya st andar

peraturan dan ketentuan-ketentuan standar internasional
di 6 bidang transportasi yang telah ditetapkan oleh
organi sasi internasional seperti IMO (International
Maritime O ganization) dan |1CAO (International G vi
Aviation Oganization) penyenpurnaan peraturan dan
penegakan hukum dan Sosi al i sasi kesel amat an
transportasi. Sasaran pengurangan backl og peneliharaan
untuk prasarana jalan adalah nelalui nenpertahankan
kondi si mantap jalan nasional sebesar 81 persen dan
meni ngkat kan kecepatan rata-rata sebesar 45 km perjam
pengganti an rel kereta api dan sistem sinyal
t el ekomuni kasi dan listrik, peningkatan manaj enmen dan
kapasitas jalan lintas timur Sumatera dan lintas utara
Pulau Jawa (Pantura), peningkatan dan operator Air
Traffic Control (ATC) peralatan penunjang kesel amatan
pener bangan | ainnya di bandara, peningkatan kemanpuan
dan kecepatan tindak pencarian dan penyel amatan koban
kecel akaan, maupun efektivitas kel enbagaan Badan SAR
Nasi onal ;

Meni ngkat nya aksesibilitas pelayanan transportasi yang
terj angkau masyarakat nelalui penbangunan transport asi
di kawasan perbatasan, daerah terpencil dan pedal aman
NKRI, termasuk penberian subsidi keperintisan dan
penyedi aan konpensasi untuk public service obligation
(PSO agar pelayanan transportasi terjangkau oleh
masyar akat ;

Meni ngkatnya iklim yang |ebih kondusif bagi investasi
dan peran serta penerintah daerah, BUMN, swasta, dan
masyar akat dal am penyel enggaraan pel ayanan prasarana

transport asi unt uk nmeni ngkat kan kel ancar an dan
efisiensi distribusi barang dan jasa sekaligus untuk
mendukung t ar get pencapai an pert unbuhan ekonomi
nasi onal mel al ui penyel esai an revisi per at ur an

per undang- undangan di sektor transport asi (Undang-
Undang Nonor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian
Undang- Undang Nonor 14 Tahun 1992 tentang Lalu lintas
Angkut an Jal an, Undang-undang Nonmor 15 Tahun 1992
tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nonor 21 Tahun
1992 t ent ang Pel ayar an) , per at ur an pel aksanaan
Undang- Undang Nonor 38 Tahun 2004 tentang Jal an;

Ener gi :

1.

Menurunnya el astisitas energi;
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Menur unnya subsidi energi;

Per si apan penbangunan prasarana batubara yang handal
untuk mendukung Program Percepatan Penbangunan PLTU
10. 000 MmN

Ter sel esai kannya penbangunan pi pani sasi transmsi SSW
gas bum nasional;

Ter capai nya peni ngkatan produksi mgas 11 persen dari
produksi m gas tahun 2006;

Meni ngkat nya produksi batubara untuk mendukung program
[istrik 10.000 MN

Ter| aksananya penawaran 10 Wl ayah Kerja Gas Met hana-B
Tersusunnya 15 Rancangan Kebijakan neliputi: (a) node
kontrak kerjasanma pengusahaan sunur tua Pertam na/ KKKS
(b) nodel kontrak Gas Methana B; dan (c) penyenpurnaan
draft kontrak kerjasama m gas;

Pengenbangan energi perdesaan, energi baru terbarukan
dan konservasi energi nmelalui penbangunan Desa Mandiri
Ener gi ber basi s Bahan Bakar Nabat i ( BBN) dan
pengenbangan pilot plant bio-diesel, bio-ethanol, dan
bi o-f uel ;

Pos dan Tel enati ka:

1.

2
3.
4

o1

Meni ngkat nya kemanpuan pengawasan t er hadap
penyel enggar aan pos dan tel emati ka,;

Meni ngkatnya kualitas |ayanan pos dan jum ah akses
t el ekomuni kasi dan informati ka di perdesaan;

Meni ngkat nya jangkauan dan mutu penyiaran televisi dan
r adi o;

Ber kenbangnya pola kerjasama penerintah-swasta dal am
penyedi aan i nfrastruktur dan | ayanan pos dan
tel emati ka;

Ber kurangnya tingkat ketergantungan terhadap teknol ogi
proprietary dan industri |uar negeri

Meni ngkat nya e-literacy masyarakat; dan

Meni ngkat nya efisiensi belanja nodal penerintah untuk
keglatan TIK dan sinergi pengenbanganTl K |intas sektor.

Ket enagal i stri kan :

1.

Meni ngkat kan kapasitas penbangkit listrik sebesar 1.600
MA  di Jawa dan 1.840 MN di luar Jawa, serta

ber kurangnya daerah krisis listrik khususnya di |uar
Jawa;

Meni ngkatkan rasio elektrifikasi nenjadi sebesar 59
persen dan rasio elektrifikasi perdesaan nenj adi

sebesar 84 persen;

Semaki n | uas dan optinmal nya sistem interkoneksi 500 kV,
275 kV dan 150 kV serta jaringan distribusinya baik di
Jawa maupun | uar Jawa;

Terwuj udnya susut jaringan terutama teknis dan non
teknis nmenjadi sekitar 9,5 persen

Ber kurangnya penggunaan BBM untuk penbangkit listrik
menj adi sekitar 25 per sen, serta meni ngkat nya
penbangkit |istrik yang nenggunakan energi terbarukan



Terbi tnya berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang
ket enagal i stri kan yang baru;

Ter sel esai kannya reposisi dan retrukturisasi PT. PLN
sesuai undang-undang ket enagal i stri kan yang bar u;

D | aksanakannya penbangunan bidang Kketenagalistrikan
yang bersifat PSO sesuai naster plan;

Ber kembangnya pengenbangan pemanfaatan konponen | okal

dan dana investasi dalam negeri dalam penbangunan
bi dang ket enagal i strikan; dan

10. Berkenbangnya partisi pasi penerintah daerah di berbaga

wi | ayah dal am pengenbangan ket enagal i stri kan d

daer ahnya khususnya unt uk pengenbangan [istrik
per desaan.

© © N ©

Per umahan dan Per nuki man :

1. Meni ngkat nya penyedi aan hunian sewa/mlik yang |ayak
huni  bagi nmasyarakat berpenghasilan rendah nel al ui
penbangunan rumah susun sederhana sewa, peningkatan
kualitas |ingkungan perumahan, fasilitasi penbangunan
dan perbai kan perumahan swadaya, serta peningkatan
akses nmasyar akat terhadap kredit m kro perunmahan

2. Meni ngkat nya cakupan pel ayanan air m num dan penyehat an
I ingkungan (air |inbah, persanpahan dan drai nase)
nmel al ui penbangunan air m num dan penyehat an |ingkungan
ber basi s nmasyar akat dan kel enbagaan; serta

3. Meni ngkatnya pelayanan air m num dan penyehat an
I i ngkungan unt uk nmenunj ang kawasan ekonom dan
pariw sata nel al ui penbangunan air m num dan penyehat an
I i ngkungan skal a regi onal dan sistemterpusat.

ARAH KEBI JAKAN, FOKUS, DAN KEG ATAN PRI ORI TAS

Dal am nencapai sasaran-sasaran tersebut di atas ditenpuh arah
kebi j akan sebagai mana tercantum dal am Bab 32 Buku |1, dengan
f okus dan kegi atan prioritas sebagai berikut

Fokus 1 : Peningkatan Pelayanan Infrastruktur sesuai dengan
St andard Pel ayanan M ni ma
A Sub Bi dang Sunber Daya Air;
Pembangunan prasarana penganbilan dan saluran
penbawa air baku dengan target 1,004 n8/det;

b. Penbangunan tanpungan untuk air baku dengan target
10 buabh;

C. Operasi dan peneli haraan prasarana penganbilan dan
sal uran penbawa air baku di 10 1litik;

d. Operasi dan peneli haraan tampungan untuk air baku
di 2 | okasi;

e. Operasi dan peneli haraan prasarana sunber air baku
| ai nnya di 25 | okasi;

f. Penbangunan prasarana air tanah untuk air mnum
daerah terpencil/perbatasan seluas 688 ha;

g. Rehabi litasi prasarana air tanah untuk air mnum

daerah terpencil/perbatasan seluas 1.602 ha;
h. Operasi dan peneli haraan prasarana air tanah untuk



air

m num daerah terpencil perbatasan seluas 1.078

ha;

i Rehabi | i tasi sarana/ prasarana pengendali banjir di
62 | okasi ;

J . Operasi  dan peneliharaan prasarana pengendalian
banjir sepanjang 1.500 km

K. Penel i haraan prasarana pengananan pantai sepanjang
20 km

B. Sub Bi dang Transport asi
l. Kesel amat an

a.

Penel i haraan jal an nasional sepanjang 30.139
kil oneter dan jenbatan 47.500 neter pada
jalan nasional yang tersebar di seluruh
provi nsi ;

Pengadaan dan pemasanagan fasilitas
kesel amat an LLAJ di 32 Pr ovi nsi yang
meliputi: marka jalan 1.860.500 M guar rail
66. 124 M ranbu 18, 796 buah, delinator 24.360
buah, RPPJ 593 buah, traffic light 56 unit,
warning light 15 wunit, cermn tikungan 75
buah, paku marka 10.500 buah, traffic cone
3.000 buah, LED Hi-Flux 252 unit, faske untuk
BRT 3 paket, ATCS 5 paket, APILL tenaga surya
160 paket, peralatan PKB 32 unit, |enbatan
tinbang 6 paket; dan Zona Selamat Sekol ah
(ZoSS) 146 Lokasi;

Penbangunan term nal dengan t ar get
di bangunnya termnal lintas Batas Negara 3
Lokasi dan Term nal Antar Kota Antar Provinsi
di 6 | okasi;

Penel i haraan dan  pengoperasian prasarana
jalan kereta |ayak sesuai dengan kesel amat an
dan keamanan terutama koridor utama (1M
anggar an 62;

Sosi al i sasi / Wr kshop

Penyebaran Informasi Keselamatan LLAJ serta
Moni tori ng dan Eval uasi bi dang LLAJ;

Pengadaan dan Pemasangan SBNP dan Ranbu
Sungai dengan target 26 Buah Ranbu Suar dan
1742 buah Ranbu Sungai ;

Penger ukan al ur dan kol am Pel abuhan
Penyeber angan 2.225. 000 WMB;

Penbangunan Maritinme Tel econmuni cation System
dengan t ar get t ersedi anya si stem
t el ekomuni kasi pel ayaran pada 32 SROP;

Penger ukan al ur pel ayaran dan Kol am Pel abuhan
Laut 7.100.000 M3 di | okasi: Adpel Pasuruan,

Adpel Tanjung Perak, Kanpel Brondong, Kanpel

Kal but, Kanpel Juwana, Kanpel Karangantu,

Adpel Lhok Seumawe, Adpel Kual a Langsa, Adpe

Janbi, Adpel Pal enbang, Kanpel Manggar, Adpel

P. Baai, Kanpel Seba, Kanpel Pal oh/ Sekura,

Adpel Samarinda, Adpel Sanpit, Kanper Leok);



Pengadaan kapal navigasi (ATN Vessel) dengan
target 4 unit kapal navigasi;

Pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran
(SBNP) sebanyak 293 unit (Menara Suar, Ranbu
Suar, Pel anpung Suar, Ranbu Tunt un)
Penbangunan VTS Selat Mal aka Tahap | pada 5
Lokasi ;

Penbangunan |ndonesia Ship Reporting System
Tahap | untuk 13 | okasi;

Pengawasan dan |aw enforcenent Kkesel amatan
transportasi |aut;

Pengadaan dan penmasangan radar survail ance
(pengamat an) pener bangan pada 3 | okasi;
Pengadaan dan permasangan peral atan komuni kasi
pener bangan dengan target 234 unit tersebar
di Nabire, Timka, Meulaboh, Galela, Tanjung
Pandan, G rebon, G lacap, Tarkan, Nunukan

Pal angkar aya, Labuhan Baj o, Maurer e,
Tanbol aka, Wi ngapu, Mpah, Stagen, Torea,
Takengon, Si bol ga, Bi naka, Keri nci,

Kari munj awa, Samarinda, Melak, Long Anpung,
Data Dawai, Pal angkaraya, Sanpit, Pk. Bun,

Kual a  Penbuang, Put ussi bau, Pal u, Muna
Lar ant uka, Soa, Ende, Wi ngapu, Bi ma
Nanrol e, Whai, Enarotali, Wanena, Sarm,
Serui, Batom MNunfor, Tiom Bengkulu, Rokot,
Bal i, Kal i mar au, Gor ont al o, Toli-Toli,

Abandara Makassar, Wnopito, Maunere, Kisar,
Dobo, Nabire, Sarm, Waghete;

Pengadaan dan permasangan navi gasi pener bangan
29 wunit tersebar di Batam Kari umunj awa,
G | acap, Gadi ng, Tar akan, Pal angkar aya,
Munuj u, Larantuka, Alor, Wnena, Sentani
Put usi bau, Sabu, Luwuk, Meul aboh, Tanjung
Pandan, Nabire, Manokwari, Timka, Kepi;
Pengadaan dan permasangan peralatan bantu
pendaratan dan pel ayanan penerbangan 135

paket t er sebar di : Bengkul u, Bat am
Cor ont al o, Pal u, Maurer e, Mopah,  Timka,
Cur ug, Gadi ng, Pk. Bun, Kendari , Ende,

Labuhan Bajo, Ternate, Mopah, Brangbij i,
Si bol ga, Aek Godang, Binaka, Rengat, G |acap
Kal | mar au, Sanpi t, Ket apang, Palu, Toli-
Toli, Paso, Ppngtiku, Masanba, Seko, Ranpi,
Bua, Larantuka, ALor, Soa, Ende, Wi ngapu,
Kao, Labuha, Gal el a;

Pengadaan dan pemasangan fasilitas
kesel amat an penerbangan di bandara 259 Paket
tersebar di: Bengkulu, Tarakan, Kali marau,

Pal angkaraya, Pk. Bun, Gorontalo, Palu, Paso,
Kendari, Soa, Winopito, Ruteng, Wingapu

Gal el a, Nabi r e, Mbanamani, Sarui, Dom ne
Eduard Gsok, Adbandara Soetta, Silangil,



Si bol ga, Aek Godang, Binaka, Seibati, Renga(
Tar akan, Tem ndung, Kal i mar au, Nunukan
Kar i nmunj awa, G | acap, Tanj ung Pandan
Pal angkaraya, Sanpit, Pk. Bun, Ket apang,
Rut eng, Ende, Mauner e, Wi ngapu, Bi ma,
Bandaneira, Ternate, Kao, Sanana, Sentani
Mopah, Nabire, Wanena, GObano, Kai mana;
Penbangunan Rat i ng School di Sar ong,
Pangkal an Brandan dan Anbon (Gedung Kel as,
Labor at ori um Asr ama, Gedung Pr akt ek
Peral atan Di kl at dan Prakt ek);

Upgrading |aboratorium STPI Curug dengan
t ar get t er sel esai kannya peni ngkat an
| aboratorium STPI Curug | Paket (Lab.
Sinulator, Fasilitas Kelas, Retrovit Pesawat
Latih, Fasilitas Bel ajar Mengajar);
Penbangunan Maritinme Education and Training
| nprovenent ( METI);

Pengenbangan  Sekol ah  Ti nggi Transport asi
Dar at (STTD) dengan target nmeni ngkat nya
kualitas STTD (Lab. Si nul at or, Fasilitas
Kel as, Renovasi  Asranm, Kel as, Per al at an
Praktek, Upgrading Al at Laboratorium Al at
PKB, Tanman Lal u Lintas);

Pengadaan sarana dan prasarana penunjang
pencarian dan penyelamatan dengan target
tersedianya Kapal 5 Unit, Rubber Boat &
Qut board Mdtor 96 Unit, Peralatan Penunjang
Ops. SAR 48 paket, Rescue car untuk Pos SAR
53 unit, Transportable Communi cation 48 unit,
Radi 0 Repeater 48 unit, Rigid inflatable Boat
12 wunit, Enmergency Floating 2 Assy, Rescue
Hoist 2 Assy, Suku Cadang & Flyway Kit
Hel i kopt er BO 105 1 paket , Per al at an
konmunl kasi dan navigasi pesawat BO 105 3
paket, Hydraulic Rescue tool 12 paket, Rapid
Depl oynment Land SAR 2 Unit, MCC Lut sejum ah
1 Lot, AVMBC 1 Unit, Radio Link 10 Lot, tanah
untuk kantor Pusat 20.000 M2, tanah untuk Pas
SAR 48 Lokasi, Peralatan sistem komunikasi
SAR 1 paket)

Pengenbangan budaya kesel amatan transportasi,
dan penguatan kel enbagaan Kom si  Nasi ona
Kesel amat an Transport asi .

Aksesi bilitas;

a.

Penanganan jalan  di kawasan per bat asan
sepanjang 40 kilonmeter di W/ ayah perbatasan
di Kal bar, Kaltim

Penbangunan jalan sepanjang 118,6 kil oneter
den jenbatan sepanjang 139,2 neter di
pul au-pul au terpencil terluar yang tersebar
di Kepul auan Ri au, Mal uku  NITT, Sul ut,
Sul teng, Maluku Utara, dan Papua;



C. Subsidi bus dan trayek perintis di 128

[intas;
d. Penbangunan dernaga penyeberangan dan kapal
penyeber angan perintis dengan t ar get

penyel esai an dermaga penyeberangan 13 dernaga
baru, dan 55 dernaga | anjutan, dermaga sunga

26 dermaga baru den 3 dermmga | anjutan, dan
der maga danau 13 dermaga;

e. Subsi di pengoperasian 36 kapal angkut an
penyeberangan perintis yang nel ayani 70
lintas penyeberangan deism provinsi serta 8
lintas antar provinsi;

f. Penberian subsidi PSO PT. KA (Jawa dan
Sumat er a) ;

g. Pengadaan kereta Rel Listrik (KRL) Dbaru
dengan sasaran 10 set kereta (train set) dan
Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDI).

Tahap Il dengan target 2 set kereta;

h. Penbangunan kapal perintis dengan target 4
unit kapal ukuran 750 DWI dan 500 DWI

i Subsi di pel ayaran perintis sebanyak 58 trayek
tersebar di 18 provinsi;

J . Penberian PSO PT. Pel ni;

K. Subsi di operasi angkutan penerbangan perintis
dan BBM wuntuk 96 rute, tersebar di 10
provinsi di Surnatera, Kalimantan, Sul awesi,
Nusa Tenggara, Mal uku dan Irian/ Papua.

C. Sub Bi dang Ketenagal i strikan

Penbangunan transm si di stribusi, penbangki t
[istrik dan menfasilitasi penbangunan
ket enagal istrikan yang dilakukan BUWN dengan
t erbangunnya penbangkit listrik kecil, jaringan

transm si dan di berbagai WIayah yang dil akukan
ol eh penerintah; fasilitasi percepatan penbangunan
penbangki t listrik 10. 000 M/ fasilitasi
repowering, rehabilitasi PLTGJ Miuara Karang, PLTGU
Muara Tawar, PLTGJ Tanjung Priok nmelanjutkan PLTU
Tarahan (target tahun 2008 penyel esai an sebagi an
Unit) rehabilitasi PLTA Saguling; tersusun naster
plan penyediaan listrik Sosial dan listrik
perdesaan; tercapainya rasio elektrifikasi sebesar
60,5 persen dan Rasio Desa Berlistrik 93,7 persen.

D. Sub Bi dang Pos dan Tel emati ka
Penyedi aan infrastruktur pos dan telematika di daerah
non- ekonom s el al ui

a.

b.

Penyedi aan dana Public Service oligation (PSO
pos untuk PT. Pos | ndoneSi a;

Penyedi aan jasa akses telekonunikasi perdesaan
mel al ui  program Uni versal Service bligation (USO
dengan target penbangunan di 20.471 desa yang
di | akukan ol eh operat or penenang tender.



E. Sub Bi dang Perunmahan dan Per nmuki man
a. Penbangunan Rumah Susun Sederhana Sewa beserta
fasilitas wunum sosial dan sarana dan prasarana
dasarnya dengan target 111 twin blok (10.656

unit);

b. Penyedi aan Prasarana dan Sarana Dasar untuk RSH S
(Rumah Seder hana Sehat) dan Rumah Susun sebanyak
10. 000 wuni t;

C. Fasilitasi dan Stinulasi Pengenbangan Kawasan di 4
kota dan 16 kawasan

d. Fasilitasi dan Stinmulasi Penbangunan Perunahan
Swadaya sebanyak 5000 unit;

e. Penyedi aan infrastruktur prinmer perkotaan bag
kawasan RSH 32 kawasan;

f. Revi tal i sasi dan Penataan Bangunan dan Li ngkungan
di 145 kawasan;

g. Fasilitasi dan stinulasi penbangunan baru dan
per bai kan r umah di penuki man kunuh, desa
tradi si onal , desa nel ayan, dan desa
ekstransm grasi sebanyak 10.000 unit;

h. Fasilitasi dan Stinmulasi Penyedi aan Prasarana dan
Sar ana Dasar di Per muki man Kurruh, Desa
Tr adi si onal , Desa Nel ayan, dan Desa Eks-

Transm grasi sebanyak 10.000 unit;
i Bant uan penbangunan dan perbai kan rumah di kawasan
bencana sebanyak 600 unit;
eni ngkat an kual itas |ingkungan perunmahan perkotaan
(Nei ghbour hood Urban Shelter Sector Project/NUSSP)
di 32 kabupat en/ kot a;

—

K. Per bai kan |ingkungan pernmuki man di 177 kawasan;

l. Penbi naan t ekni s bangunan gedung di 33 provinsi;

m Penanganan rehabi | it asi dan r ekonst r uksi di
Provinsi D Yogyakarta dan Jawa Tengah

n. Penbangunan sarana dan prasarana air mnum dan
penyehat an |ingkungan berbasis masyarakat di 1.560
desa;

0. Penyedi aan prasarana dan sarana air mnum pada
kawasan strategis di 270 kawasan;

p. Penbangunan sistem penyediaan air mnum bagi
masyar akat ber pendapat an rendah di 40 kawasan;

g. Penbangunan sarana dan prasarana air |inbah
per cont ohan skal a konuni t as (Sani t asi ol eh
Masyar akat / SANI MAS) di 100 | okasi ;

r. Peni ngkat an pengel ol aan tenpat penbuangan akhir
(TPA)/sanitary landfill/sistem regional di 40
kabupat en/ kot a;

S. Pengenbangan si stemdrai nase di 1 kot a.

Fokus 2 : Peni ngkatan Daya Saing Sektor Riil
A Sub Bi dang Sunber Daya Air
a. Penbangunan waduk, enbung, situ dan bangunan
penanpung air |ainnya sebanyak 7 waduk, dan 33
enbung;
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Rehabi litasi waduk, enbung, situ dan bangunan
penanpung air lainnya untuk 26 waduk dan 32
enbung;

Qperasi  dan peneli haraan waduk, enbung, situ, dan
bangunan penanpung air |ai nnya untuk 121 buabh;
Konservasi danau dan situ serta perbai kan sabuk
hijau di kawasan sunber air di 8 provinsi;

Peni ngkat an pengel ol aan sunber daya air wlayah
sungai untuk 15 provinsi;

Penbangunan/ peni ngkatan jaringan irigasi unt uk
sel uas 105. 635 ha;

Penbangunan/ peni ngkat an j aringan r awa sel uas
22.837 ha;

Penyi apan | ahan beririgasi seluas 2.000 ha;

Rehabi litasi jaringan irigasi seluas 210.732 ha;
Rehabi litasi jaringan rawa seluas 207. 667 ha;
Qperasi  dan peneliharaan jaringan irigasi seluas
2.100. 000 ha;

Qperasi  dan peneliharaan jaringan rawa seluas
750. 000 ha;

Peni ngkat an pengel ol aan irigasi partisipatif untuk
14 provinsi dan 108 kabupat en;

Penbangunan saranal/ prasarana pengendal i banjir
sepanj ang 145 km

Penbangunan sar ana/ pr asar ana penganan pant a
sepanj ang 71, 10 km

Rehabi | itasi saranal/ prasarana pengendalian | ahar
gunung ber api ;

Qper asi dan penel i har aan sar ana/ prasar ana
pengendal i an | ahar gunung ber api .

Sub Si dang Transport asi

a.

Peni ngkatan jal an dan jenbatan nasi onal penghubung
lintas sepanjang 284 kilonmeter jalan dan 1.160,8
nmet er j enbatan yang tersebar di seluruh provinsi
Peni ngkatan jalan Lintas Tinmur Sumatera dan Panta
Utara Jawa sepanjang 926, 86 kil oneter;

Peni ngkat an/ penbangunan jalan Lintas Sumatera,
Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Ml uku,
Bal i, Nusa Tenggar a, Papua dan Lintas Kota
Met ropol i tan sepanjang 3. 270 kil oneter;

Penbangunan jenbatan Suramadu sepanjang 1.383,7
net er;

Penbangunan jal an baru sepanjang 24,3 kiloneter di
Jawa, Sumatera, dan Sul awesi Utara dan peni ngkatan
jalan di kota-kota strategis;

Penbangunan fly-over di Jabodetabek, Pamai Uara
Jawa dan kota-kota netropolitan |ainnya sepanjang
3. 845 neter;

Penbangunan jalan lintas Pantai Sel atan Jawa
(Banten, Jabar, Jateng dan Jatin) sepanjang 25
kil omreter;

Penbangunan jalan akses ke bandara Kuala Namu



sepanj ang 7 kil oneter;

Penbangunan Jal an Akses Pel abuhan Tanjung Priok
sepanj ang 0.4 kil oneter;

Rel okasi Jalan Tol dan Jalan Arteri Porong- Genpol
sepanj ang 15 kil oneter;

Penyusunan Rencana Tekni s/ St udi Kebi j akan
Transportasi Darat;

Penbangunan sarana ASDP dengan target 60 buah
kapal penyeberangan;

Penbangunan break water Pel abuhan Penyeber angan;

Rehabi | i t asi / Peni ngkat an dermaga penyeberangan dan
sungai dengan target 23 dermaga penyeberangan dan
8 derrmaga sungai ;

Penbangunan prasar ana sungai danau dan
penyeberangan dengan target 13 dermaga baru dan 55
dermaga |anjutan, 26 dermaga sungai baru dan 3
dermaga | anj utan, dan 13 dernaga danau;

Peni ngkat an/ Rehabi | itasi jalan KA sepanjang 467, 42
kil ometer;

Peni ngkatan Si stem Tel ekonuni kasi dan Kelistrikan
(Sintelis) dengan target 26 paket;

eni ngkatan jenbatan KA dengan target 48 buah
| enbat an;

Penbangunan jalur ganda Lintas Selatan Jawa, jal ur
ganda Lintas Serpong Rangkas Bitung sepanjang
11,08 kiloneter; lintas Tegal - Pekal ongan sepanj ang
22,70 kiloneter, jalur ganda Segnment [I1l untuk
Modi fi kasi  Stasiun G rebon; jalur ganda Lintas
G rebon-Kroya untuk Segnment Karangsari-Purwekerto
sepanjang 13,43 kiloneter, serta jalur ganda
lintas Duri-Tangerang untuk Segment Duri-Tanman
Kot a sepanjang 5,6 kil oneter;

Penbangunan jalan KA dengan nenperbesar radius
| engkung sepanj ang 13,4 kil oneter;

Penbangunan short cut l'intas Sur abaya
Pasart uri - Gubeng unt uk mendukung Sur abaya
comut er, dan short cut lintas G sonmang-

C kadondong;

Penbangunan per keretaapi an NAD unt uk pengoperasi an
| intas Peudada- Mal ang, Gelunpang Il dengan target
pekerjaan Penyelesaian KRD |, penbangunan spoor
kol ong, penbuatan hanggar KRD 1|, dan pemagaran
stas stasiun.

Lanj utan penbangunan doubl e-double track Ilintas
Manggar ai - G kar ang;

Pengadan nmateri al prasarana KA vyang neliputi
pekerjaan rel dan wesel;

Pengenbangan Pel abuhan Tanjung Priok (Urgent
Rehabi liattion of Tanjung Priok Port) sepanjang
800 M

Penbangunan Kapal Penunpang untuk PT Pel ni dengan
target 1 unit kapal container-passenger (T-2.000);
Pengenbangan Pel abuhan Dunmai , Pel abuhan



aa.

bb.

CC.

dd.
ee.

ff.

Bal i kpapan, Jayapura dan Bel awan;

Pengenbangan fasilitas pelabuhan laut di 8 | okas

(Pel abuhan Fak Fak, Tarakan, Bi tung, Manado,
Labuhan Anuk, Gorontal o dan Anggrek, Pantol oan, A
Yani Ternate);

Pengenbangan pel abuhan strategis 700 n2 di Papua
(Sorong, Biak, Manokwari dan Merauke, Agats,
Pomako, Serui);

Rehabi | i t asi prasar ana transport asi udar a
fasilitasi sisi udara 1.044.848 M dengan target
pekerjaan tanah dan 249.890 M2 pel api san | andasan,
taxi way dan apron di Lanpung, Pekonserai, Tanjung
Pandan, G | acap, Sanpit, Wi ngapu, Brangbiji,

Mbanamani , Tanah Mer ah, Bokondi ni , Nunf or,
Senggeh, Merdey, Kebar, Bintuni
Rehabi | i t asi prasar ana transport asi udar a

fasilitas sisi darat dengan target rehabilitasi
fasilitas gedung, term nal dan prasarana drainase
tersebar di Silangit, Sibolga, Adbandara Makassar,
Pel angkar aya,;

Penbangunan Bandar Udara Medan Baru Sebagai
pengganti Bandar Udara Pol oni a- Medan;

Pengenbangan Bandar Udara Hasanuddi n- Makassar ;
Penbangunan/ peni ngkat an Bandar a di daer ah
per bat asan, t er penci | & rawan bencana yang
tersebar di 27 Bandara (Sabu, Rote, Putussibau,
Ki sar, Tanah Merah, Bokondi ni, Karubaga, Cut Nyak
Dhi en, Bi naka, Lasondr e, Rokot , Labuhan- Baj o,
Maurer e, Lar ant uka, Winopi t o, Al or, Naha,
Mel ongguane, Tual Baru, Nabire, Serui, Nunfor,
Dobo, Saum aki Baru;

Penbangunan/ peni ngkat an bandar a i bu kot a
kabupaten, Ibu kota Propinsi, dan Daerah Penekaran
yang tersebar di 45 Bandara (Sibolga, Silanpari,
Pagar Al am Bengkul u, Tanjung Pinang, Pekonserai
Kerinci, Miara Bungo, Tanjung Pandan, G rebon,
Curug, Kendari, Pongtiku, Ranpi, Luwuk, Buol,
But on, Masanba, Labuha, Sentani, Malang, Bawean,
Gadi ng, Sanmarinda, Tarakan, Pk.Bun, Pal angkaraya,
Miuara teweh, Ketapang, Stagen, Gorontalo, Palu,
Poso, Mbanamani, Enarotali, Wanena, Manokwari,
Bi ntuni, Sarong, Selayar, Manuju, Ende, Bing,
Bandanei ra, Ternate, Seko-Ranpi);

C. Sub Bi dang Ket enagal i strikan

a.

Penyi apan kebijakan dan pengaturan di bi dang
perencanaan Kketenagalistrikan serta penanfaatan
energi dengan target terlaksananya review Rencana

Umum Ket enagal i stri kan Nasi onal ( RUKN) ;
t er sel enggaranya sosi al i sasi peni ngkatan penahanman
masyar akat t ent ang kebi | akan pengenbangan
penyediaan tenaga listrik serta tersusun dan

terbitnya rancangan peraturan penerintah sebaga
tindak Jlanjut UU ketenagalistrikan yang baru



(tergantung persetujuan |egislatif);

Penyi apan kebijakan dan pengaturan di bi dang
i nvestasi dan pendanaan ketenagalistrikan dengan
target; penyusunan indeks harga standar biaya
khusus (I HSBK) satuan kerja listrik perdesaan TA
2009, terl aksananya si nkroni sasi per at ur an
per undang- undangan di bi dang i nvest asi sekt or
ket enagal i stri kan; ter|l aksananya noni tori ng
pel aksanaan anggaran sistem jaringan transm si dan
di stribusi Program Percepatan Penbangunan PLTU
10. 000 MmN

Penggal angan kerjasama tekni k dan kel enbagaan di
bi dang energi dan ketenagalistrikan dalam tataran
nasi onal , regi onal , dan internasional dengan
target fasilitasi kerjasama nasional, regional,
bilateral dan multilateral; tersusunnya rancangan
pola Kkerjasama antar darah tingkat |1 dalam
pemanf aat an ener gi

Pel aksanaan bi nbingan teknis di bidang penbinaan

program ket enagal i stri kan dengan target
terl aksananya analisa dan evaluasi beban harian
Jawa-Bal i, terlaksananya pengunpul an infornasi,

analisa dan eval uasi pengel ol aan data tenaga
listrik; terlaksananya pengunpulan data statistik
ket enagal i stri kan; tersusunnya perhitungan ratio
el ektrifikasi terhadap program ket enagal i strikan

D. Sub Bi dang Pos dan Tel emati ka

a.

Penyusunan/ penbahar uan kebi j akan, regul asi ,
kel enbagaan i ndustri pos dan tel emati ka nel al ui
- Penyenpur naan r ekonendasi revis

Undang- undang Pos;

- Penyenpurnaan draft revisi Undang- Undang
Nonor 36 Tahun 1999 tentang Tel ekonuni kasi
unt uk nenghadapi era konvergensi;

- Penyusunan peraturan pelaksana RUU I nfornasi
dan Transaksi Elektronik (ITE) dan RUU Cyber
Crine;

- Per kuat an Sekretari at Dewan Teknol ogi
| nf ormasi dan Konuni kasi (Tl K) Nasi onal .

Peni ngkat an jangkauan, Kkapasitas, dan kualitas

infrastruktur dan |ayanan pos dan telematika

nmel al ui :

- Pemant auan penbangunan j aringan t ul ang
punggung (backbone) serat optik Pal apa R ng;

- Rehabi litasi infrastruktur penyiaran televis
di 19 provinsi.

- Penbangunan pusat pendi di kan pel ati han TIK

Penegakan hukum dan pengawasan t er hadap

penyel enggar aan pos dan tel emati ka nmel al ui

penbayaran cicilan konpensasi atas termnasi dini
hak ekskl usivitas PT. Tel kom

Peni ngkatan e-literacy nmasyarakat nelal ui:

- Penbuat an nodel e-education dengan sasaran



sarana TIK untuk SD dan SMP terpilih di DY
dan nodel e-education untuk direplikasi ke
daerah | ai n;

- Penyedi aan fasilitas penbelajaran di bidang
TI K bagi pegawai penerintah dan umum

e. Pengenbangan dan apli kasi TI K el al ui

- Pengenbangan infrastruktur, perangkat |unak
dan aplikasi berbasis open source dengan
t ar get ber kur angnya ti ngkat penggunaan
perangkat lunak ilegal; dan bertanbahnya
jum ah instansi Penerintah yang nenggunakan
perangkat |unak dan aplikasi open source.

- Penyedi aan pusat informasi masyarakat nel al ui
Program Community Acces Point.

- Pengenbangan apli kasi Early Warni ng System

E. Sub Bi dang Perunmahan dan Pernuki man
a. Penbangunan sarana dan prasarana penbuangan air
i mbah sistemterpusat di 41 | okasi
Fokus 3 : Peningkatan |nvestasi Proyek-Proyek Infrastruktur

yang Di | akukan ol eh Swasta Mel al ui Berbagai Skim Kerjasama antara
Pereri ntah dan Swast a
A Sub Bi dang Sunber Daya Air
a. Penyel enggar aan/ Penbi naan | nf or masi Publ i k;
b. Penyusunan/ Penyenpur naan/ Pengkaj i an Per at ur an
Per undang- undangan.
B. Sub Bi dang Transport asi
Dukungan Penbangunan Jalan Tol berupa Penbebasan
Tanah;
b. Penguatan Fungsi Perker et aapi an;
C. Pengenbangan Pel abuhan Tanjung Perak di Teluk
Lanong (sudah di putuskan nenjadi sal ah satu nodel
kerjasama penerintah swasta);

d. Ter susunnya Revi si Undang- Undang bi dang
Transportasi, Perencanaan jangka pendek, nenengah
dan panj ang;

e. pengat ur an, pengawasan, pengusahaan jalan tol

dengan target terselenggaranya penbangunan dan
pengoperasian jalan tol dengan investasi dan
kerjasama penerintah dengan swast a.
C. Sub Bi dang Ket enagal i stri kan
a. Pengat uran dan pengawasan usaha ketenagalistrikan
dengan target; terselenggaranya nonitoring dan
revi ew pel aksanaan aturan jaringan tenaga listrik

sistem Jawa-Bali dan Sunmatera; terselenggaranya
penyi apan bahan regul asi pengenbangan usaha
penyedi aan t enaga listrik t er sel enggar anya

penyusunan pedoman pel aksanaan dan pengawasan
aturan jaringan distribusi (D stribution Code)
tenaga listrik;

b. Pel ayanan usaha ketenagalistrikan dengan target
t ersel enggaranya penyi apan bahan perizinan usaha
penyedi aan t enaga l'istrik; t er sel enggar anya

koor di nasi pel aksanaan perizi nan dengan penerintah
daerah, tersel enggaranya penbinaan, pengawasan,



noni toring, dan evaluasi kegiatan penegang izin
usaha penyedi aan tenaga |istrik;

Anal isa harga dan subsidi listrik dengan target,
t er susunnya pedonman har ga j ual penbangki t,
transm si dan di stri busi t enaga listrik,
terl aksananya nonitoring dan evaluasi harga jual
penbangki t, transm si dan di stri busi t enaga
listrik penetapan biaya pokok penyediaan tenaga
listrlk per wlayah/distribusi, terselenggaranya

studi pola dan nekanisne penetapan harga jual
tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik
antar negar a;

Hubungan konersial tenaga listrik dengan target:
t er sel esai kannya per masal ahan, pel aksanaan
hubungan koner si al t enaga listrik;
t er sel enggar anya peni ngkatan penmahanman masyar akat
dan pelaku usaha dalam bisnis tenaga listrik,
t ersel enggaranya penyusunan tata cara pengaduan
sengketa antara pelaku usaha penyediaan tenaga
listrik dengan konsunen |istrik;

Perlindungan konsunen listrik dengan target,
t ersel enggaranya penanganan pengaduan konsumen
listrik/msyar akat serta noni tori ng dan
eval uasi nya; t er sel enggar anya penyi apan dan
eval uasi aturan perlindungan konsumen listrik;

St andar di sasi ket enagal i stri kan nasi onal unt uk
peralatan dan piranti listrik dengan target:

tersel enggaranya Kkerjasama kalibrasi alat ukur
listrik dalam rangka SKB Peneraan; terunmusnya SN
bi dang ket enagal i stri kan, terl aksananya
pengawasan, penerapan, dan sosialisasi SN bidang
ket enagal i stri kan;

Penyel enggaraan kel ai kan tekni k ketenagalistrikan
dengan target: tersusunnya pedoman, sosialisasi,
dan penbinaan teknis sertifikasi laik operasi
instalasi, alat ukur, aan sertifikasi pr oduk
peral atan dal am penyedi aan dan pemanfaatan tenaga
[istrik;

Penet apan dan penberl akuan standar konpetens

tenaga teknik ketenagalistrikan dengan target:
terl aksananya penbi naan dan pengawasan standar
konpet ensi tenaga tekni k ketenagalistrikan

Penbi naan usaha penunjang ketenagalistrikan dengan
target: terlaksananya pengenbangan, penanfaatan,

penbi naan dan pengawasan usaha penunj ang
ket enagal i strikan dalam negeri; terl aksananya
pener apan lzin Menggunakan Jaringan (1 M)
Tel emat i ka pada j aringan t enaga listrik;
t er sel enggar anya penet aan daer ah cakupan
pemanf aat an j aringan t enaga [istrik unt uk
kepentingan telematika di daerah Jawa Bali; dan

t ersel enggaranya sosialisasi regulasi teknik dan
I i ngkungan ket enagal i stri kan.



D. Sub Bi dang Pos dan Tel emati ka

a. Peni ngkat an j angkauan, Kkapasitas, dan kualitas
infrastruktur dan |ayanan pos dan telematika
nmel al ui  pemant auan penbangunan jaringan tul ang
punggung serat optik Pal apa R ng.

Fokus 4: Peni ngkatan Produksi M gas dan Produk Final M gas

a.

Eval uasi skim bagi hasi | (production shari ng

contract - PSG m gas guna mendor ong pengenbangan

| apangan tua dan/atau marginal, eksplorasi di daerah

renote, dan penguasaan |apangan mgas yang Siap

di ekspl oi tasi nel al ui

- Penbi naan dan pengawasan kegiatan ekspl oit asi
m nyak dan gas bum dengan target terlaksananya

i nvent ari sasi dat a dan rancangan kebi j akan
pengenbangan | apangan tua (brownfield) dan gas
marginal, antara lain dengan teknologi EOR dan

resesuoi r nmanagemnent;

- Penbi naan penerimaan negara mnyak dan gas bum
dengan target t erumuskannya  perencanaan dan
pencat at an Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
serta perhitungan bagi hasil, perhitungan PNBP dan
tarif mnyak dan gas bum, serta harga mnyak
ment ah | ndonesi a; tersusunnya rencana produksi dan
pengenbangan sistimlifting;

- Penbi naan hukum dan organisasi dengan target
tersusunnya 15 rancangan kebijakan neliputi : (a)
nodel kontrak kerjasama pengusahaan sunur tua
Pertam na/ KKKS; (b) nodel kontrak Gas Menthana B;
dan (c) penyenpurnaan draft kontrak Kkerjasana
m gas;

Optimal i sasi  si stem pengangkutan Bahan Bakar Gas (BBG

dan penmanfaatan teknol ogi dal am negeri nelalui :

- Pel ayanan usaha pengangkutan dan penyi npanan m gas
dengan target tersusunnya rancangan kebijakan pol a

pengangkut an bahan bakar gas dan si stem
pengendal i an penyi npanan bahan bakar gas di pul au
Sumat er a;

- Peni ngkatan konmponen dan penberdayaan potens
dal am negeri sub sektor m nyak dan gas bum dengan
target terlaksananya Pengenbangan Tenaga Kerja
Nasi onal (TKN) mgas dan perunusan standar
konpet ensi tenaga kerja migas dal am pengawasan dan
pemanfaatan barang dan jasa teknol ogi serta
kemanpuan rekayasa rancang bangun dalam negeri
pada i ndustri m gas;

Pel ayanan usaha pengol ahan usaha hilir dengan target

tersusunnya pedonman pel aksanaan pengawasan nutu BBM

BBG, BBI dan hasil ol ahannya serta optimnalisasi

kegi atan usaha pengolahan mnyak dan gas bum di P.

Jawa dan Sumatera

Fokus 5: Percepatan Pel aksanaan Upaya



Di versifikasi Energi, Melalui Pemanfaatan Gas Bumi, Batubara

dan Energi Baru/ Ter bar ukan

a. Penberian insentif penjualan gas/batubara dal am negeri
serta evaluasi kontrak ekspor jangka panjang yang akan
habi s masa kontraknya nel al ui
- Peni ngkat an dan pemanfaatan mneral, batubara dan

panas bum dengan target: (1) meni ngkat nya
produksi batubara nutu rendah untuk program 10. 000
MA  pengenbangan bri ket batubara dan |ightcoal,
dan penyiapan wlayah Kkerja pertanbangan; (2)
terl aksananya program aksi pencairan batubara,
st andar di sasi bri ket batubara dan |ightcoal,
penelitian dan pengenbangan im neral dalam rangka
penelitian pr oduk/ t ekni k pr oduksi , pengol ahan
m ner al t er padu, pi | ot pl ant penbuatan gas
sinteti k dari batubara dan kokas briket.

- Pel ayanan dan pemantauan usaha gas bum dengan
target: (1) tersusunnya rancangan kebijakan harga
gas bum domestik; (2) terlaksananya kegi atan
pengusahaan Gas Metana-B di daerah Sumatera dan
Kal i mant an; dan (3) t er susunnya rancangan
kebi j akan permakaian |ahan bersama di daer ah
Sumat era dan Kal i mant an.

b. Penberian insentif pengenbangan panas bum serta
penyel esai an kontrak-kontrak panas bum ol eh swasta dan
bant uan teknis/fiskal melal ui
- Pengenbangan i nvest asi pengusahaan panas bum

dengan t ar get t er susunnya rancangan
kebi j akan/ pr osedur, tata ni aga pengenbangan
i nvestasi dan tersusunnya rancangan peni ngkatan
SDM

C. Peni ngkatan penmanfaatan ener gi alternatif non- BBM

t ermasuk gas/ bat ubara, serta pengenbangan BBM nel al u

- Peni ngkat an pemanf aat an pert ambangan m ner al ,
bat ubara dan panas bum dengan target tersusunnya
rancangan kebi j akan/ pr osedur, t er sel enggar a
peneri ksaan dan pengawasan keselamatan kerja di
101 perusahaan standardisasi di 28 perusahaan,

nmonitoring 6 laboratorium uji, den sosialisasi
per at ur an;

- Pengenbangan dan penggunaan energi alternatif
dengan target : (1) tersolisasinya penanfaatan

bi of uel kepada masyarakat; dan (2) terkoordi nasi
pengenbangan bi of uel ;
- Pengenbangan dan penggunaan energi alternatif

dengan target : (1) tersusun rancangan Kkebijakan
konver si dan  konservasi m gas, FS jaringan
di stri busi gas dan pengenbangan energi, (2)
ter| aksananya penelitian dan pengenbangan

t eknol ogi proses (dal am rangka program langit biru
sektor transportasi dan penerapan aditif untuk
peni ngkatan kualitas bahan bakar), t eknol ogi
pemanfaatan gas bum (rancangan kebijakan untuk
peni ngkat an penanf aat an) ; dan (3) tersusunnya



Fokus 6 :

rancangan kebijakan pemanfaatan bum untuk rumah
t angga dan nekani sme penyal ur annya;

Koor di nasi penyedi aan dan pemanfaatan energi
alternatif;

Pengenbangan usaha dan pemanfaatan energi baru
terbarukan dengan target: (1) terselenggaranya

fasilitasi dan inplenentasi Penbangkit Skala Keci

(PSK) dan Penbangkit Skala Menengah (PSM energi
terbarukan; (2) tersusunnya strategi pengenbangan
energi terbarukan dal am rangka neni ngkatkan peran
energi terbarukan dan evaluasi program |angit
biru; (3) t ersusunnya rancangan kebi j akan
sosi alisasi energi baru terbarukan dan konservasi
energi terhadap penggunaan energi baru terbarukan
dan konservasi energi; (4) tersel enggaranya surve
potensi pemanfaatan energi setenpat pada daerah
terpencil (sulit terjangkau listrik PLN; (5)
t erbangunnya PLTS, Refrigerator, Pengering Suryad
pul au- pul au kecil terluar; (6) terlaksananya studi
kel ayakan dan penyusunan detail engineering design

berdasarkan hasil survey pemanfaatan sal uran
irigasi untuk penbangkit listrik, serta untuk
penbangunan PLTVH; (7) terl aksananya stud
kel ayakan penbangkitan tenaga |istrik bionassa,;

dan (8) terlaksananya studi kelayakan dan DED
unt uk penbangkit Listrik Tenaga Angin.

Peni ngkat an Efi si ensi Pemanfaat an Ener gi

a. Eval uasi dan penyenpurnaan sistem distribusi/harga BBM
LPG, dan LNG dal am negeri nel al ui

Penyi apan dan penentuan harga dan subsidi bahan
bakar dengan target runusanharga dan subsi di bahan
bakar untuk volunme konsunsi 39,7 juta kiloliter
sebesar Rp.35.17 Trilyun

Penbi naan, pengawasan dan pemantauan usaha m gas
mel al ui pipa dengan target: (1) terpenuhinya
kebut uhan BBM dan ber kur angnya ti ngkat
penyal ahgunaan BBM (2) neni ngkat kan penmanfaat an
akses gas bum; (3) pengenbangan i nfrastruktur
m nyak bum Pul au Jawa- Sumat er a; dan (4)
tersusunnya neraca kebutuhan dan penyedlaan gas
bum .

Penbi naan usaha hilir m nyak dan gas bum dengan
targettersedianya data dan infornasi nmengena
Lenbaga Penyal ur BBM mel i puti SPBBM
deal er/distributor dan agen dalam kegi atan usaha
ni aga BBM di sel uruh W1 ayah I ndonesi a;

b. Pengenbangan energi baru terbarukan dan konservasi
energi el al ui :

Sosi al i sasi dan binbingan teknis pengenbangan
ener gi baru terbarukan dan konservasi energ

dengan t ar get (1) t er susunnya Di rektori
Sl akehol der energi baru terbarukan dan konservasi
energi; (2) tersel enggaranya kegi atan penberdayaan



fungsi cleaning house dan integrasi program
i nformasi  web-based energi baru terbarukan dan
konservasi energi; (3) tersedianya alat peraga
untuk keperluan paneran energi terbarukan dan
konservasi energi antara |ain: penyenpurnaan al at

peraga PLMH (m krohidro); penbuatan alat peraga
Penbangkit ListrikTenaga Bayu (PLTB); penbuatan
al at peraga Penbangkit Listrik Tenaga Surya
(PLTS); penbuatan alat peraga konservasi energi;

pengadaan flex; dan (4) t er sel enggar anya
sosi al i sasi pemanfaatan energi t erbarukan dan
konservasi energi dengan Penerin.tah Daerah

Penbi naan dan penerapan konservasi dan efi siensi

ener gi dengan target : (1) tersel enggaranya
kerjasama konservasi energi; (2) terselenggaranya
pener apan konser vasi ener gi mel al ui pr ogram
kem traan; (3) tersusunnya rancangan pedonan
sertifikasi dan registrasi manajer energi; (4)

t er susunnya rancangan f ungsi onal konser vasi

energi; (5) t ersel enggaranya  koor di nasi dan
fasilitasi konservasi energi; (6) tersel enggaranya
audit energi di sektor di industridan bangunan;

(7) terl aksananya noni tori ng pel aksanaan
penghemat an energi; (8) tersusunnya rancangan
Ener gy Conservation Pronoti on in I ndonesi a
(kerjasama dengan JICA); (9) tersel enggaranya
penerapan program aplikasi energy efficiency
benchmark untuk bangunan; (10) terselenggaranya
penerapan program aplikasi energy efficiency
benchmar k unt uk i ndustri; dan (11)

t er sel enggaranya kegi atan counterparting kerjasanma
Rl - Denmar k.

Pengenbangan Bahan Bakar Nabati (BBN) nel al ui:

Pengat uran dan pengawasan usaha non bahan bakar
dengan target t ersel enggaranya penbi naan dan
pengawasan nutu produk bi of uel untuk sektor
transportasi dan industri di 5 kota dan nmnutu
produk pel unmas yang beredar di 35 kota;

Pengenbangan Desa Mandiri Energi dengan target:
(1) terselenggaraannya kegiatan Panitia Teknis
Sunber Daya  Enerqgi (PTE); (2) t ersusunnya
rancangan Kkebijakan pengenbangan sosial ekonom
Desa Mandiri Ener gi (DVE); (3) terlaksananya
pengenbangan aspek kel embagaan DIVE; (4)
t ersel enggaranya koordi nasi pengenbangan enerqgi
perdesaan; (5) terlaksananya kegi atan koordi nasi
pel aksanaan bi nbi ngan tekni s ener gi bar u
t erbarukan dan konservasi energi dengan Penerintah
Daerah; (6) tersusunnya rancangan pendanaan m kro
pengenbangan energi perdesaan; (7) terlaksananya
penbangunan per cont ohan Desa Mandiri Ener gi
ber basi s BBN, (8) terl aksananya  penbangunan
percont ohan Desa Mandiri Energi berbasis Non-BBN
(9) terbentuknya Lenbaga Pengelola Desa Mandiri



Energi berbasis BBN, (10) terbentuknya Lenbaga
Pengelola Desa Mandiri Energi berbasis non-BBN
(11) nrmeningkatnya aksesibilitas listrik perdesaan
(kerj asama dengan Bel anda- GI'Z) ; dan (12)
pel aksanaan |Integrated M crohydro Devel opnment and
Application Program |IMDAP (kerjasama dengan
UNDP) ;

- Pengenbangan bahan baku bi o-energi dengan target
tereal i sasinya 600 ha kebun induk tanaman | arak;
pengenbangan 9.890 hajarakpagar; dan tersusunnya
19 paket teknol ogi pengol ahan bi o-energi;

- Penguasaan teknologi produksi BBN dengan target
tersusunnya 3 pilot plant bio-diesel, bio-ethanol
dan bi o-fuel .

- Pengenbangan i ndustri BBN dengan tar get
ter| aksananya pi | ot pr oj ect pabri k
et hanol / bi odi esef .

- Koor di nasl , nmonitoring dan eval uasi kebi j akan

pengenbangan BBN dengan target tersusunnya 3
runmusan kebijakan pengenbangan BBN

d. Pengenbangan kebi j akan pemanf aat an ener gi bersi h
mel al ui

- Penyi apan restrukturisasi ener gi dan regul asi

pemanfaatan energi bersih dengan target : (1)

di t ayangkannya ikl an sosialisasi UU tentang energ

di stasiun TV dan iklan sosialisasi UU tentang
energi di nmedia cetak ; (2) terlaksananya tal kshow
UU Energi di Stasiun TV dan radio sehingga

masyar akat memahan  tentang UU  Energi; (3)
tersusunnya baseline CDM sistem ketenagalistrikan
di | ndonesi a; (4) tersusunnya em Si si stem
ket enagal i strikan |Indonesia 2025 (5) tersusunnya
pot ensi bi of uel dal am rangka CDM (6)
tersel enggaranya pemanfaatan  energi per sekt or

dal am rangka nencapai target Kebijakan Energ

Nasi onal 2025; (7) tersusunnya konsep peraturan
(Rancangan Peraturan Penerintah) sebagai tindak
lanjut WU Energi; (8) terlaksananya capacity
building tentang CDM (9) terlaksananya updating
baseline CDM Sistem anali; (10) tersusunnya
program dan koor di nasi (Pemanf aat an Energ

Ter barukan (ET) dan Konservasi Energi (KE); (11)
terl aksananya eval uasi dan nonitoring penanfaatan
ET dan KE, dan (12) terselenggaranya sem nar UU
Energi (termasuk pendanpi ng teknis).

PENI NGKATAN  AKSESI Bl LI TAS DAN  KUALI TAS PENDI DI KAN  DAN
KESEHATAN

SASARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Peningkatan
Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan pada
t ahun 2008 adal ah sebagai beri kut

a. Meni ngkat kan partisi pasi jenjang pendidi kan dasar yang



—

di ukur dengan neni ngkatnya angka partisipasi kasar
(APK) dan angka partisipasi murni (APM jenjang SD
termasuk SDLB/ M/ Paket A setara SD nenjadi 110,9 persen
dan 94,8 persen; neningkatnya APK jenjang SMP/ MIs/ Paket
B setara SMP nenjadi 95 persen; neningkatnya angka
partisipasi sekolah (APS) penduduk wusia 7-12 tahun
menj adi 99,5 persen; dan neni ngkat nya APS penduduk usia
13- 15 tahun nenj adi 94, 3 persen.

Meni ngkatnya partisipasi jenjang pendidikan nmenengah
dan pendidi kan tinggi yang diukur dengan neni ngkatnya
APK jenjang SMA/ SMK/ MA/ Paket C setara SMA nenjadi 64,2
persen; neni ngkatnya APS penduduk wusia 16-18 tahun
menj adi 65,8 persen; dan neningkatnya APK jenjang
pendi di kan tinggi nenjadi 17,2 persen.

Meni ngkat nya proporsi sekolah yang nmemliki fasilitas
pel ayanan pendi di kan sesuai dengan standar nasi onal
pendi dkan, yang merujuk pada standar pelayanan m nina
(SPM pendi di kan;

Meni ngkat kan keadi |l an dan kesetaraan pendidi kan antar
kel onpok nmasyarakat termasuk antara perkotaan dan
perdesaan, antara daerah nmaju dan daerah tertinggal,
antara penduduk kaya dan penduduk m skin, serta antara
penduduk | aki -1 aki dan perenpuan;

Meni ngkat nya pr opor si pendi di k yang menenuh
kual i fi kasi akadem k dan standar konpetensi yang
di syar at kan;

Meni ngkat nya kesej aht eraan pendi di k;

Menurunnya angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke
atas nenj adi 6,2 persen, bersamaan dengan rmakin
ber kembangnya budaya baca.

Meni ngkat nya pel ayanan kesehatan bagi keluarga m skin
secara cuma-cuma di Puskesmas dan Kelas 11 rumah sakit
mencakup 100 persen;

Ter penuhi nya kebut uhan tenaga kesehatan di 28. 000 desa;
Meni ngkat nya persentase desa yang nencapai Universa
Child I'mmuni zation (UCI) mencakup 95 persen;

Meni ngkatnya case detection rate tuberkuloses (TBO
mencakup | ebi h dari 70 persen

Meni ngkat nya persentase penderita demam ber darah dengue
(DBD) yang ditenukan dan ditangani nencakup 100 persen;
Meni ngkat nya per sent ase penderita mal ari a yang
di t enrukan dan di obati nencakup 100 persen;

Meni ngkat nya persentase orang dengan H V/AIDS (ODHA)
yang ditenukan dan mendapat pertol ongan anti retrovira

treatoviral treatnment (ART) nencakup 100 persen;

Meni ngkat nya persentase ibu ham | yang nendapat tabl et
zat besi (Fe) nmencakup 80 persen;

Meni ngkat nya persentase bayi yang nendapat Vitamn A
mencapai 80 persen

Meni ngkat nya persentase peredaran produk pangan yang
menenuhi syarat keamanan nmencakup 70 persen

Meni ngkat nya cakupan peneri ksaan sarana produksi dalam
rangka cara penbuatan obat yang bai k (CPOB) nencakup 45
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persen;
Menurunnya TFR nenj adi sekitar 2,17 per wanita;

Meni ngkatnya jum ah peserta KB Aktif nenjadi sekitar
29,2 juta peserta; dan

Meni ngkatnya jum ah peserta KB Baru sekitar 6,0 juta
pesert a.

ARAH KEBI JAKAN, FOKUS, DAN KEG ATAN PRI ORI TAS

Dal am rangka nencapai sasaran penbangunan tersebut ditenmpuh
arah kebijakan sebagai mana dal am Bab 26, Bab 27, dan Bab 29,
Buku Il dengan fokus dan kegi atan prioritas sebagai berikut:

Fokus

Aksel erasi penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Senbi | an Tahun yang nerata dan bernutu

a.

Mel anj ut kan  penyedi aan Bantuan Qper asi onal Sekol ah
(BOS) untuk SD/M/SDLB, SMP/ MIs, pesantren Sal afiyah
dan Satuan Pendidi kan Non-lIslam setara SD dan SM
dengan sasaran 35,8 juta siswa SD/Setara dan,
SMP/ Setara, serta untuk 6,1 juta siswa M/setara dan
Mrs/ setara dan MIs/ set ar a;

Penyedi aan beasiswa bagi siswa mskin pada jenjang
pendi di kan dasar bagi 1,3 juta siswa SD dan 499 ribu
siswa SMP, serta bagi 360 ribu siswa M dan 280 ribu
si swa Mrs.

Pengadaan buku pel ajaran SD)M/SDLB dan SMP/ MIs nel al ui
BOS buku dengan sasaran tersedi anya buku pel aj aran bagi
3,8 juta siswa SD/Setara dan SMP/ Setara, serta untuk
6,1 juta siswa M/setara MIs/setara;

Rehabi litasi 8,978 ruang kelas SMP dan 910 ruang kel as
Mr's;

Peni ngkatan daya tampung SDIM dan SWMP/ MIs nel al ui
penbangunan 500 unit sekolah baru SMP, 1.000 unit SD
SMP Satu Atap dan 275 wunit M-MIs Satu Atap untu
wi |l ayah tepencil, 10.000 ruang kelas baru SM/ Ms,
serta penbangunan asrama siswa dan ness guru di daerah
terpenci| dan kepul auan;

Penbangunan prasarana pendukung di SDYM/SDLB dan
SWP/ MI's/ SMPLB yang nencakup perpustakaan ternmasuk buku
bacaannya, pusat sunber belajar, dan |aboratorium
dengan target 10.000 ruang perpustakaan dan pusat
sunber belajar SD dan 10.778 ruang | aboratoriun
per pust akaan SMP, penbangunan  4.920 | abor at ori um
konputer untuk pengenbangan teknologi informasi dan
konuni kasi di sekol ah, penyedi aan 5,378 paket
peral atan, serta 845 ruang | aboratori um perpust akaan di
M - MI's dengan paket peral atannya.

Penyel enggaraan pendidikan alternatif untuk menberi
pel ayanan pendi di kan bagi anak-anak yang tidak dapat
mengi kuti  pendi di kan reguler nelalui penyel enggaraan
Paket A setara SD bagi 107,0 ribu orang dan Paket B
setara SMP bagi 549 ribu orang.

Penyel enggar aan pendi di kan khusus dan pendi di kan
| ayanan khusus di 33 provinsi.



Fokus 2

Pendi di k.

a.

d.
Fokus 3

Peni ngkat an Ket ersedi aan, Kualitas dan Kesejahteraan

Percepatan peni ngkatan kual i fi kasi dan konpet ensi
pendi di k bagi 191,0 ribu orang guru sekolah unum 37,5
ribu orang guru sekolah agama, dan 28,2 ribu dosen,
serta pengenbangan kem traan antara Lenbaga Pendi di kan
Tenaga Kependi di kan  (LPTK) dengan sekol ah untuk
mendukung program Wajib Belajar 9 Tahun untuk 22 ribu
orang guru;

Percepatan sertifikasi akadem k bagi pendidik dengan
t ar get 219 ribu orang guru sekolah unmum dan 37 ribu
orang guru sekol ah agang;

Peni ngkat an kesej aht er aan pendi di k dengan target
tersedi anya tunjangan fungsional bagi 478 ribu guru
sekol ah unmum dan 350 ribu guru sekol ah agama, tunjangan
profesi bagi 60 guru sekolah wumum dan 6.000 guru
sekol ah agama, tunjangan Kkhusus bagi 40 ribu guru
sekolah umum dan 3.081 guru sekolah agama, serta
subsidi guru bantu bagi 110 ribu guru sekol ah umum dan
20 ribu guru agansg;

Penbi naan pendi di kan dan tenaga kependi di kan.

Peni ngkat an Akses, Penerataan dan Rel evansi Pendi di kan

anéngah dan Tinggi yang Berkualitas

a.

Beasi swa untuk siswa mskin dengan target tersedianya
beasi swa untuk 732 ribu siswa SMN SWK serta untuk 210
ribu siswa MA

Rehabi litasi sekolah (SMA/ SMK/MA) bagi 1.740 ruang
kel as SMA/ SMK serta 2.500 ruang kel as MA;

Peni ngkat an daya tanpung SM& SMK/ MA nel al ui penbangunan
unit sekolah baru (USB) terutama di perdesaan dan ruang
kel as baru (RKB) dengan target 25 USB SMA 300 USB SMK,
900 RKB SMA, 2.000 RKB SMWK serta 100 USB MA;

Penbangunan prasarana pendukung nencakup perpustakaan,
| aboratori um dan workshop dengan nmenbangun 1.466 ruang
per pust akaan dan |aboratorium di SMA dan SMK, serta
1.000 paket di M\ dan 4.563 |aboratorium konputer

unt uk pengenbangan teknol ogi informasi dan konunikasi
sekol ah, disertai dengan penyedi aan perawatan dan
bukunya.

Penyedi aan sarana dan prasarana perguruan tinggi dengan
menbangun 54 politekni k seluas 262 ribu M, tersedi anya
1.200 paket peralatan, serta tersedianya sarana dan
prasarana perguruan tinggi agama (PTA) di 119 PTA

Beasi swa untuk nahasiswa m skin dan beasi swa prestasi
dengan target tersedianya beasiswa bagi 161,7 ribu
mahasi swa di PT umum dan 48,9 ribu mahasi swa di PTA;

Peni ngkatan intensitas penelitian yang relevan dengan
kebut uhan penbangunan.

Fokus 4: Peni ngkatan Pendi di kan Luar Sekol ah

a.

Penyel enggar aan pendi di kan keaksaraan fungsi onal dengan
t ar get t er sedi anya penyel enggar aan pendi di kan



Fokus 5
dan
M ski
a.

Fokus 6

keaksaraan fungsional bagi 1,2 juta orang;

Peni ngkatan ketersediaan dan kualitas bahan bacaan
dengan target tersedianya buku dan bahan bacaan yang
ber kual i t as;

Peni ngkatan akses dan kualitas pelayanan pendidi kan
usia dini dengan target tersedianya subsidi dan
penbangunan | enbaga pendidi kan anak usia dini (PAUD)
serta peni ngkatan mutu pendi di kan usi a dini.

Peni ngkat an Aksesi bilitas, Penerataan, Keterjangkauan

Kual itas Pel ayanan Kesehatan terutama Bagi Masyarakat
n
Pel ayanan kesehatan bagi penduduk mskin di kelas 111
Rumah Sakit dengan target penyel enggaraan pel ayanan
kesehat an ruj ukan bagi 76,8 juta penduduk m skin;
Pel ayanan kesehatan penduduk mskin di Puskesmas dan
jaringannya dengan target penyel enggaraan pel ayanan
kesehat an dasar bagi sekitar 76,8 juta penduduk m skin
di Puskesnss;

Pel ayanan kesehatan bagi 1ibu dan anak dengan target
pel ayanan antenatal (K4) 87 persen dan kunjungan
neonat us (KN-2) 87 per sen, cakupan pert ol ongan

persalinan ol eh tenaga kesehatan 85 persen, dan cakupan
kunj ungan bayi 80 persen

Peni ngkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
dasar dengan target tersedianya 1.500 puskesm s, 2.200
puskesmas penbantu, 28.000 pas kesehatan desa, 2.500
rumah di nas dokter dan paranedi s puskesnas.

Peni ngkat an Ket er sedi aan Tenaga Medis dan Paranedis,

terutama untuk Pel ayanan Kesehatan Dasar di Daerah Terpenci
dan Terti nggal

a.

Fokus 7 :
a.

Fokus 8 :
Ham |

Penenuhan tenaga kesehatan termasuk dokter spesialis,
terutama untuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya serta rumah sakit kabupaten/kota terutama
di daerah terpencil, tertinggal dan daerah bencana
dengan target tersedia terlatihnya 28.000 tenaga
kesehat an dan 56. 000 kader kesehatan terutama di daerah
terpencil, tertinggal dan daerah bencana.

Pencegahan dan Penber ant asan Penyakit Menul ar

Penanggul angan penyakit nmenular nelalui pel aksanaan
pencegahan dan penanggul angan penyakit nenular persen
penderita DBD, Mlaria, H VWA DS yang ditenukan dan
diobati, > 70 persen angka penenmuan TB dan 95 persen
UCI desa;

Penelitian Penyakit Menular Tropis untuk TBC, Denmam
Ber darah, dan Mal ari a.

Penanganan Masal ah G zi Kurang dan G zi Buruk pada Ibu
, Bayi dan Anak Balita

Penanganan nasal ah gi zi kurang dan gizi buruk pada ibu
ham | dan nenyusui, bayi dan anak balita nelalu
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pel aksanaan penanganan nasalah gizi kurang dan gi zi
buruk pada ibu ham |, bayi dan anak balita : mnakanan
pendanpi ng air susu ibu (MP-ASI) pada 1-2 juta bayi dan
anak {6-24 bulan), Vitamn A pada 2 juta bayi dan 16
juta balita/4 juta bufas, tablet Fe pada 4 juta ibu
ham |, kapsul Yodium pada 80 persen wanita usia subur
di kecamatan endem k sedang dan berat dan survail ans
gi zi di 8.015 Puskesnss.

Peni ngkatan Pemanfaatan Cbat Cenerik Esensial,

Pengawasan Cbat, Makanan dan Keananan pangan

a.

b.

Penyedi aan obat esensial termasuk obat program Rp.
18. 000/ kapi t a/ t ahun;

Pengujian | aboratorium sanpel obat, obat tradisional,
kosnet i ka, Nar koti k  Psi kot ropi k, dan zat adiktif
| ai nnya (NAPZA), nmkanan, dan perbekal an kesehatan
rumah tangga (PKRT) nelal ui pel aksanaan pengujian
| aborat ori umterhadap 97 ribu sanpel

Pengadaan sarana dan prasarana |aboratorium dengan
target penyedi aan sarana dan prasarana |aboratorium: 4
bal ai POM baru dan 26 balai POM termasuk 6 |ab khusus
yang menmenuhi 30 persen persyaratan Good Laboratory
Practice (G.P).

Fokus 10 : Revitalisasi Program KB

a.

Peni ngkatan jejaring pelayanan KB penerintah dan
swasta/ non penerintah dengan target penyel enggaraan
65. 000 tenpat pelayanan KB nenberikan pronosi dan
konseling, dan terciptanya sistem jam nan penbiayaan
program KB terutama bagi r akyat m ski n, serta
penyedi aan kontrasepsi gratis bagi 813.850 peserta KB
baru (PB) mskin dan 9.534.600 peserta KB aktif (PA)
m ski n;

Penbent ukan, pengenbangan, pengelolaan dan pel ayanan
Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
Remaj a (Pl K- KRR) dengan target 2.430 kecamatan nem | i Ki
Pl K- KRR yang aktif dan berkualitas;

Peni ngkat an akses informasi dan pel ayanan pendanpi ngan
penber dayaan keluarga dengan target 45 persen (2,4
juta) keluarga nenjadi anggota BKB aktif, 38 persen
(1,0 juta) keluarga nenjadi anggota BKR aktif, dan 41
persen (0,9 juta) keluarga nenjadi anggota BKL aktif;

I ntensi fi kasi advokasi dan kornuni kasi, informasi, dan
edukasi (KIE) Program KB Nasional dengan target 14.300
desa/ kel urahan nemliki tokoh agana/tokoh masyarakat
yang nel akukan advokasi dan KIE KB;

Penguatan jejaring operasional i ni | apangan yang
berbasis masyarakat dengan target peningkatan jum ah
Pengawas Petugas Lapangan KB (PPLKB) dan Petugas
Lapangan KB (PLKB)/Penyuluh KB (PKB) vyang terlatih
sebanyak 26.500 petugas;

Pendat aan kel uarga dan individu dalam keluarga dengan



target 73.500 desal/kel urahan nel aksanakan pendat aan dan
menpunyai data kel uarga yang terkini;

g. Peni ngkat an konpet ensi petugas dan pengel ol a program KB
dengan target 26.500 PPLKB dan PLKB/ PKB nenenuhi
st andar konpet ensi ;

h. Pengadaan al at/ bahan sarana pel ayanan program KB dengan
target tersedianya sarana penunjang pelayanan program
KB dan pengenbangan sistem i nfornasi program KB
berbasis informasi dan teknologi (IT) di pusat dan 33
provi nsi .

V. PENI NGKATAN EFEKTI VI TAS PENANGGULANGAN KEM SKI NAN
Prioritas penbangunan tahun 2008 ini ditenpuh dengan fokus
dan sebagai beri kut :

SASARAN

Sasaran penbangunan yang akan dicapai dalam Prioritas
Peni ngkat an Ef ektivitas Penanggul angan Keni ski nan pada tahun
2008 adal ah neni ngkatnya kesejahteraan penduduk m skin,
sehi ngga nenurunkan angka kem skinan nenjadi antara 15,0 -
16, 8 persen.

ARAH KEBI JAKAN, FOKUS, DAN KEG ATAN PRI ORI TAS

Dal am rangka nencapai sasaran tersebut ditenpuh arah
kebi j akan sebagai mana tercantum dal am berbagai progr am
penbangunan dengan fokus dan Kkegiatan prioritas sebagai

beri kut
Fokus 1 : Stabilitas Harga Bahan- bahan Pokok
a. Penyedi aan cadangan beras Penerintah 1 juta ton dengan
target tersedi anya cadangan beras sehingga nencapai 1
juta ton.
b. St abi | i sasi harga  konoditas Prima el al ui Dana
Penguat an  Modal Lenmbaga Usaha  Ekonom Per desaan

(DPM LUEP) dengan target pelaksanaan penbelian gabah
pet ani sebanyak 130 ribu ton, jagung 35 ribu ton di 27

provi nsi .

Fokus 2 : Mendorong Pertunbuhan Yang Pro- Rakyat M skin

a. Penyedi aan dana bergulir untuk kegiatan produktif skala
usaha mkro dengan pola Dbagi hasi | / syariah dan

konvensi onal termasuk perenpuan pengusaha (PNPM P)
kepada 75.000 usaha m kro nelalui 3000 koperasi LKM

b. Bi nbi ngan teknis/pendanping dan pelatihan pengelola
Lenbaga Keuangan M kro (LKM kepada 1.000 LKM Koper asi
Si mpan Pi nj am (KSP) ;

C. Pel ati han fasilitator budaya/notivasi usaha dan teknis
manaj enen usaha mkro nelalui koperasi dengan sasaran
kepada 1.000 koperasi;

d. Ri ntisan sentra-sentra produksi di daerah terisolir dan
tertinggal kepada 75 sentral/koperasi;
e. Fasilitasi Pengenbangan penmasaran usaha mkro nelalu

koper asi dengan sasaran kepada 250 koperasi;
f. Penber dayaan ekonom nasyarakat pesisir dengan target
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pel aksanaan penberdayaan di 15 Solar Packaged Deal er
Nel ayan (SPDN), 100 kedai pesisir, dan bantuan sosi al
yang tersebar di 100 kabupaten/ kot a;

Pengenbangan wusaha perikanan skala kecil pada 100
kel onpok nelayan dan penbudi daya ikan untuk konsunsi
masyar akat di 50 kab/ kot a;

Peni ngkat an akses informasi dan pel ayanan pendanpi ngan
penber dayaan dan ketahanan Kkeluarga dengan target 57
persen (1,2 juta) keluarga Pra-Sejahtera dan Kel uarga
Sejahtera 1 (KS-1) anggota usaha peni ngkatan pendapat an
kel uarga sejahtera (UPPKS) aktif berusaha,;

Per cepat an pel aksanaan pendaf t ar an t anah unt uk
1.051.000 sertifikat tanah dan 500 ribu ha peta dasar
pendaftaran tanah, dan 3.072 titik KDKN

Peni ngkat an koor di nasi penanggul angan kem ski nan
ber basi s kesenpat an berusaha bagi nasyarakat m skin

Menyenpur nakan dan  Menperluas Cakupan Program

Penbangunan Ber basi s Masyar akat

a.

Fokus 4
Dasar
a.

Program Nasional Penberdayaan Masyarakat di daerah
perdesaan (Program Pengenbangan Kecamat an) dengan
target penyediaan bantuan |angsung nasyarakat dan
bantuan teknis kepada masyarakat mskin di 2.389
kecamat an

Program Nasional Penberdayaan Masyarakat di daerah
per kotaan dengan target penyediaan bantuan | angsung
masyar vkat dan bantuan teknis kepada nmasyarakat m skin
di 3.581 kel urahan;

Program Pengenbangan | nfrastruktur Sosi al Ekonom
Wl ayah (RISE) dengan target penyedi aan bantuan teknis
di 237 kecamat an

Program Penbangunan Daerah Terti nggal dan Khusus
(SPADA) dengan target penyediaan bantuan | angsung
masyar akat dan bantuan teknis kepada nmasyarakat m skin
di 186 kecamatan di 32 kabupaten di 8 provinsi;
Penyenpurnaan dan penmantapan program penbangunan
ber basi s masyarakat dengan target perwijudan koordi nasi
program penbangunan ber basi s masyar akat secara
sistemati s.

Meni ngkat nya Akses Masyarakat M skin Kepada Pel ayanan

Penyedi aan beasiswa bagi siswa mskin pada |enjang
pendi di kan dasar bagi 1,3 juta siswa SD dan 499 ribu
siswa SMP, serta bagi 360 ribu siswa M dan 280 ribu
si swa Mrs.

Beasi swa untuk siswa mskin jenjang Sekolah Menengah
At as/ Sekol ah Menengah Kej ur uan/ Madr asah Aliyah
(SMY SMK/ MA) dengan target penyedi aan beasi swa bagi 732
ribu siswa SMAV SMK serta bagi 210 ribu serta bagi 210
ri bu siswa MA

Beasi swa unt uk mahasi swa m ski n dan beasi swa
berprestasi dengan target penyediaan beasiswa bag
161,7 ribu nahasiswa di perguruan tinggi (PT) serta



Fokus 5 :

VI .

bagi
a.

48,9 ribu mahasiwa di perguruan tinggi agama (PTA);

Pel ayanan kesehat an rujukan bagi keluarga m skin secara
cuma-cuma di kelas 111 rumah sakit dengan target
penyedi aan pel ayanan kesehatan bagi penduduk m skin
pada 76,8 juta penduduk m skin;

Pel ayanan kesehatan dasar bagi keluarga mskin secara
cuma-cuma  di Puskesmas pel ayanan kesehatan bag

penduduk m skin pada 76,8 juta penduduk m skin;

Jam nan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat m skin
dengan target penyedi aan pelayanan kontrasepsi gratis
bagi 813.650 peserta KB baru (PB) mskin dan 9.543.600
peserta KB aktif (PA) m skin.

Menbangun dan Menyenpur nakan Sistem Perlindungan Sosi al
Masyar akat M skin

Peni ngkat an kapasi t as kel enbagaan pengar usut anaan
gender (PUG dan anak (PUA) dengan target penbentukan
Pusat Pel ayanan Ter padu Penberdayaan Perenpuan dan Anak
(P2TP2A) di 15 provinsi dan di 40 kabupaten/ kot a.

Penber dayaan sosi al keluarga untuk fakir m skin,
konmunitas adat terpencil, dan penyandang nasal ah
kesej aht eraan  sosi al | ai nnya. Menyedi akan  bant uan
sosial untuk fakir mskin, kormunitas adat terpenci
(KAT), dan penyandang nasalah kesejahteraan sosia
(PMKS) di beberapa kabupat en/ kot a;

Bant uan sosial untuk masyarakat rentan, korban bencana
al am dan korban bencana sosi al dengan target
penyedi aan bantuan sosial untuk nmasyarakat rentan,
korban bencana alam dan korban bencana sosial di
beber apa kabupat en/ kot a;

Peni ngkat an pel ayanan sosial dasar bagi penyandang
masal ah kesejahteraan sosial (PMKS) ternmasuk anak
| anj ut usia dan penyandang cacat;

Penyedi aan bantuan tunai bagi rumah tangga sangat
m skin (RTSM yang menenuhi per syar at an pada
peneri ksaan kehamlan ibu, inunisasi dan peneriksaan
rutin balita, nenjam n keberadaan anak usia sekol ah di
sekol ah dasar (SD/ madrasah ibtidaiyah (M) dan sekol ah
menengah pertama (SMP)/madrasah tsanawi yah (MIs) serta
bantuan tunai bagi 1,5 juta RTSM

Pendat aan pel aksanaan Program Keluarga Harapan/ PKH
(bantuan tunai bagi RTSM yang nenenuhi persyaratan)
dengan target 1,5 juta RTSM

Penyal uran beras Dbersubsi di untuk keluarga m skin
(raski n) unt uk menj an n ket er sedi aan ber as dan
kebut uhan pokok bagi rumah tangga m skin

Pengurangan pekerja 'anak dalam rangka nmendukung PKH
dengan target tersedianya pendidikan bagi anak yang
bekerja di 7 provinsi.

PEMBERANTASAN KORUPSI, DAN PERCEPATAN PELAKSANAAN REFCRNVASI
Bl ROKRAS



SASARAN
Sasaran penbangunan yang akan di capai dalam priorita
Penber ant asan Korupsi, dan Percepatan Pel aksanaan Refornasi
Bi rokrasi pada tahun 2008 adal ah sebagai beri kut
1. Menurunnya tindak pi dana korupsi yang tercermn dari

a. Tunmbuhnya ikl i mtakut korupsi;

b. Meni ngkat nya I ndeks Per sepsi Kor upsi (1 PK)
t erhadap | ndonesi a;

C. Meni ngkat nya parti si pasi masyar akat dal am
penber ant asan kor upsi ;
2. Meni ngkatnya  kinerja birokrasi peneri ntahan dal am

mendukung pel aksanaan penbangunan di bi dang- bi dang
| ai nnya, yang antara | ain ditandai dengan:

a. Maki n efisien dan efektifnya penggunaan anggar an;

b. Ber kurangnya penyal ahgunaan kewenangan (KKN) di
| i ngkungan bi rokrasi pemerint ahan;

C. Meni ngkatnya kinerja birokrasi, antara |ain dal am

menberi kan pel ayanan publi k.

ARAH KEBI JAKAN, FOKUS, DAN KEG ATAN PRI ORI TAS

Dal am rangka nencapai sasaran penbangunan tersebut ditenpuh
arah kebijakan sebagai nana dal am Bab 13, Buku Il dengan fokus
dan kegi atan prioritas sebagai berikut

Fokus 1 : Peni ndakan Ti ndak Pi dana Kor upsi

a. Peni ndakan terhadap pel aku tindak pidana korupsi pada 5
(l'ima) penggunaan APBN terbesar dan sektor peneriman
Negara dengan target penyel esaian penindakan terhadap
pel aku korupsi pada |im pengguna APBN terbesar dan
sekt or peneri maan negar a.

Fokus 2 : Pencegahan Ti ndak Pi dana Kor upsi

a. Menper cepat | angkah-| angkah pencegahan tindak pidana
kor upsi , mel anj ut kan pel aksanaan kanpanye publ i k
Rencana  Aksi Nasi onal Penber ant asan  Kor upsi pada
i nstansi/l enbaga  Penerintah Pusat dan penyusunan
Rencana Aksi Daerah Penberantasan Korupsi untuk masal ah
di bidang pertanahan, investasi; Pengadaan barang dan
j asa; perpajakan dan Sanmsat dengan target neningkatkan
pemahaman dan inisiatif instansi/lenbaga dan RAD PK
pada 5 fokus masal ah pertanahan, investasi, pengadaan
barang dan jasa, perpajakan dan Sasat.

Fokus 3 : Penyenpurnaan undang-undang yang nenghanbat upaya
per cepat an penber ant asan kor ups

a. Per cepat an penyenpurnaan Undang-Undang Nonmor 31 Tahun

2001 tentang Penberantasan Tindak Pidana Korupsi Kitab

Undang- Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nonor 30

Tahun 2002 tentang Kom si Penber ant asan  Kor upsi,

Undang- undang  Nonor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang- undang Hukum Acara Pidana dengan target

t ersusunnya undang-undang yang |ebih manpu nendukung



pel aksanaan penber ant asan kor upsi .

Fokus 4 : Peningkatan partisipasi mnmasyarakat dal am penberant asan
kor upsi
a. Menper cepat penerbitan per at ur an pel aksanaan
Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
peraturan pel aksanaan Undang-undang tentang Kebebasan
Menperol eh Informasi Publik dengan target terciptanya
payung hukum yang kuat bagi masyarakat wuntuk |ebih
ber parti si pasi dal am penber ant asan kor upsi ;
b. Penyebaran isu strategi s dal am rangka pencegahan ti ndak

pi dana kor upsi pada masyar akat dengan t ar get
tersosi al i sasi nya budaya anti korupsi pada masyar akat .

Fokus 5 : Peni ngkatan Kual itas Pel ayanan Publ ik

a.

Fokus 6 :

a.

Meni ngkat kan  kualitas pelayanan publik di bi dang
i nvestasi, perpajakan dan kepabeanan, Sansat (sistem
adm ni strasi satu atap), pengadaan barang dan |asa
peneri ntah/ publi k, dengan target neningkatnya kualitas
pel ayanann publik di bidang pertanahan, investasi,
per paj akan dan kepabeanan. Sansat dan pengadaan barang
dan jasa penerintah/ publik;

Meni ngkat kan  kualitas pelayanan publik di bi dang
Pertanahan dengan target nmenerbitkan 2.209 juta
sertifikat (bidang) tanah kepada nasyar akat.

Peni ngkat an kapasitas aparat penerintah daerah dalam
penerapan Standar Pelayanan Mninmal (SPM di daerah
(bidang kesehatan dan pendi di kan) dengan target
meni ngkat nya kapasitas aparat penerintah daerah di 15
provinsi dal am nenerapkan SPM (bidang kesehatan dan
pendi di kan) di daerahnya;

Penyenpur naan Sistem Koneksi (inter-phase) Nonor | nduk
Kependudukan (NI K) yang terintegrasi antar instansi
yang terkait dengan target terbentuknya Sistam Koneks
(i nter-phase) Nonor |Induk Kependudukan (N K);

Meni ngkat kan kual i tas pel ayanan publik di bidang hukum
mel al ui pengenbangan si stem pel ayanan ber basi s
teknol ogi informasi (secara on-line) untuk nenpercepat
proses perijinan berbentuk badan hukum Perseroan
Ter bat as, yakni berupa pengenbangan Sistem Adm ni strasi
Badan Hukum (S1SM NBAKUM) serta pengenbangan sistem
pel ayanan hukum bidang Hak atas Kekayaan I ntel ekt ual
(HKI') sebagai upaya nenpercepat ikliminvestasi.

Peni ngkat an Ki nerja dan Kesej aht eraan PNS

Penyenpurnaan sistem renunerasi PNS vyang |ayak dan
dapat nendorong peningkatan kinerja dengan target
penet apan sistem renunerasi PNS yang |ayak dan dapat
mendor ong peni ngkat an ki nerj a;

Penyenpurnaan sistem penilaian kinerja PNS, untuk
mengganti kan sistem DP3 yang dinilai tidak akuntabel
dengan target penetapan sistem penilaian kinerja PNS
yang akunt abel ;

Penyenpur naan Undang- Undang Nonor 43 Tahun 1999 dengan



target tersusunnya Rancangan Undang-Undang Pokok-pokok
Kepegawai an pengganti Undang-undang Nonor 43 Tahun
1999.

Fokus 7 : Penataan Kel enbagaan, Ketatal aksanaan dan Pengawasan

VI,

ARAH

Aparatur Negar a
Penyusunan pedonan penerapan sistem nanajenen kinerja
untuk instansi penerintah dengan target tersusunnya
pedoman penerapan sistem nanajenen kinerja untuk
I nstansi peneri nt ah;

b. Penyusunan sistem pengawasan penerintah dengan target
t er susunnya si stem pengawasan peneri nt ah yang
efisiensi, efektif dan tidak tunpang tindih, serta yang
dapat nmendor ong peni ngkat an ki nerja I nst ansi
peneri nt ah;

C. Penat aan kel enbagaan quasi birokrasi dan kel enbagaan
bi rokrasi dengan target berkurangnya tunpang tindih
tugas dan fungsi |enbaga/badan quasi birokrasi dan
| enbaga- | enbaga di dal am bi r okr asi

PENGUATAN KEMAMPUAN PERTAHANAN DAN PENMANFAATAN KEAMANAN DALAM
NEGERI

SASARAN

Sasaran yang akan di capai dalam prioritas penguatan kemanpuan

pertahanan dan pemantapan keamanan dal am negeri pada tahun

2008 adal ah sebagai beri kut

1. Tercapai nya tingkat kapasitas alutsista pertahanan dan
keamanan yang manpu nenghadapi ancaman pertahanan dan
keamanan secara |lebih optimal termasuk dalam ha
mendukung kesi apan pencegahan dan penanggul angan
terorisne.

2. Meni ngkat kan efektivitas dan intensitas penjagaan dari
pel anggaran wilayah dan kedaulatan serta tindak
kej ahatan transnasional di wlayah yurisdiksi |aut dan
wi | ayah-w | ayah per bat asan;

3. Menguat nya penghayatan terhadap ideologi bangsa, dan
pluralitas bangsa yang pada akhirnya akan nendukung
kondi si keamanan dan keterti ban masyar akat ;

4. Tertangkapnya pelaku utama aksi-aksi terorisne dan
t erbongkarnya jaringan utama terorisnme di |ndonesi a;
5. Meni ngkat nya kerjasanma pencegahan dan penanggul angan

terorisnme regional maupun gl obal dalam rangka neredam
aksi-aksi terorisne dalam negeri yang terkait dengan
jaringan terorisne internasional;

6. Senmaki n mant apnya kondi si kemanan dal am negeri .

KEBI JAKAN, FOKUS, DAN KEQ ATAN PRI ORI TAS

Dal am nencapai sasaran tersebut ditenpuh arah kebijakan
sebagai mana tercantum dal am Bab 3, Bab 4, Bab 5, dan Bab 6,
Buku Il dengan fokus dan kegi atan prioritas sebagai berikut:

Fokus 1 : Peningkatan kemanpuan alutsista TNl dan Alut Polri serta

Peni ngkat an peran industri pertahanan nasi onal dal am nenenh



kebut
a.

Fokus 2
praju
a.

Fokus 3
terlu
a.

uhan alutsista TNl dan alut Polri

Penggantian dan Pengenbangan Alutsista TN  dengan
target Kkesiapan alutsista integratif TN nenjadi 40
persen dari jum ah saat ini, kesiapan alutsista TNl AD
menjadi 38 persen dari jumah saat ini, Kkesiapan
alutsista TNl AL nenjadi 41 persen dari jum ah yang ada
saat ini, kesiapan alutsista TNl AU nenjadi 43 persen
dari jum ah yang ada saat ini;

Pengenbangan peralatan Polri dengan target Kkesiapan
peral atan Polri nmencapai 70 persen dari kondisi yang
ada saat ini;

Pengenbangan sistem industri pertahanan dengan target
di t et apkannya sejum ah peraturan perundangan yang
mengat ur nmekani sme pengenbangan i ndustri pertahanan;
Pemanfaatan fasilitas peneliharaan dan penyerapan
secara signifikan produk industri pertahanan nasional
dengan target neningkatnya jum ah dan jenis alutsista
TNl dan alut Polri industri pertahanan nasional untuk
menper kuat si stem pertahanan dan keananan.

Pengenbangan prof esional dan peni ngkatan kesej ahteraan
rit TNl dan anggota Pol ri

Pengenbangan profesionalitas personil TN dan Polri
dengan target terpeliharanya kekuatan dan kemanpuan
prajurit TNl dan anggota Polri;

Penbangunan dan pengenbangan fasilitas TN dan Polri
dengan target tersedianya secara nenmadai barak, rumah
di nas, atau bangunan-bangunan konmando, serta pusdi Kkl at
dan rumah sakit.

Pengamanan batas negara pada sekitar pul au-pul au keci
ar dan w | ayah-wi | ayah perbat asan

Peni ngkatan kualitas dan kuantitas pos-pos pertahanan
dal am rangka pencegahan terjadi nya pel anggaran wilayah
dan kedaul atan dengan target penbangunan pos |intas
batas (PLB) baru pada jalur-jalur lintas batas
tradi si onal dan peni ngkatan kualitas PLB yang tel ah ada
dengan prioritas wlayah perbatasan RI-Mlaysia di
Kal i mantan, RI-Tinor Leste di NIT, R dan PNG di Papua;

Peni ngkat an oper asi onal penj agaan dan pengawasan
aktivitas asi ng di pul au- pul au terl uar dan
wi | ayah-w | ayah per bat asan dengan t ar get
t ersel enggaranya perjagaan dan pengawasan aktivitas
asing di pul au-pulau terluar dan wlayah-w | ayah
per bat asan;

Peni ngkat an kerj asana bi | at er al penganmanan di
wi | ayah-w | ayah per bat asan mel al ui peni ngkat an
kerjasama bil ateral nmel al ui forum General Bor der
Conmttee (GBC) Indonesia - Malaysia, Joint Border

Conmttee (JBC) Indonesia-PNG JBC |ndonesia-Tinor
Leste. Joint Wrking Goup (JWS Indonesia-Philipina,
dan Sosial Ekonom Mal aysi a-1ndonesia (SOSEK MALI NDO)
serta penbangunan fasilitas pos-pos pernanen penganmanan



Fokus 4 :

a.

Fokus 5

per bat asan dengan prioritas di wlayah perbatasan RI-
Mal aysia, RI-Tinor Leste dan RI-PNG

Peni ngkatan kualitas dan kuantitas pos-pos keamanan
dal am rangka pencegahan tindak kejahatan transnasi onal
dengan target penbangunan pos lintas batas (PLB) baru
pada jalur-jalur lintas bat as tradi si onal dan
peni ngkatan kualitas PLB vyang telah ada dengan
prioritas w layah perbatasan RI-Mlaysia di Kalimantan,
R -Tinor Leste di NIT, R dan Papua New Gui nea (PNG di
Papua.

Penanggul angan dan pencegahan gangguan keamanan | aut
Pengenbangan prasarana dan sarana termasuk early

war ni ng system dengan pengadaan kapal mar kas,
penbentukan UPT di 6 provinsi, terbangunnya stasiun
koor di nasi keamanan |aut, pengadaan early warning
system

Qperasi  bersama keamanan |aut dan penegakan hukum di
wi layah laut Indonesia dengan target neningkatnya

i ntensifikasi operasi bersama keamanan | aut;
Pengenbangan sistem pengawasan dan pengendal i an sunber

daya kel aut an dan peri kanan dengan t ar get
t er sel enggar anya 180 har i oper asi t er padu

t eroperasi kannya 21 kapal pengawas, terbentuknya 132
kel onpok masyakar at pengawas, t er sel enggar anya

pent aat an dan penegakan hukum di 5 unit kerja peradilan
peri kanan dan pengenbangan 5 UPT pengawas.

Pencegahan dan penberantasan narkoba dan kejahatan

t ransnasi onal | ai nnya

a.

Fokus 6 :

a.

Peni ngkat an kual i tas penegakan hukum di bi dang nar koba
dengan target neningkatnya jum ah penyel esai an perkara
kej ahat an di bi dang nar koba;

Peni ngkat an pel ayanan terapi dan rehabilitasi kepada
penyal ahguna (kor ban) nar koba dengan t ar get
bertanbahnya jum ah dan per | engkapan pusat - pusat
pel ayanan terapi dan rehabilitasi korban penyal ahguna
nar koba;

Penyel enggaraan kanpanye nasional dan sosialisasi ant
nar koba dengan target bertanbahnya nasyarakat yang
nmengerti dan sadar bahaya narkoba;

Penyebaran i nf or masi tentang bahaya penyal ahgunaan
Nar koba dengan target tersosialisasinya pencegahan
penyal ahgunaan nar koba di sel uruh I ndonesi a;

Pengamanan Kawasan Hutan Operasi hutan lestari 100 kal
di 10 provinsi paling rawan, khususnya di hutan
I i ndung, operasi gabungan 150 kali di 10 provinsi.

Penyel esai an dan pencegahan konflik

Penguat an Penghayat an |deol ogi Pancasila dengan target
terl aksananya disemnasi informasi tentang i deol ogi
Pancasi |l a nel al ui nedi a massa dan di al og.

Peni ngkat an Pel aksanaan Sosi alisasi Wawasan Kebangsaan
dengan target terl aksananya sosi alisasi/desim nas



Fokus 7

i nformasi wawasan kebangsaan nelalui nmedia massa dan
di al og;

Peni ngkat an Pel aksanaan Sosi alisasi Wawasan Kebangsaan
dan Cinta Tanah Air dengan target terlaksananya program
cinta tanah air dan wawasan kebangsaan oleh 200
O mas/ LSM

Penyedi aan Sarana, Prasarana dan Peni ngkatan kapasitas
SDM Aparatur Media Center di Poso, Papua, Ml uku,
Mal uku Utara, dan NIB serta Daerah Perbatasan dan
Daerah  Terti nggal dengan target terbangunnya dan
berfungsinya Media Center di 10 pr ovi nsi dan

t er sedi anya i nf or masi dan SDM apar at ur yang
ber kual i t as;
Peni ngkat an Kapasi t as Masyar akat Si pi | Dal am

Penyel esai an Konf i k dengan target t er|l aksananya
pendi di kan masyar akat dal am pencegahan dan penyel esai an
konflik;

Penguat an Ruang Publi k bagi pencegahan dan Penyel esai an
Konfli k dengan target terlaksananya forum bersana antar
umat beragana dan dialog di 6 | okasi;

Pengefektifan Sistem Kewaspadaan Dini Sosial Politik
dengan target berfungsinya sistem kewaspadaan dini
sosial politik secara efektif;

Peni ngkat an Koordi nasi dan Konuni kasi Berbagai Pi hak
dal am Penyel esai an konflik dengan target neningkatnya
Kapasitas Desk Aceh, Desk Papua, Desk Sulteng. Desk

Perbatasan dan Pulau Terl uar/kecil dan koor di nasi
penyel esai an konflik | ai nnya.
Pemant apan comunity pol i ci ng dan t okoh- t okoh

masyar akat serta konponen-konponen nmasyarakat | ainnya
dengan target nmakin berperannya tokoh-tokoh nasyarakat
serta  konmponen- konmponen masyar akat | ai nnya dal am
mencegah dan nenanggul angi gangguan keanmanan dan
keterti ban nmasyar akat .

Penanggul angan dan pencegahan tindakan terorisne serta

peni ngkat an kerjasama i nternasional dal am penanggul angan dan
pencegahan ti ndakan terorisne

a.

Fokus 8 :

a.

Peni ngkat an kel enbagaan Badan Koordi nasi Penanganan

Terorisne dengan t ar get meni ngkat kan koor di nasi
penanganan ti ndak kejahatan terorisne;
Peni hgkatan  pencari an, penangkapan dan penrosesan

t okoh-t okoh kunci operasional terorisnme dengan target
meni ngkatnya junmlah penangkapan dan proses hukum
t okoh-t okoh kunci terorisng;

Kerjasana bil ateral dal am hal penanggul angan dan
pencegahan aksi-aksi terorisnme serta kerjasama kawasan
dan regional dal am penanggul angan dan pencegahan
aksi - aksi terorisne dengan t ar get nmeni ngkat nya
penanganan terorisnme yang bersifat |lintas negara serta
menur unnya potensi aksi terorisne |intas negara.

Penguatan intelijen untuk mewj udkan keanmanan nasi ona
Meni ngkat nya sarana dan prasarana intelijen pusat dan



VI,

daerah dengan target neningkatnya kemanpuan | enbaga dan
SDM intelijen pusat dan daerah, neningkatnya kemanpuan
intelijen TN, terbangun sistem informasi intelijen
pert ahanan, neni ngkat nya kemanpuan intelijen Polri;
Operasi  dan koordinasi dalam hal deteksi dini untuk
nmeni ngkat kan kearmanan, Kketertiban, dan nenanggul angi
krimnalitas, mencegah dan nenanggul angi konfl ik,
separatisme, dan terorisne dengan target teredanmya
pot ensi gangguan keamanan, Kketertiban, krimnalitas,
konfl ik, separati sne, dan terorisne, terdeteksinya
ancanman gangguan pertahanan negara, terdata dan
ternonitornya pelaku tindak pidana, terdeteksi dan
t erungkapnya j ari ngan peredaran gel ap nar koba.

PENANGANAN BENCANA, PENGURANGAN RI SI KO BENCANA, DAN
PENI NGKATAN PEMBERANTASAN PENYAKI T MENULAR

SARAN

Sasaran yang akan dicapai dalam prioritas Penangan
Bencana, Pengurangan R siko Bencana, dan Peningkatan
Penber ant asan Penyakit Menul ar pada tahun 2008 terbagi
menj adi tiga sasaran utana.

a. Meni ngkat nya ki nerja penanganan pasca bencana bai k
pada tahap tanggap darurat rmaupun penul i han,
khususnya dalam penyel esaian rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana di wlayah Nanggroe
Aceh Darussal am (NAD) dan Kepul auan Ni as, serta di
Daerah |stinewa Yogyakarta dan Jawa Tengah;

b. Meni ngkat nya kesi apsi agaan dal am menghadapi
bencana nelalui penerapan Rencana Aksi Nasiona
Pengurangan Resi ko Bencana, di antaranya dengan
pendayagunaan penataan ruang w |layah, koordi nasi
kel enbagaan antar daerah, dan pemanfaatan berbaga
teknol ogi yang terkait upaya pengurangan risiko
bencana;

C. Meni ngkat nya penber ant asan penyaki t menul ar,
khususnya fl u burung.

Dal am pencapai an sasaran pertama untuk neni ngkatnya
kinerja penanganan pasca bencana, khususnya dal am
penyel esai an kegi atan rehabilitasi dan rekonstruksi di

wi | ayah NAD dan Kepul auan N as, akan di upayakan untuk

di sel esai kannya penbangunan perumahan: dil anj ut kannya
penyel esai an rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan
prasarana wi |l ayah seperti jalan dan jenbatan, pel abuhan
| aut dan pel abuhan udara, dan tel ekomuni kasi; pulihnya
fasilitas dan pelayanan sosial budaya kemasyarakatan
dan pulihnya perekonom an di tingkat nasyarakat; serta
secara konsisten ditingkatkannya kapasitas penerintah
daerah dal am rangka nenyi apkan peralihan tanggungjawab
setelah sel esainya mnandat Badan Rehabilitasi dan
Rekonst r uksi NAD dan N as di tahun 2009 (exit
strategy). Sedangkan dalam kaitannya dengan penanganan
pasca bencana khususnya di Provinsi Daerah |[stinmewa



Yogyakarta dan Jawa Tengah, akan di upayakan penbangunan
perumahan dan pernuki man khususnya mnasyarakat m skin
dan kelonpok rentan |ainnya serta pada kawasan yang
mengalam kerusakan yang paling parah. Terpenuhi nya
ket ersedi aan sarana dan prasarana pendukung perunmahan

dan pernuki man seperti air bersih, sani t asi dan
drai nase. Terpenuhinya penyedi aan sarana dan prasarana
pendi di kan dan kesehatah bagi nmasyarakat; pulihnya

prasarana pelayanan sosial untuk masyarakat korban
bencana dan kel onpok mnasyarakat yang rentan; pulihnya
prasar ana pendukung per ekonom an yang mel i puti
per dagangan (pasar), keuangan perbankan, kelistrikan,
prasar ana pendukung pertani an, dan prasar ana
t el ekomuni kasi unt uk mendukung revitalisas

per ekonom an; tersel esai kannya penbangunan prasarana
keagamaan, pemulihan beberapa wari san budaya; pulihnya
prasarana ketertiban, keamanan, dan peradilan bag

masyar akat ; pul i hnya prasar ana dan pel ayanan
peneri ntahan; pulihnya aktivitas sektor produksi dan
jasa yang nemliki pot ensi | apangan kerja besar
khususnya Industri kecil, pariw sata dan pertani an; dan
pul i hnya pel ayanan | enbaga keuangan dan perbankan bagi
akses pernodal an untuk usaha kecil dan nmenengah yang
t erkena danpak bencana.

Senmentara dalam pencapaian sasaran kedua, unt uk

meni ngkat nya kesi apsi agaan dal am nenghadapi bencana
nmel al ui  penerapan Rencana Aksi Nasional Pengurangan
Ri si ko Bencana  akan di ar ahkan pada ket erpaduan

koor di nasi kel enbagaan, dan pemanf aat an ber bagai
t eknol ogi yang terkait upaya pengurangan risiko
bencana, pendayagunaan penataan ruang Ww | ayah sebagai
pedonman penyel enggar aan penbangunan spasi al dan
sentral. Oeh karena itu, pengurangan risiko bencana
terbagi ke dal am subsasaran berikut ini : Mningkatnya
kapasitas dan koordinasi kel enbagaan penataan ruang
yang antisipatif t er hadap mtigasi bencana dan

penyel esai an konflik penmanfaatan ruang; neningkatnya
dayaguna RTRW sebagai kebijakan strategi spasial dari
program program sektoral, neningkatnya efektivitas dan
| egal i tas kel enbagaan pengendal i an penanfaatan penat aan
ruang; serta nmeningkatnya upaya penyediaan data dan
i nformasi spasi al .

Sel anjutnya dalam sasaran ketiga, untuk nmeningkatnya
penberantasan penyakit nmenular yang secara Kkhusus
di arahkan pada : terl aksananya survail ans; nmeni ngkatnya
nuni kasi, 1 nformasi dan edukasi; neningkatnya kapasitas
pel aksana/ pengawas kesehat an unggas di | apangan,
pet ugas kesehatan hewan dan fasilitas kesehatan hewan,
tertanganinya virus flu burung pada unggas; tersedi anya
sarana dan prasarana penanganan kasus di rumah sakit;
t er sedi anya obat flu bur ung, t ert angani nya
pasi en/ penderita penyakit flu burung; meni ngkat nya
peran Penda dalam penanganan kasus flu burung d

wi | ayahnya,; dan meni ngkatnya  kual i tas koor di nasi



penanganan virus flu burung di tingkat nasional dan
daer ah.

ARAH KEBI JAKAN, FOKUS, DAN KEG ATAN PRI ORI TAS
Dal am nmencapai sasaran tersebut di atas ditenpuh arah
kebi j akan sebagai mana tercantum dalam Bab 33 Buku I1,
dengan fokus dan kegi atan prioritas sebagai berikut

Fokus

Percepatan pel aksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana tsunam di NAD N as

a.

Fokus

Peni ngkat an, pengenbangan dan pnguatan | andasan
penul i han NAD- Ni as yang ber kel anj ut an dan

berwawasan |ingkungan dengan target: semaki n
bai knya kinerja dan pelayanan infrastruktur di 6
wi |l ayah  dan 23  kabupat en/ kot a; meni ngkat nya

koordi nasi serta kerjasama tingkat wlayah antara
peneri ntah daerah, donor dan NGO di 6 w layah dan
23 kabupat en/ kot a; ber si ner gi nya penbangunan
i nfrastruktur dan prasarana |ayanan publik di 6
wi |l ayah  dan 23  kabupaten/kota terlaksananya
pengendal i an program dan pener apan si stem
akunt abi l i tas pel aksanaan rehabi l it asi dan
rekonstruksi di 6 wlayah dan 23 kabupaten/kot a;
ber si nergi nya penbangunan yang sifatnya strategis
dengan penbangunan yang dil aksanakan di 6 w | ayah
dan 23 kabupat en/ kot a;

Peni ngkat an kehi dupan masyarakat dan pengenbangan
wi | ayah NAD-Ni as pasca bencana dengan target:
terealisasinya total 8.000 rumah baru dan penyewa;
t er bangunnya PSD 461 paket ; rehabi litasi/
rekonstruksi jalan nasional 232 km jalan provinsi
243 km di Provinsi NAD, jalan provinsi di N as 168
km jalan kabupaten NAD Nias 864 km tersedianya
runway bandara Sultan |skandar Muda dengan
kapasi tas Ai rbus A340; terbangunnya pel abuhan | aut
Lhok-semauwe (untuk industri); Meulaboh, Calang
dan Sabang (untuk logistik); dan Langsa (untu
CPO); tersedianya sarana kerja penerintah untuk
545 daerah dan 5 unit peralatan mtigasi bencana
untuk mendukung pelayanan publik; tersedi anya
sarana dan prasarana sistem kehumasan untuk 15
kantor Penda dan 27 forum konuni kasi; terbangunnya
15 kant or/ gedung Peneri nt ah.

b Percepatan pel aksanaan rehabilitasi dan

rekonstruksi pasca bencana genpa di D Y-Jateng, serta
pasca bencana al am | ai nnya di berbagai daerah

a.

Penyel esai an penbangunan, rehabi | i t asi dan
r ekonst r uksi per umahan dan prasar ana dasar
di antaranya nelalui penanganan jenbatan Janti;
penataan |ingkungan pernuki man dengan target

penataan rumah dan prasarana dasar di DY dan
Jat eng, penbangunan perumahan bagi masyar akat



Fokus 2 :

korban bencana serta penbangunan sarana dan
prasarana ketenagalistrikan

Peni ngkat an pel ayanan dasar bagi mnasyarakat yang
mel i puti pel ayanan  pendi di kan, dan pel ayanan
kesehat an nmel al ui : rehabi | i tasi sar ana dan
prasarana pendi di kan dasar bagi korban bencana di
DY dan Jateng; rehabilitasi sarana dan prasarana
pendi di kan nenengah bagi korban bencana di DY dan
Jateng; peni ngkatan sarana dan prasarana pel ayanan
kesehat an dasar dengan t ar get t ersedi anya
puskesmas, poskedes, dan rumah dinas dokter; dan
jam nan KB berkualitas bagi rakyat m skin dengan
target tersedianya sarana dan prasarana kel uarga
berencana serta al at/obat kontrasepsi;

Fasi |l it asi pengenbangan kapasi t as apar at ur
peneri nt ah daer ah dal am memant apkan
penyel enggaaraan penerintah di wi | ayah  pasca
bencana dengan target terbangunnya sarana dan
prasarana penerintahan pasca bencana di kabupaten
Al or, Nabi r e, Gunung  Ki dul, Kl at en, G am s,
Clacap, Bantul, Kota Sol ak, Kota Bukittinggi dan
Kota Padang panjang; dan penbangunan gedung dan
penbangunan prasarana dengan target rehabilitasi
kantor BPKP di Provinsi DY;

Bant uan nodal pasca bencana untuk usaha m kro dan
keci| dengan target tersedi anya bantuan nodal pada
100 koperasi ;

Peni ngkat an kehi dupan sosial ekonom nasyarakat
dan pengenbangan wilayah nelal ui: peni ngkat an
kapasi t as kel enbagaan kualitas hi dup dan
perlindungan per enpuan ( KHPP) dengan target
nmeni ngkat nya kapasi t as kel enbagaan KHPP di
Pr ovi nsi DY, dan pemulihan beberapa warisan
budaya yang rusak dengan target terlaksananya
penul i han benda cagar budaya di bawah pengel ol aan
BP3 DY dan Jateng pendukungan untuk pemnulihan
benda cagar budaya daerah di DY dan Jat eng.

Penj abaran rencana aksi nasi onal pengurangan ri si ko

bencana

a.

Mel et akkan pengurangan risiko bencana sebaga

prioritas nasi onal maupun daer ah dan
i npl ement asi nya dil aksanakan ol eh suatu institusi
yang kuat yang bersifat koordinatif nelalu

Pengenbangan Sistem Manaj enmren Penanganan Bencana
dengan target 30 provinsi serta terbentuknya
| enbaga penanganan bencana dan SDM yang nenaham
penanganan bencana di pusat dan daerah serta
nmenj abar kan Rencana  Aksi Nasi onal Pengur angan
Ri si ko Bencana (RANPRB) ke dalam Rencana AKsi
Daer ah ( RAD) PRB.

Mengi denti fikasi, nengkaji dan nemantau risiko
bencana serta nmenerapkan sistem peringatan dini
mel al ui  pengenbangan sistem deteksi dini tsunam



Fokus 3

(tsunam early warning system TEW5) dengan target
peni ngkat an kapasitas kel enbagaan sistem deteksi
dini tsunam dan 1 sistemintegrasi

Menel i ti gejala alam tsunam dal am rangka
penbekal an pengetahuan bagi nmasyarakat nelal ui
peni ngkat an kesi apsi agaan nasyarakatdi 4 | okasi
prioritas;

Mengur angi cakupan risi ko bencana nel alui mtigasi
bencana |ingkungan |aut dan pesisir dengan target
terl aksananya kegiatan mtigasi bencana |ingkungan
laut dan pesisir di 11 |okasi WIlayah pesisir
rawan bencana.

Pengenbangan kemanpuan kel enbagaan dan SDM dal am

si stem deteksi dini dan mtigasi bencana

a.

Fokus 4:

yang
a.

Peni ngkat an kapasitas aparatur penerintah daerah
dalam Usaha mti gasi bencana dan kebakar an;
penanggul angan pasca bencana alam dan kerusuhan
sosi al ; serta Peni ngkat an pengenbangan dan
pemanfaatan apli kasi t eknol ogi I nf or masi dan
konmuni kasi dal am rangka m tigasi bencana al am
Penyebaran i nfor nmasi pada rmasyarakat nengena
bencana al am dengan target tersebarnya infornasi
bencana al am di sel uruh | ndonesi a; dan
penyenpur nakan pel aksanaan penberi an bant uan
sosial dengan target penberian bantuan kebutuhan
sosial dasar berupa Sandang, pangan, pel atihan
penanganan bencana, dapur urmum  kader karang
taruna;

Dukungan pengenbangan jaringan sistem deteksi dini
dalam rangka kesi apsi agaan dal am nenghadapi
bencana di tingkat daerah dan nasyarakat dengan
penyediaan 38 titik pengamatan pasang Surut, 12
GPS, data CGeo Spasial Pulau Sumatera bagi an barat,
rencana bangun buoy dal am rangka penerapan sistem
deteksi dini dengan target 5 unit bouy dan
manaj enen bencana; pelayanan data dan i nfornmasi
dari satelit penginderaan jarak jauh dalam rangka
penyedi aan data spasial bagi sistem deteksi dini,
pengenbangan tsunam dengan target penyedi aan Peta
Ceospatial data sistem deteksi dini; pengenbangan
Met eorol ogi cal Early Warning System (MEWS) dengan
target terpasangnya dan beroperasinya MEWS di 3
| okasi dan pengenbangan Tsunam Early \Warning
System (TEWS) dengan target terpasang dan nulai
ber oper asi nya TEWS di 160 | okasi serta
terl aksananya sosiali sasi dan sinul asi si stem
peringatan dini di 2 |okasi.

Pendayagunaan penataan ruang nasional dan daerah
ber basi s pengurangan risi ko bencana

Penetaan nultirawan bencana alam terpadu dengan
target tersedi anya peta multirawan bencana terpadu
untuk Pulau Surmatera bagian Barat dan Pul au Jawa



bagi an Sel at an;

Penyusunan rencana tata ruang wi | ayah
kabupat en/ kota berbasis bencana didukung data
spesial nelalui : penyusunan RTRW Kabupat en/ Kot a

berbasi s pengurangan risi ko bencana; penutakhiran
peta dasar rupa bum untuk dasar revisi/penyusunan
peta tata ruang wlayah provinsi dan kabupaten
berbasis bencana dengan target 275 Nonor Lenbar
Peta (NLP) di sebagian Pulau Papua dan sebagi an
Kepul auan Mal uku dan batas wilayah; perencanaan
penat aan ruang |aut, pesisir dan pul au-pul au keci
serta pengel ol aan batas wi | ayah | aut dengan target
fasilitasi penyusunan peraturan daerah tata ruang
| aut dl 25 kabupat en/ kot a; dan penbangunan
Infrastruktur Data Spasial Nasional (IDSN) untuk
mendukung  ber bagai aspek penbangunan wi | ayah
dengan target tersedianya data spasial Pul au
Sumat era bagi an bar at ;

Penyusunan Normal Standar Prosedur dan Manua
(NSPM) pengendalian pemanfaatan ruang nelal ui:
penyusunan NSPM pengendalian penmanfaatan ruang
dengan target penyusunan panduan zoni ng regul ation
dan building code serta sosialisasinya; dan
penyusunan NSPM pengendalian penmanfaatan ruang
dengan target tersusunnya 6 pernendagri tentang
penat aan ruang di daerah;

Penguat an dukungan si stem informasi dan nonitoring
penataan ruang dalam rangka nendukung upaya
pengendal i an penanfaatan ruang, termasuk sistem
dan nekani sme pengendal i an pemanfaat an ruang pada
wi | ayah rawan bencana dengan target penetapan
sistemati ka data penataan ruang bagi keperluan
penyusunan RTRW (pil ot project);

Penguat an kapasitas kel enbagaan dan koordi nasi
penataan ruang dalam rangka nendukung upaya
pengendal i an pemanfaatan ruang dengan target
tersedi anya pedonman penjabaran RTR dal am strateg
pemanfaatan ruang dan pengendaliannya nelalu
penguat an kapasitas kel enbagaan dan koordi nasi
penataan ruang dalam rangka nendukung upaya
pengendal ian pemanfaatan ruang dan penguatan
kapasitas kel enbagaan dan koor di nasi penat aan
ruang laut dan pesisir dengan target fasilitasi
penyusunan tata ruang laut, pesisir dan pul au-
pul au kecil di 25 kabupaten/ kot a;

Peni ngkat an kual itas penanfaatan dan pengendalian
ruang wilayah yang berbasis mtigasi bencana, daya
dukung wilayah dan pengenbangan kawasan dengan
target tersedianya pedoman penjabaran RTRW dal am
strategi pemanfaatan ruang dan pengendal i annya;
Sosialisasi UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang serta penbahasan dan penetapan peraturan
pel aksanaannya dengan target tersosialisasikannya



UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan
tersusunnya RPP sebagai tindak |anjutnya dalam
rangka pengurangan resi ko bencana.

Fokus 5 : Peningkatan Penberantasan Penyakit Menular dan
Penanggul angan Fl u Burung
a. Penanggul angan penyaki t flu bur ung dan
kesi apsi agaan pandem i nfluenza dengan target
terl aksananya survail ans; 100 persen pasien/
penderita penyakit flu burung vyang ditenukan
tertangani; tersedianya obat flu burung; serta
t ersedi anya sarana dan prasarana di RS;
b. Penanganan dan pencegahan wabah virus flu burung

pada hewan dan restrukturisasi perunggasan dengan
target terlaksana pengadaan vaksin Al 80 juta
dosis, rapid test 10 ribu dan fasilitasi poskeswan
dan | aboratorium di 33 provinsi; penurunan kasus
flu burung pada hewan di 30 provinsi, penataan
budi daya unggas perdesaan nel al ui VPF 80 kel onpok,
penataan unggas di permuki man 20 kel onpok;
meni ngkat nya peran Penda dalam penanganan kasus
flu bur ung di wi | ayahnya,; t er sel enggar anya
konmuni kasi dan informasi dan edukasi publik; serta
tersosi al i sasi kannya bahaya flu burung nelal ui
medi a cetak dan el ektroni k, forum maupun di al og.

BAB 3
KERANGKA EKONOM  MAKRO
DAN PEMBI AYAAN PEMBANGUNAN

Kerangka Ekonomi Makro dan Penbi ayaan Penbangunan pada Rencana
Kerja Penerintah (RKP) Tahun 2008 nenberi ganbaran kondi si ekonom
makro tahun 2006, perkiraan tahun 2007, dan sasaran tahun 2008,
serta kebutuhan, sunber dan penbi ayaan penbangunan yang
di perl ukan. Sasaran tahun 2008, serta kebutuhan, sunber, dan
penbi ayaan penbangunan yang diperlukan. Sasaran tahun 2008
tersebut dicapai nel al ui berbagai kegl atan sesuai dengan prioritas
penbangunan yang dit et apkan.

A KONDI SI EKONOM  MAKRO TAHUN 2006 DAN PERKI RAAN TAHUN 2007
Kondi si ekonom makro tahun 2006 dan perkiraannya tahun 2007
dapat di si npul kan sebagai beri kut
Pertama, stabilitas ekonom terjaga baik, tercermn dari
stabilnya nilai tukar rupiah, nmenurunnya laju inflasi dan
suku bunga, serta neningkatnya cadangan devisa. Rata-rata
nilai tukar rupiah tahun 2006 nencapai Rp 9.168 per USD
menguat 5,5 persen dibandingkan tahun 2005 dan terjaga
rata-rata Rp 9.098 per USD dal am enpat bul an pertama tahun
2007. Laju inflasi nmenurun nenjadi 6,6 persen dari 17,1
persen pada tahun 2005 dan terjaga pada tingkat 6,3 persen
pada bulan April 2007 (y-o-y). Suku bunga acuan (Bl rate)
menurun nenjadi 8,75 persen pada bulan Mei 2007 dari 12,75
persen pada akhir tahun 2005. Cadangan devisa neningkat
menjadi USD 49,3 mliar pada akhir bulan April 2007 dengan



telah nelunasi utang | M- sebesar USD 7,6 nmiliar pada bulan
Okt ober 2006.

Kedua, terjaganya stabilitas ekonom yang didukung oleh
per mi nt aan eksternal yang kuat mendorong kenbali pertunbuhan
ekonomi yang sebelumya nelanbat Penerinmaan ekspor dalam
tahun 2006 neningkat nenjadi USD 100.7 mliar dengan ekspor
nonmgas naik 19,7 persen. Penyaluran kredit perbankan
meni ngkat sejak bulan Agustus 2006 sehingga pada bul an
Desenber 2006 kenai kannya nencapai 14.1 persen (y-0-Yy).
Pert unbuhan ekonom secara bertahap neningkat nenjadi 6,0
persen pada senester 11/2006 (y-o0-Yy) meski pun  dal am
kesel uruhan tahun 2006, ekonom tunmbuh 5,5 persen; sediKkit
lebih |anbat dari tahun 2005 (5,7 persen) Sanpai dengan
triwiul an /2007 nonmentum pertunbuhan ekonom tetap terjaga
dengan pertunbuhan sebesar 6,0 persen (y-o-y) Stabilitas
Ekonom yang terjaga yang dldukung ol en ekspektasi yang
semaki n bai k mendorong kinerja pasar nodal di Indonesia.
| ndeks harga saham gabungan (1 HSG pada akhir tahun 2006 dan
akhir bulan April 2007 nencapai 1.805,5 dan 1.999,2 atau
meni ngkat 55,3 persen dan 10,7 persen dibandi ngkan akhir
t ahun 2005 dan 2006.

Ketiga, kemanpuan ekonom wuntuk menciptakan |apangan Kkerja
meni ngkat . Dal am bul an Novenber 2005 - Agustus 2006, tercipta
| apangan kerja baru bagi 1,5 juta orang sehi ngga pengangguran
terbuka nmenurun dari 11,9 juta orang (11,2 persen) nenjadi
10,9 juta orang (10, 3 persen).

Kemanpuan ekonom untuk nmenci ptakan [|apangan kerja dan
mengur angi penduduk m skin yang masih berjunmiah 39,05 juta
jiwa pada bul an Maret 2006 akan ditingkat kan pada tahun 2007.
Keenpat, kemandirian ekonom neningkat. Dalam tahun 2006
rasio utama terhadap PDB nenurun nenjadi sekitar 40 persen
lebih rendah dari tahun 2004 (56,1 persen). D sanping
pel unasan utang |IM- enpat tahun Ilebih cepat dari yang
di j adwal kan. Pemerintah juga telah menut uskan unt uk
mengakhiri program CA (Consultative Goup on |ndonesia).
Keput usan i ni di maksudkan agar penetapan agenda dan prioritas
penbangunan, al okasi anggaran, penentuan sunber penbi ayaan,
dan pel aksanaan penbangunan benar-benar i ndependen nengacu
pada kepentingan nasi onal .

Dal am kesel uruhan tahun 2007, perekonom an di perkirakan
tunbuh lebih tinggi dengan stabilitas ekonom vyang tetap
terjaga dan ketahanan ekonom vyang |ebih baik. Laju inflasi
pada tahun 2007 diperkirakan sekitar 6,5 persen dan sasaran
pertunbuhan ekonom = sebesar 6,3 persen dapat dicapai
Ganbaran | ebi h rinci kondi si ekonom tahun 2006 dan perkiraan
t ahun 2007 adal ah sebagai beri kut:

MONETER, PERBANKAN, DAN PASAR MODAL
Upaya untuk neningkatkan stabilitas ekonom yang bergejol ak
tahun 2005 telah nmemulihkan kenbali kepercayaan terhadap
rupiah dan nmenjaga stabilitas harga barang dan |asa.
Stabilitas ekonom yang nenbaik selanjutnya nenberi ruang
bagi penurunan suku bunga dan nendorong kenbali penyal uraan
kredit perbankan.



Memasuki tahun 2006, nilai tukar rupiah nenguat hingga
menenbus Rp. 9.000,- per USD antara lain oleh nilai inbal beli
rupi ah yang cukup tinggi yang nendorong masuknya investasi
portofolio.

Kenai kan suku bunga Fed Funds yang masi h berl angsung sanpa
pertengahan tahun 2006 dan gejolak bursa saham di beberapa
negara berpengaruh terhadap bursa saham di negara-negara
ber kembang dan nilai tukar mata uang dunia ternmasuk rupiah.
Nilai tukar rupiah senpat nelemah hingga |ebih dari Rp
9.400,- per USD dalam perdagangan harian pertengahan Mei
2006.

Si kl us pengetatan noneter di negara maju yang nereda dan
nilai inbal beli rupiah yang masi h tinggi nenguatkan kenbal
rupi ah. Sejak bulan Juli 2006, nilai tukar rupiah relatif
stabil pada rentang Rp 9.000 - Rp. 9.200 per USD. Dalam
kesel uruhan tahun 2006, rata-rata nilai tukar rupiah harian
mencapai Rp. 9.168,- per USD. Dal am enpat bul an pertana tahun
2007, nilai tukar rupiah tetap stabil dan terjaga rata-rata
sebesar Rp 9.098, - per USD.

St abi | nya rupi ah berperan dal am nmengendal i kan laju inflasi.

Sejak bulan Oktober 2006, laju inflasi tahunan nenurun
menj adi satu digit dengan tidak |agi mencakup bul an kenai kan
BBM (bulan GCktober 2005). Dengan perkenbangan ini, laju
i nflasi dalamtahun 2006 nencapai 6,6 persen

Dal am enpat bulan pertama tahun 2007, laju inflasi tetap
terkendali. Pada bulan April 2007, laju inflasi setahun

mencapai 6,3 persen (y-o0-y).

Ni | ai tukar rupiah yang relatif stabil dan laju inflasi yang
terkendali nenberi ruang bagi penurunan suku bunga di dal am
negeri. Sejak bulan Mei 2006, suku bunga acuan (Bl rate)

di turunkan secara bertahap hingga nenjadi 8,75 persen pada
bul an Mei 2007, atau 400 bps |ebih rendah dari akhir tahun
2005. Dengan nmenurunnya suku bunga acuan, suku bunga deposito
nmenyesuai kan secara bertahap. Pada bulan Miret 2007, suku
bunga deposito 1 dan 3 bulan nenurun nenjadi 8.1 persen dan
8,5 persen dari 12,0 persen dan 12,2 persen pada bul an
Februari 2006. Suku bunga kredit dan investasi nenurun
masi ng- masi ng nenjadi 14,5 persen dari 16,4 persen dan 15,9
persen pada bul an Maret 2006.

Stabilitas ekonomi yang nenbaik nmendorong kinerja bursa
saham Pada pertengahan bulan Mei 2006, |ndeks Harga Saham
Gabungan (I1HSG di Bursa Efek Jakarta (BEJ) nel emah di dorong
ol eh gejolak bursa saham internasional. Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG di Bursa Efek Jakarta (BEJ) senpat menurun
20,5 persen pada pertengahan bulan Juni 2006 di bandi ngkan
dengan indeks harian tertinggi yang dicapai pada bulan Mei

2006. Langkah-1 angkah untuk nmenjaga stabilitas rupiah
menguat kan kenbal i kepercayaan terhadap pasar nodal. Pada
pert engahan bul an Desenber 2006, |IHSG di BEJ kenbali nenurun
didorong oleh efek nenjalar dari rencana pengaturan arus
nodal jangka pendek di Thailand yang berinbas pada bursa
saham di Asia. Pada akhir tahun 2006, IHSG di BEJ ditutup
pada tingkat 1.805,5 atau 55,3 persen lebih tinggi

di bandi ngkan akhir tahun 2005. Dalam triwilan 1/2007, |HSG



sedikit nelemah antara lain oleh pengaruh regional dengan
menurunnya bursa saham China terkait rencana penyidikan
investasi ilegal di China. Secara keseluruhan kepercayaan
t erhadap pasar nodal di Indonesia masih tetap terjaga.
Menurunnya suku bunga dan nenbai knya ekspektasi terhadap
per ekonom an nendorong penyaluran kredit perbankan. Pada
bul an Agustus, Septenber, GCktober, Novenber, dan Desenber
2006, kredit perbankan neningkat berturut-turut sebesar Rp
11,7 triliun, Rp 17,4 triliun, Rp 11,7 triliun, dan Rp 25,6
triliun. Peningkatan ini jauh |ebih tinggi dibandi ngkan bul an
Juli yang hanya nai k sebesar Rp 1,9 triliun.

Sanpai pada bulan Maret 2007, penyaluran kredit perbankan
nmeni ngkat sebesar 16,5 persen dengan kredit investasi, nobda
kerja dan konsunsi tunbuh mnasi ng-masi ng sebesar 13,9 persen,
20,3 persen, dan 11,9 persen. Dengan perkenbangan ini,
| oan-to-deposit ratio (LOR) nencapai 62,0 persen pada bul an
Maret 2007.

Meni ngkat nya penyaluran kredit perbankan diiringi ol eh
menurunnya non-performng loan. Sejak bulan Juni 2005,
non- perform ng | oan neni ngkat .

Langkah-1angkah yang ditenpuh untuk nmenurunkan kredit
ber masal ah manpu nenekan non-performng |oan. Pada bul an
Desenber NPL nenurun nenjadi Rp 47,5 triliun, berkurang Rp
14,0 triliun dari bulan Novenber 2006 dan terjaga hingga
bulan Maret 2007. Secara keseluruhan fungsi internediasi
per bankan berjalan Ilebih baik didukung oleh kepercayaan
masyar akat terhadap perbankan yang kuat.

NERACA PEMBAYARAN. Perekonom an dunia yang tunbuh tinggi (5,3

persen) pada tahun 2006 ikut nendorong penerinman ekspor
| ndonesi a. Pada tahun 2006, total penerinmaan ekspor mnencapa

USD 102,7 mliar, atau naik 18,1 persen dibandi ngkan tahun
2005. Kenai kan peneriman ekspor tersebut didorong oleh
ekspor mgas dan nonm gas yang neningkat rmasing-nmasing
sebesar 9,4 persen dan 20,7 persen. Senmentara itu, inpor
meni ngkat nmenjadi USD 73,0 mliar, atau naik 5,3 persen.

Peni ngkatan ini didorong oleh inmpor nonmgas yang naik
sebesar 7,1 persen; sedangkan |npor m gas nenurun sebesar 1,5
persen. Dengan defisit jasa-jasa yang neni ngkat menjadr USD
20,1 mliar, surplus neraca transaksi berjalan pada tahun
2006 nencapai sekitar USD 9,6 mliar, I ebih tinggi

di bandi ngkan tahun 2005 (USD 0,3 mliar).

Neraca nodal dan finansial pada tahun 2006 di hadapkan pada
tingginya defisit investasi |ainnya; sedangkan investasi

| angsung asi ng (neto) nengal am perbai kan terutama dari saham
dan investasi portfolio yang tetap terjaga.

Pada tahun 2006, investasi |angsung asing (neto) dan
i nvestasi portfolio masing-nmasing nengal am surplus USD 4,1
mliar dan USD 3,8 mliar. sedangkan arus nodal | ainnya

mengal am defisit sebesar USD 5,8 mliar

Dengan perkenbangan ini neraca nodal dan finansial dalam
kesel uruhan tahun 2006 nengalam surplus USD 2,5 mliar.
Set el ah di | akukan pel unasan utang | M- sebesar USD 7,6 mliar,
cadangan devi sa pada kesel uruhan tahun 2006 nencapai USD 42, 6



mliar atau cukup untuk nenbi ayai kebutuhan 4,5 bul an i npor.
Pada tahun 2007, kondi si neraca penbayaran di perkirakan nasih
tetap terjaga neski pun di hadapkan pada pertunbuhan dunia dan
harga konoditi priner dunia yang nel anbat serta harga m nyak
yang nenurun. Total nilai ekspor pada tahun 2007 di perKkirakan
mencapai USD 110,8 mliar, naik 7,9 persen, didorong oleh
ekspor nonm gas yang neni ngkat sebesar 12,0 persen; sedangkan
ekspor mgas nenurun sebesar 7,7 persen. Pengel uaran inpor
di per ki rakan nencapai USD 80,1 mliar atau 9, 7 persen lebih
tinggi di bandi ngkan tahun 2006.

Peni ngkat an i npor tersebut didorong ol eh inpor nonm gas yang
meni ngkat sebesar 15,6 persen, sedangkan inpor m gas nenurun
sebesar 11.4 persen. Dengan defisit jasa-jasa yang neni ngkat
menjadi USD 22,1 mliar, surplus neraca transaksi berjalan
pada kesel uruhan tahun 2007 diperkirakan nencapai USD 8,6
mliar; |lebih rendah dari tahun 2006 (USD 9,6 mliar).

Neraca nodal dan finansial pada tahun diperkirakan nenbaik
dengan neni ngkatkan investasi jangka panjang, terjaganya
i nvestasi jangka pendek, serta nencapai surplus USD 5,6
mliar dengan neningkatnya investasi di dalam negeri.
| nvestasi portfolio pada tahun 2007 diperkirakan nengal am
surplus USD 3,7 mliar terutama nelalui penerbitan SUN, SBI
dan obligasi internasional. Sedangkan investasi |ainnya
mengal am defisit USD 5,6 mliar.

Dengan perkiraann tersebut, neraca nodal dan finansial pada
tahun 2007 diperkirakan mnengal am surplus sebesar USD 4,0
mliar.

Pada akhir bulan April 2007, cadangan devisa nencapai USD
49,3 mliar. Dalam kesel uruhan tahun 2007, cadangan devisa
di per ki rakan nmencapai USD 55,2 niliar.

KEUANGAN NEGARA. Dal am tahun 2006, kebijakan fiskal diarahkan
unt uk nenberi dorongan pada perekonom an dengan tetap nenjaga
defisit anggaran. Belanja negara neningkat nenjadi Rp 670, 6
triliun atau naik 32,2 persen dibandingkan tahun 2005.
Kebi j akan bel anj a peneri nt ah pusat di ar ahkan unt uk
meni ngkat kan pel ayanan kepada masyar akat dal am bent uk bel anj a
pegawai dan barang, nelindungi hajat hidup masyarakat dal am
bent uk subsidi yang |ebih terarah, nmemenuhi penbayaran utang

bai k dalam maupun |luar negeri. Adapun kebijakan bel anja
daerah di arahkan untuk nenbiayai kebutuhan daerah dal am
rangka pel aksanaan desentral i sasi dan menbi aya

kegi at an- kegi at an khusus yang nerupakan urusan daerah dan dan
sesuai dengan prioritas nasional.

Dal am pada itu penerimaan negara di arahkan terutanma nenggal
sunber penerinmaan dal am negeri bai k peneri maan paj ak nmaupun
peneri maan bukan pajak. Pada tahun 2006 penerinaan pajak
meni ngkat nenjadi Rp. 409,1 triliun atau naik 17,9 persen
terutama di dorong ol eh paj ak dal am negeri yang neni ngkat 28,8
persen. Adapun penerinmaan bukan paj ak neni ngkat sebesar 54, S
persen, terutama didorong ol eh tinggi nya harga ekspor m nyak
ment ah duni a. Dengan perkenbangan ini, defisit anggaran pada
tanun 2006 dapat dijaga pada tingkat sebesar Rp 32,8 triliun
atau 1,0 persen PDB.



Dal am tahun 2007, Kkebijakan fiskal tetap diarahkan untuk
menberi stinulus kepada perekonom an dengan nenjaga ket ahanan
fiskal sebagai mana ditetapkan dalam Undang-Undang Nonor 18
Tahun 2006 tentang APBN Tahun 2007. Belanja negara akan
ditingkatkan nenjadi Rp. 763,6 triliun wuntuk menbiaya

kegi at an- kegi at an penbangunan dal am bentuk bel anja pusat dan
bel anja daerah. Penerimaan negara akan ditingkatkan nenjadi

Rp 723,1 triliun terutama penerinaan dalam negeri yang
berasal dari penerinman pajak. Dal am kesel uruhan tahun 2007,

defisit anggaran diupayakan terjaga sebesar 1,1 persen PDB

(Berdasarkan realisasi tahun 2006, PDB harga berlaku pada
t ahun 2007 di perkirakan | ebih tinggi dibandi ngkan asunsi APBN
Tahun 2007. Perubahan ini diperkirakan akan nmenpengaruh

rasi o-rasi o pada APBN Tahun 2007)

PERTUMBUHAN EKONOM . Langkah-| angkah untuk nmendorong pertunbuhan
ekonomi manpu nenjaga kenbali nonentummya. Dal am senester
11/2006 perekonom an tunmbuh 6,0 persen di bandi ngkan peri ode
yang sama tahun 2005; neskipun dal am kesel uruhan tahun 2006
tunbuh 5,5 persen; sedikit lebih |anbat dari tahun 2005 (5,7
persen).

Dari sisi perm ntaan, pertunbuhan ekonomi pada tahun 2005
terutama didorong oleh ekspor barang dan jasa serta
pengel uaran penerintah yang masi ng- masi ng tunbuh, sebesar 9, 2
persen dan 9,6 persen. Senentara itu, konsunsi masyarakat
tunbuh sebesar 3,2 persen dan penbentukan nodal tetap bruto
(PMIB) neni ngkat sebesar 2,9 persen. Dari sisi produksi,
pertunbuhan ekonom terutama didorong oleh sektor industri
pengol ahan terutama nonm gas yang tunmbuh sebesar 5,3 persen
dan sektor tersier terutama pengangkutan dan komrunikasi;
per dagangan, hotel restauran; serta keuangan, persewaan dan
j asa perusahaan yang nasing-masing tunbuh sebesar 13,6
persen; 6,1 persen, dan 5,6 persen. Adapun sektor pertanian
hanya tunbuh sebesar 3,0 persen. Dalam triwilan 1/2007,
per ekonom an tunbuh sebesar 6,0 persen (y-o0-y). Dengan
di ti ngkat kannya koordi nasi dan efektivitas kebijakan fiskal
noneter, dan sektor riil terutama dal am nengatur perni ntaan
agregat perekonom an dal am tahun 2007 di perkirakan nmencapa
6,3 perse. Dari sisi pengeluaran, investasi dan ekspor
di dorong sebagai penggerak perekonom an dengan di dukung ol eh
konsunsi nasyar akat dan peneri nt ah.

Sedangkan dari sisi produksi, industri pengolahan nonm gas
didorong tunbuh tinggi seiring dengan perbaikan iklim
i nvestasi dan meni ngkat nya ekspor.

PENGANGGURAN DAN KEM SKI NAN. Monentum pertunbuhan ekonom yang
kenbali terjaga pada senester 11/2006 dan triwilan 1/2007
telah nenciptakan |apangan Kkerja yang cukup besar, dan
sekal i gus nenurunkan pengangguran terbuka. Dal am bul an
Novenber 2005 - Agustus 2006, telah tercipta |apangan kerja
baru bagi 1,5 juta orang sehingga pengangguran terbuka
menurun dari 11,9 juta orang (11,2 persen) nenjadi 10,9 juta
orang (10,3 persen). Pada bulan Februari 2007, pengangguran
terbuka menurun lagi mnenjadi 10,6 juta orang (9,8 persen).



Kemanpuan ekonom untuk nenci ptakan |apangan kerja dan
mengur angi penduduk m skin yang masih berjunmiah 39,05 juta
jiwa (Maret 2006) ditingkatkan pada tahun 2007.

LI NGKUNGAN EKSTERNAL DAN | NTERNAL TAHUN 2008

Kondi si ekonom tahun 2008 akan di pengaruhi ol eh |ingkungan
eksternal sebagai berikut:

Pertama, perekonom an dunia pada tahun 2008 diperkirakan
tunbuh sama dengan tahun 2007 (4,9 persen). Perlanbatan
terjadi pada negara-negara berkenbang yang tunbuh sebesar 7,1
persen, |ebih rendah dari tahun 2007 (7,5 persen). Senentara
itu perekonom an kel onpok negara naju nengal am perbai kan
dengan tunbuh 2,7 persen; sedikit lebih tinggi dari tahun
2007 (2,5 persen) terutama didorong ol eh perbai kan ekonom
AS.

Pert unbuhan ekonom dunia yang relatif tinggi neningkatkan
vol ume perdagangan dunia. Dalam keseluruhan tahun 2008,
vol ume perdagangan duni a di perkirakan neni nngkat 7,4 persen

| ebi h tinggi dari tahun 2007 (7,0 Persen).

Peni ngkat an harga konoditi yang | ebih tinggi baik untuk m gas
dan nonm gas sejak tahun 2003 dan 2004 diperkirakan akan
terkoreksi pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2008, harga
konodi ti  manufaktur diperkirakan hanya neningkatkan 1,1
per sen, sedangkan harga konoditi pri mer non m gas
di per ki rakan turun 8,8 persen

Kedua, pasar mnyak dunia diperkirakan nenbai k. Menbai knya
kondisi geo politik di Tinur Tengah serta neningkatnya
produksi mnyak nentah dunia diperkirakan akan nenurunkan
harga m nyak mentah dunia pada tahun 2008. Dal am tahun 2008,
total perm ntaan m nyak dunia diperkirakan sebesar 88,1 juta
barel /hari dan pasokan mnyak dunia sebesar 88,4 juta
barel / hari (Energy Information Adm nistration, Maret 2007).
Spare capacity OPEC di perki rakan neni ngkat di bandi ngkan t ahun
2006. Pada tahun 2007 dan 2008, rata-rata spare capacity OPEC
di perkirakan lebih dari 2 juta barel per hari, |ebih tingg

dari rata-rata tahun 2006 (1,3 juta barel/hari). Resi ko harga
m nyak yang tinggi tetap ada apabila terjadi gangguan dal am
produksi m nyak nentah dunia dan nmenburuknya kondisi geo-
politik di Timur Tengah dengan perm ntaan yang tetap tinggi

dari China, INdia dan negara Asia lainnya didorong oleh
per ekonom annya yang tunbuh pesat.

Ketiga, potensi Kketidakstabilan noneter internaional tetap
tinggi dengan kesenjangan global yang diperkirakan tetap
| ebar dan |ikuiditas ekonom yang besar. Kesenjangan gl obal
bersunber dari neni ngkatnya Kketidaksei nbangan perdagangan
antara AS yang nengal am defisit neraca transaksi berjal an
dengan negara-negara Asia dan nengekspor mnyak yang
mengal am surplus. Defisit transaksi berjalan AS di perkirakan
meni ngkat nenjadi USD 866,1 mliar (6,0 persen PDB) pada
tahun 2008, sedangkan energing country seperti Chi na
mengal am  surplus yang semakin besar. Likuiditas ekonom
dunia dalam tahun 2008 diperkirakan tetap tinggi dan



ber pot ensi nendorong pergerakan arus nodal, terutama jangka

pendek yang dapat nmenpengar uhi stabilitas keuangan
I nt er nasi onal
Keenpat , per sai ngan ant ar negar a semaki n meni ngkat

Per ekonom an dunia yang senmakin terintegrasi nenuntut daya
sai ng perekonom an nasi onal |ebih tinggi. Perlanbatan ekonom
pada kel onpok negara-negara berkenbang akan neningkatkan
per sai ngan perdagangan duni a. Persai ngan juga neni ngkat untuk
menari k investasi asing terutama oleh negara-negara di
kawasan Asi a dal am upaya nendor ong perekonom annya.

Adapun lingkungan internal yang diperkirakan berpengaruh
positif terhadap perekonom an |ndonesia tahun 2008 adal ah
sebagai beri kut .

Pertama, stabilitas ekonom yang terjaga baik sejak tahun
2006 akan nenberi ruang yang |ebih besar bagi penerintah
unt uk nengkoor di nasi kan kebijakan fiskal, noneter dan sektor

riil. Kemanmpuan koordinasi yang |ebih baik ini akan
meni ngkat kan ef ektivitas kebijakan fiskal noneter, dan sektor
riil dalam nmendorong pertunbuhan ekonom , nenjaga stabilitas

ekonom , dan meni ngkat kan kemanpuan ekonom dal am nenper| uas
| apangan kerja dan nengurangi jum ah penduduk m skin. Kedua,
upaya penerintah untuk nengurangi ekonom biaya tinggi akan
mendor ong I nvest asi dan i ndustri manuf akt ur, serta
meni ngkat nya daya saing ekspor nonm gas sebagai penggerak
ekonom . Ketiga, rasa anman, kepercayaan masyarakat, termasuk
dunia usaha yang neningkat akan nendorong parti sipasi
masyar akat dal am kegi at an ekonom .

TANTANGAN POKOK

Dengan kenmaj uan yang di capai pada tahun 2006 dan masal ah yang
di per ki rakan nmasi h di hadapi pada tahun 2007, tantangan pokok
yang di hadapi pada tahun 2008 adal ah sebagai beri kut:

1. MENDORONG PERCEPATAN PERTUVBUHAN EKONOM . Dorongan akan

di beri kan pada peni ngkatan investasi yang masi h | anbat
dan pertunbuhan sektor industri pengolahan yang nasih
| emah dal am tahun 2006. Dalam tahun 2006, investasi
berupa penbentukan nodal tetap bruto tunmbuh 2,9 persen;
| ebi h rendah dari tahun 2004 dan 2005 yang tunbuh 14,7
persen dan 10,8 persen. Pada tahun 2006, sektor
i ndustri pengol ahan tunbuh 4,6 persen, |ebih rendah
dari tahun 2004 yang neningkat 6,4 persen. Disanping
itu peningkatan nilai ekspor nonmgas |ebih banyak
di dorong ol eh kenai kan harga duni a di bandi ngkan dengan
vol une ekspor.
Beberapa kendala di dalam negeri yang nenghanbat
peni ngkatan investasi dan ekspor serta |emahnya sektor
i ndustri  pengol ahan akan ditangani secara sungguh-
sungguh.

2. PERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEM SKI NAN
Meski pun pada tahun 2006 dan bulan Februari 2007,
pengangguran terbuka nenurun, jum ahnya masih besar
yaitu sekitar 10,9 uta orang (10,3 persen) dan 10,6



juta orang (9,8 persen). Demkian juga penduduk yang
hi dup di bawah garis kem skinan nasih berjunah 39,05
juta orang (17,75 persen) pada bulan Maret 2006.
Percepatan pertunbuhan ekonom akan didorong untuk
menur unkan tingkat pengangguran yang nulai nenurun dan
mengur angi jum ah penduduk mskin yang besar dengan
mendor ong kual i tas pertunbuhannya.

3. MENJAGA STABI LI TAS EKONOM .

Potensi gejolak noneter internasional yang terkait
dengan nmel ebarnya  kesenj angan gl obal mel anbat nya
per t umrbuhan ekonomi negar a- negar a ber kenbang,
menurunnya harga-harga konoditi nonm gas dunia, dan
tingginya |ikuiditas ekonom dunia dapat nenpengar uhi
ket i daksei nbangan eksternal, ket ahanan fi skal, dan
stabilitas nmoneter di dal am negeri .

ARAH KEBI JAKAN EKONOM MAKRO

Sesuai dengan tema penbangunan tahun 2008, kebijakan ekonomi
makro tahun 2008 diarahkan untuk MENDORONG PERCEPATAN
PERTUVMBUHAN  EKONOM UNTUK  MENGURANG KEM SKI NAN  DAN
PENGANGGURAN. Dal am nendorong pertunbuhan ekonom , peranan
masyar akat akan ditingkatkan serta stabilitas ekonom akan
tetap dijaga.

Pert unbuhan ekonum didorong terutanma dengan neningkatkan
i nvestasi dan ekspor serta nendorong Ildustri pengol ahan.
Peni ngkat an | nvestasi dan ekspor didorong dengan neni ngkat kan
daya tarik investasi baik di dalam maupun di |uar negeri;
mengur angi hanbat an pr osedur perijinan, adm ni st rasi
per paj akan dan kepabeanan neni ngkatkan kepastian hukum
termasuk terhadap peraturan-peraturan daerah yang nenghanbat ;
serta meni ngkat kan deversifikasi pasar ekspor dan nendorong
konodi ti nonm gas yang bernilai tanmbah tinggi.

Perhatian juga diberikan pada wupaya untuk neningkatkan
i nvest asi dal am kegi at an ekspl oi t asi dan ekspl or asi
pertanbangan. Daya saing industri nmanufaktur ditingkatkan
antara |ain dengan nengenbangkan kawasan industri khusus,
fasilitasi industri hilir konoditi primer, restrukturisasi
per mesi nan, serta penggunaan produksi dal am negeri. I|nvestasi
juga akan didorong dengan neningkatkan produktivitas dan
akses UKM pada sunber daya produktivitas.

Dorongan terhadap pertunbuhan ekonom juga diberikan dengan
menper cepat penbangunan infrastruktur dan penyedi aan energi
termasuk listrik.

Kemanpuan ekonom dalam nenci ptakan |apangan kerja dan
mengur angi kem skinan terus didorong. Per bai kan i klim
ket enagakerjaan akan ditingkatkan dengan nenyenpurnakan
peraturan ketenagakerjaan, nendorong pelaksanaan negoi sasi
bi patrit, serta penyusunan standar konpetensi. Perhatian juga
di beri kan pada penenpatan, perlindungan, dan penbi ayaan
tenaga kerja ke luar negeri. Penbangunan pertanian dan
penbangunan perdesaan didorong nelalui peningkatan produks
pangan, produktivitas pertanian secara |uas, diversifikasi



ekonom pedesaan, penbaharuan agraria nasional, serta
pengenbangan kota kecil dan nenengah pendukung ekonom
perdesaan. Upaya untuk menurunkan jum ah penduduk m skin juga
akan didorong oleh berbagai program yang diarahkan untuk
meni ngkat kan kegi atan ekonom yang pro rakyat m skin,
menper | uas cakupan program penbangunan berbasis masyarakat,
serta neni ngkat kan akses masyarakat m skin terhadap pel ayanan
dasar. Disanping itu kebutuhan pokok utamanya beras yang
ber pengaruh bagi kesej aht eraan nasyarakat m skin akan dijamn
ket er sedi aannya dengan akses dan harga yang terjangkau.
Stabilitas ekonom dijaga nelalui pelaksanaan kebijakan
nonet er yang berhati-hati serta pel aksanaan kebijakan fiska
yang nengarah pada kesi nanbungan fiskal dengan tetap nenberi
ruang gerak bagi peningkatan kegi atan ekonom .

Stabilitas ekonom juga akan di dukung dengan ket ahanan sekt or
keuangan nelalui penguatan dan pengaturan jasa keuangan,
perlindungan dana nasyarakat, serta peningkatan koordinasi
dengan otoritas keuangan nelalui jaring pengaman sistem
keuangan. Stabilitas ekonom juga ditingkatkan nelal ui
penyedi aan kebut uhan pokok rakyat dengan cadangan beras yang
nmemadai

SASARAN EKONOM NMAKRO TAHUN 2008

Dengan arah kebijakan ekonomi nmekro di atas serta dengan
menper hati kan |ingkungan eksternal dan internal, sasaran
ekonomi makro tahun 2008 adal ah pertunbuhan ekonom sebesar
6,8 persen dan laju inflasi sebesar 6,0 persen. Dengan
per t unbuhan ekonom yang |ebih tinggi dan stabilitas ekonom
yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka dan juniah
penduduk mskin turun. Pengangguran terbuka diperkirakan
turun nmenjadi 8,0 -9,0 persen dan jum ah penduduk m skin
di perki rakan turun nenjadi 15,0 -16,8 persen pada tahun 2008.

1. PERTUVBUHAN EKONOM DAN KEBUTUHAN | NVESTAS

Per t unbuhan ekonomi di dor ong dengan nmeni ngkat kan
investasi, nenjaga ekspor nonmgas, serta nmenberi
stimulus fiskal dalam batas kemanpuan keuangan negara
untuk nenggerakkan senmua sektor produksi, terutama
industri dan pertanian. Koordinasi antara kebijakan
fiskal, noneter, dan sektor riil, ditingkatkan untuk
mendor ong peranan nasyar akat dal am penmbangunan ekonom .
Dal am tahun 2008, perekonom an diperkirakan tunbuh
sebesar 6,8 persen, lebih tinggi dibandi ngkan sasaran
t ahun 2007 (6,3 persen).

| nvestasi berupa penbentukan nodal tetap bruto serta
ekspor barang dan jasa didorong agar tunbuh nmasing-
masi ng sebesar 15,5 persen dan 12,7 persen. Dengan

nmeni ngkat nya i nvest asi, i mpor bar ang dan j asa
di perkirakan tunmbuh 17,8 persen. Dalam Kkesel uruhan
tahun 2008, daya beli masyar akat nenbai k dengan

konsunsi  masyarakat di perkirakan tunmbuh 5,9 persen
sedangkan pengeluaran penerintah diperkirakan tunbuh
sebesar 6,2 persen

Sektor pertanian diperkirakan tunbuh 3,7 persen dengan



peni ngkatan yang lebih baik terutama untuk produksi

tanaman pangan. Adapun industri pengol ahan di dorong
tunbuh 7,7 persen dinmana industri pengol ahan non m gas
tunbuh 8,4 persen antara lain oleh perbaikan iklim
i nvestasi dan neni ngkat nya ekspor nonm gas.

Sedangkan pertunbuhan  sektor-sektor | ai nnya dapat

di i hat pada Tabel [11.1

Unt uk nenbi ayai pertunbuhan ekonom sebesar 6,8 persen
pada tahun 2008 tersebut, dibutuhkan investasi sebesar

Rp. 1.296.1 triliun.

STABI LI TAS EKONOM

Stabilitas ekonomi dalam tahun 2008 tetap dijaga,
tercermn dari kondisi neraca penbayaran, noneter, dan
keuangan negar a.

a. NERACA PENMBAYARAN

Pener i maan ekspor t ahun 2008 di per ki rakan
meni ngkat sebesar 11,1 persen, terutama didorong
ol eh ekspor nonmgas yang naik 14,5 persen,
sedangkan ekspor mgas diperkirakan turun 3,4
persen antara |ain karena harga m nyak dunia yang
| ebi h rendah, berakhirnya kontrak ekspor LNG dari
sal ah satu per usahaan Kor ea Sel at an, dan
pengal i han produksi gas untuk donestik. Senentara
itu inpor nonmgas diperkirakan tetap tunbuh
tinggi sebesar 19,8 persen sedangkan inmpor m gas
menurun sebesar 12,1 persen. Dengan defisit sektor
jasa-jasa yang masih tetap tinggi, surplus neraca
transaksi berjalan pada tahun 2008 diperKkirakan
menurun nenjadi USD 5,5 mliar.

Neraca nodal dan finansial diperkirakan nengal am
surplus sebesar USD 3,9 mliar didorong oleh

meni ngkat nya i nvest asi | angsung asing (neto)
sebesar USD 6,9 mliar, portopolio sebesar USD 3,3
mliar, sedangkan invesatasi | ai nnya (neto)

defisit sebesar USD 6,5 mliar dengan arus noda

publik diperkirakan defisit sebesar USD 2,1
mliar.

Secara kesel uruhan, surplus neraca penbayaran pada
tahun 2008 diperkirakan nencapai USD 9,4 mliar
dan cadangan devi sa di perkirakan nai k menjadi USD
64,6 mliar. Ganbaran neraca penbayaran tahun 2008
dapat dilihat pada Tabel 111. 2.

b. MONETER
Stabilitas neraca penbayar an yang terjaga,
ket er sedi aan cadangan devi sa yang neni ngkat, serta
ef ektivitas kebijakan noneter yang makin bai k akan
nmenj aga kepercayaan nmasyarakat terhadap rupiah.
Dal am tahun 2008, stabilitas nilai tukar rupiah
di perkirakan tetap terjaga. Dengan nilai tukar
rupi ah yang stabil serta pasokan kebutuhan pokok
masyarakat yang terjaga, laju inflasi pada tahun



2008 diperkirakan sebesar 6,0 persen. Dengan
menurunnya laju inflasi dan stabilnya nilai tukar
rupi ah, suku bunga di dalam negeri diperkirakan
menurun dan pada gilirannya akan nendorong
kegi at an ekonom nmasyar akat .

C. KEUANGAN NEGARA
Kebi j akan  fi skal tahun 2008 diarahkan untuk
menberi kan dorongan terhadap perekonom an dengan
tetap nenjaga | angkah-1angkah konsolidasi fiskal
yang tel ah dil akukan sel anma i ni.
Dal am tahun 2008, penerimaan negara dan hibah
di perkirakan nencapai 17,5 persen PDB, terutana
di dukung ol eh peneriman perpaj akan sebesar 13,5
persen PDB. Senentara itu, penerimaan negara bukan
paj ak, terutama penerimaan mnyak bum dan gas
al am | ebi h rendah dibandi ngkan tahun 2007 dengan
har ga ekspor m nyak nentah yang nenurun.
Pengel uaran negara dalam tahun 2008 di perkirakan
sebesar 19,2 persen PDB, |ebih rendah dibandi ngkan
APBN Tahun 2007 (21,6 persen PDB).
Secara nom nal pengel uaran negara tahun 2008 tetap
meni ngkat di bandi ngkan APBN t ahun 2007.
Dengan besarnya dorongan fi skal ke daerabh,
kesel arasan program program penbangunan di daerah
dengan program prioritas nasional ditingkatkan
unt uk nendukung pencapai an sasaran nasi onal .
Dengan per ki raan peneri maan  dan pengel uar an
tersebut, ketahanan fiskal yang terjaga juga
tercermn dari stok utang penerintah yang nenurun
nmenj adi 35, 2 persen PDB pada tahun 2008.

3. PENGANGGURAN DAN KEM SKI NAN

Dengan pert unbuhan ekonom yang | ebi h tinggi
stabilitas ekonom yag terjaga, serta berbagai kegiatan
penbangunan yang diarahkan untuk nmengurangi jum ah
penduduk mskin dan pengangguran, jum ah penduduk
m skin dan pengangguran terbuka nmenurun. Pada tahun
2008 jum ah penduduk m skin diperkirakan turun nenjadi
15,0 -16,8 persen, sedangkan tingkat pengangguran
t erbuka di perkirakan turun nenjadi 8,0 -9,0 persen.

PENDANAAN MELALUI ALOKASI ANGGARAN KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA
Pel aksanaan penbangunan nelalui kenenterian negaral/lenbaga
(K/'L) nerupakan bagian dari kesel uruhan upaya penbangunan.
Bagi an terbesar dari penbiayaan dan pel aksanaan penbangunan
akan bersunber dari, dan dil aksanakan ol eh masyarakat, karena
porsi belanja negara hanya nencakup kurang dari seperenpat

per ekonom an ( PDB). Meski pun  dem ki an, bel anja negara
menpunyai peran penting dal am nmenmenuhi kebut uhan dasar rakyat
dan nendukung pertunbuhan ekonom . Lebih lanjut, pagu

anggaran yang di bel anjakan nelalui K/ L terus neningkat. Pada
tahun 2006, pagu definitif KL tercatat Rp.204,2 triliun

meni ngkat nmenjadi Rp 258,0 triliun neningkat menjadi Rp.258,0
triliun pada tahun 2007, dan pada pagu indikatif tahun 2008



mencapai Rp. 286,9 triliun

D sanping belanja untuk K/L, sebagian dari belanja negara
di al okasi kan untuk penbangunan yang dil aksanakan ol eh
peneri ntah daerah. Jum ah al okasi pendanaan yang di daer ahkan
terus neningkat dari tahun ke tahun, dan nencapai sekitar
sepertiga dari kesel uruhan bel anja negar a.

Peni ngkat an anggaran tersebut, baik di sisi penerintah pusat
(K/'L) maupun untuk penerintah daerah nmenuntut kualitas
bel anja publik yang |ebih bai k agar nenberi kan manfaat yang
optimal. O eh karena itu, Kkebijakan penbiayaan penbangunan
mel al ui K/ L di arahkan unt uk:

1. Mengut anakan al okasi pada kegiatan penbangunan yang
ef ektif dal am nencapai sasar an-sasaran penbangunan
Dal am kaitan ini, penyediaan pelayanan dan investasi

penerintah |ebih diarahkan pada kegi atan-kegi atan yang
benar - benar nenj adi tugas penerintah.

Sementara itu, peran swasta/masyarakat didorong nel al ui
per wj udan kerangka regul asi yang kondusi f.

2. Mengi ngat peran daerah yang nakin besar, maka dil akukan
pem | ahan kegi atan  yang akan di | aksanakan ol eh
penerintah (K/L) dan yang akan dilaksanakan ol eh
peneri ntah daerah sehingga nenghindari tunmpang tindih
dan sekal i gus neni ngkat kan ket er paduan upaya penerint ah
secara kesel uruhan

3. Mengal okasi kan pendanaan pada K/ L sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) serta perkiraan kapasitas
masi ng- nasi ng K/ L dal am mengi npl enent asi kan
pr ogr am program penbangunan. Dengan dem ki an,

pel aksanaan penbangunan dapat di sel esai kan sesuai
dengan rencana dan nemninmal kan dana yang tidak
terserap

Dengan nenperhati kan arah kebijakan tersebut, al okasi
pendanaan penbangunan pada KL di ut amakan unt uk nel aksanakan 8
(del apan) prioritas penbangunan nasional seperti diuraikan
pada Bab 11. Dengan pendekatan seperti yang diuraikan di
at as, maka tidak setiap prioritas penbangunan akan
mendapat kan al okasi yang setara.

Pert ana, karena ada prioritas penbangunan yang |ebih
mengedepankan kerangka regul asi, dana yang di perlukan relatif
| ebih kecil karena saluan biaya yang relatif [|ebih rendah,
di bandi ngkan kegi atan yang lain. Secara unmum satuan biaya
yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana akan
menbut uhkan dana yang |ebih besar dibandi ngkan yang | ain.
Kedua, karena penentuan sasaran/out put yang akan beri npli kasi
pada kenai kan belanja disesuai kan dengan kapasitas untuk
nmengi npl enent asi kan  program program penbangunan. Sebagai
contoh, wuntuk programprogram yang relalif baru penetapan
sasar an/ out put di  akukan dalam jangka nenengah dengan
menberi kan kesenpat an unt uk nemant apkan kemanpuan pel aksanaan

pada tahun-tahun awal. Untuk program program yang sudah
berjalan, tetap perlu nenpertinbangkan kemanpuan K/ L dal am
nmel aksanakan kegi at an yang di perl uas cakupan

sasar an/ out put nya. Pendekatan i ni sesuali dengan arah



pel aksanaan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja
serta kerangka pengel uaran jangka nmenengah yang nenjadi acuan
dal am nenyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan
per at uran perundang- undangan yang ber| aku.

KEBI JAKAN SUBSI D

Sesuai anmanat pasal 33 dan 34 Undang- Undang Dasar 1945, di
sanpi ng waj i b menyel enggar akan perekonom an nasi onal berdasar
at as denokrasi ekonom dengan prinsip kebersamaan, efi siensi

ber keadi | an, ber kel anj ut an, ber wanasan I i ngkungan,
kemandirian, serta dengan nenjaga kesei nbangan kemaj uan dan
kesatuan ekonom nasi onal , penerintah wajib nmenjamn

kehi dupan orang-orang yang tergolong fakir-mskin, anak-anak
terlantar, wajib nmengenbangkan sistem jaringan sosial, serta
waj i b nmenberdayakan nasyarakat yang |emah dan tidak manpu
sesuai dengan mar t abat kemanusi aan. Dengan dem ki an
peneri ntah perlu nenyedi akan bantuan yang cukup sesuai dengan
yang di butuhkan antara | ain dal am bentuk transfer yang berupa
cash, dalam bentuk barang dan jasa seperti j am nan
tersedi anya kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan,
subsidi yang terutama ditujukan wuntuk neringankan beban
masyar akat unt uk nenperol eh kebutuhan dasarnya serta subsidi
untuk rmenjaga agar produsen nmanpu nenghasil kan produk,
khususnya yang nerupakan kebutuhan dasar nasyarakat, dengan
harga terjangkau.

Dal am nenj al ankan anmanat konstitusi tersebut, dari waktu ke

waktu Penerintah telah nengal okasi kan anggaran untuk

kebut uhan tersebut. Subsidi nenenpati proporsi yang cukup
besar dal am kesel uruhan bel anja negara. Pada tahun 2007 rasio
subsidi terhadap belanja negara nencapai 14,7 persen, atau

3,1 persen dari PDB

Subsi di tersebut terbagi atas berbagai jenis sebagai berikut:

a. Subsi di pangan, dalam bentuk penyediaan dana untuk
penerapan harga penbelian gabah dan beras ol eh
penerintah (HPP) dan penyediaan beras nurah untuk
masyar akat m skin (Raskin);

b. Subsi di pupuk, dalam bentuk penyediaan pupuk rurah
unt uk petani;

C. Subsidi BBM dal am bentuk penyediaan BBM dengan harga
lebih murah, baik untuk konsunen maupun produsen
tertentu;

d. Subsidi listrik, dalam bentuk penyediaan listrik nurabh,
bai k unt uk konsumen nmaupun produsen tertentu;

e. Subsi di bunga kredit program dalam bentuk penyedi aan
bunga di bawah bunga pasar untuk nenunjang pencapai an
program tertentu, seperti Kredit Ketahanan Pangan
(KKP), Kredit Koperasi Prinmer untuk Anggota (KKPA)
Kredit Usaha Tani (KUT), Kredit Koperasi, Kredit
Kepem | i kan Rumah Sederhana (KKRS), Kredit Kepenilikan
Rumah Sangat Sederhana (KKRSS), dan Kredit Pengenbangan
Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;

f. Subsidi benih, dalam bentuk penyediaan benih unggul



untuk padi, kedelai, jagung hibrida, jagung konposit
dan ikan budidaya dengan harga di bawah harga pasar;
serta
g. Subsidi BUWN PSO, dalam bentuk penyediaan pel ayanan
oleh BUW tertentu kepada mnasyarakat dengan harga di
bawah harga pasar, seperti subsidi untuk kereta api
kel as ekonom, subsidi pos, subsidi untuk PELN dan
sej eni snya.
Mengi ngat bel anj a negara dal am bent uk penberi an subsi di cukup
besar, dalam rangka nmeningkatkan efektifitas pengel uaran
negar a, pengusul an dan penberian subsi di akan terus
di senpur nakan secara bert ahap.
Arah Kebijakan Subsidi Tahun 2008. Dalam rangka nenenuh
kebut uhan nasyarakat dan sekaligus nendorong peningkatan
per ekonom an, subsidi yang sudah berjalan namun nasih
di perl ukan atau bel um berakhir jangka waktu penberi annya akan
terus dilanjutkan. Dalam rangka nenenuhi kebutuhan yang
penting dan nendesak, pengusulan subsidi baru dimungki nkan
dengan nenperhati kan bahwa penberian subsidi mer upakan
pilihan kebijakan terbaik yang perlu dilakukan, nenenuh
kriteria yang tel ah ditetapkan, serta dengan nmenperti nbangkan
ket er bat asan dana peneri nt ah.

Kriteria Subsidi. Secara umum penberian subsidi diberikan
unt uk nenyedi akan pel ayanan produk atau nenghasil kan produk
dengan harga yang terjangkau oleh msyarakat yang daya
belinya terbatas. Kriteria pengusul an subsi di secara bertahap
di t et apkan adal ah sebagai beri kut:

1. Produk yang diberi subsidi nerupakan kebutuhan dasar
dan nenyangkut hajat hidup orang banyak atau dalam
rangka nendorong kenmanpuan produsen nasional dal am
menpr oduksi konoditi tertentu;

2. Adanya kel onpok sasaran penerinma subsidi yang jelas,
yang nenj adi konsunmen akhir  dari konodi ti yang
di subsi di

3. Mem liki jangka waktu vyang jelas. Dalam hal ini
penberian subsidi tidak dapat diberikan selamanya dan
oleh sebab itu pengajuannya harus disertai dengan
target waktu subsidi tersebut berakhir;

4. Pengaj uan subsidi dalam batas kemanpuan penbi ayaan
negar a;
5. Pengusul an subsidi harus disertai dengan alasan dan

dasar parhitungan yang jelas nengenai besarnya subsidi
yang di aj ukan;

6. Adanya nekani sne (delivery) yang jelas hingga konodit
tersebut dapat dipastikan sanpai pada mnasyarakat yang
| ayak neneri ng;

7. Adanya penbenahan struktural yang nenyertai pel aksanaan
subsi di tersebut agar penyal ahgunaan subsidi senaksi ma
mungki n dapat di hi ndar kan.

Mekani sne Pengaj uan/ Penberi an Subsidi. Subsidi diajukan ol eh
kenenteri an/ | enbaga yang terkait erat dengan konoditi dalam
bentuk barang dan jasa, atau yang Kketersedi annya nenjadi



tanggung | awab kenenteri an/| enbaga  yang ber sangkut an.
Pengaj uan tersebut dilakukan bersamaan dengan pengaj uan
kegi atan kenenterian/ |enbaga yang bersangkutan sehingga
terj adi si ner gi dan si nkroni sasi dengan kegi at an
kenent eri an/ | enbaga tersebut. Dengan dem ki an, kegi atan atau
pengaj uan subsidi secara lebih terperinci diuraikan pada
kegi atan prioritas, atau dal am kegi atan kenenteri an/ | enbaga.

H. PENDANAAN MELALU BELANJA KE DAERAH

Pendanaan penbangunan nelalui belanja ke daerah nerupakan

bagi an yang tidak terpisahkan dari pendanaan penbangunan

secara nasi onal . Sehubungan dengan itu, kebi j akan

pengal okasi an belanja ke daerah dalam tahun 2008 tetap

di arahkan unt uk nmendukung program kegi atan prioritas nasional

dan nenjaga konsi st ensi dan keberlanjutan pel aksanaan

desentralisasi fiskal guna nmenunjang penyel enggaraan ot onom

yang | uas, nyata dan bertanggung jawab, dengan tujuan :

- Mengur angi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah
serta antar daerabh;

- Meni ngkat kan ef i si ensi pemanf aat an sumnber daya
nasi onal ;

- Meni ngkat kan kualitas pelayanan publik di daerah dan
mengur angi kesenj angan pel ayanan publi k antar daerabh;

- Meni ngkat kan kemanpuan daerah dalam menggali potensi
ekonom daer ah;

- Meni ngkat kan si nkroni sasi antara rencana penbangunan
nasi onal dengan rencana penbangnan daerah; dan

- Mendukung kesi nanmbungan fiskal nasional dalam kerangka
kebi j akan ekonom nakr o.

DANA PERI MBANGAN

Menur ut Undang- Undang Nonmor 33 Tahun 2004 tentang Peri nbangan
Keuangan Antara Penerintah Pusat dan Penerintahan Daerah, dan
Per at uran Penerintah Nonor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perinbangan, dana perinbangan adalah dana yang
bersunber dari pendapatan APBN yang dial okasi kan kepada daerah

untuk  nendanai kebutuhan daerah dalam rangka pel aksanaan
desentral i sasi. Dana perinbangan, yang terdiri dari dana bagi
hasi| (DBH), dana al okasi umum (DAU), dan dana al okasi khusus

( DAK) , nmerupakan pendanaan pel aksanaan desentral i sasi yang

al okasi nya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang |ain karena
masi ng-nmasi ng jenis dana perinbangan tersebut saling nengisi dan
mel engkapi .

Arah Kebi j akan Pengal okasi an Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasi
(DBH) nerupakan dana yang bersunber dari pendapatan APBN yang
di al okasi kan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk
mendanai kebut uhan daerah dal am rangka pel aksanaan desentrali sasi .
Langkah-1 angkah unt uk penyenpurnaan proses penghitungan, penetapan
al okasi dan ket epatan waktu penyal uran DBH akan tetap dil anj ut kan,
antara lain nelalui peningkatan koordi nasi dan
akurasi data sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam rangka
menper cepat penyel esai an dokunen transfer yang di perl ukan untuk
penyal ur an DBH ke daer ah dan meni ngkat kan ef ektivitas



penggunaannya.

Arah Kebijakan Pengal okasi an Dana Al okasi Umum Dana Al okas
Urum ( DAU) nerupakan dana yang bersunber dari pendapatan APBN yang
di al okasi kan dengan tujuan penerataan kemanpuan keuangan antar
daerah untuk nendanai kebutuhan daerah dal am rangka pel aksanaan
desentralisasi. Jum ah keseluruhan DAU ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku sekurang-kurangnya 26 persen
dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN
dengan terus neni ngkat kan akurasi data dasar perhitungan DAU yang
bersunber dari instansi yang berwenang.

Arah Kebijakan Pengal okasian Dana Al okasi Khusus. Dana
Al okasi Khusus (DAK) nerupakan dana yang bersunber dari APBN yang
di al okasi kan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk nenbantu
pendanaan kegi atan khusus yang nerupakan bagian dari program
prioritas nasional dan merupakan urusan daerah. Dengan
menper ti nbangkan kebut uhan anggar an unt uk menbi ayai
prioritas-prioritas penbangunan nasional dalam tahun 2008, neka
al okasi DAK untuk tahun 2008 di upayakan neni ngkat dari tahun
2007 dengan tetap disesuai kan dengan kemanpuan keuangan negar a.
Secara unum arah kebijakan pengal okasi an DAK tahun 2008 adal ah
sebagai beri kut
1. D prioritaskan untuk nenbantu daerah-daerah dengan kemanpuan
fiskal rendah atau di bawah rata-rata nasional, dalam rangka
mendanai kegi atan penyediaan sarana dan prasarana fisik
pel ayanan dasar masyarakat yang tel ah nenjadi urusan daerah
Selain itu, alokasi juga dapat diberikan kepada seluruh
daerah yang nenurut peraturan perundang-undangan yang ber| aku
mem | i ki status sebagai daerah otonom khusus.

2. Menunj ang percepatan penbangunan sarana dan prasarana di
daerah pesisir dan pul au-pul au kecil, daerah perbatasan dar at
dengan negara |l ain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan

banjir dan longsor, serta daerah yang termasuk kategori
daer ah ket ahanan pangan dan daerah pari w sat a.

3. Mendorong peni ngkatan produktivitas, perluasan kesenpatan
kerja, dan diversifikasi ekonom terutama di perdesaan,
nmel al ui  kegi atan khusus di bidang pertani an, perikanan dan
kel autan, serta infrastruktur

4. Meni ngkat kan akses penduduk m skin terhadap pel ayanan dasar
dan prasarana dasar nelalui kegiatan Kkhusus di bidang
pendi di kan, kesehat an, dan i nfrastruktur

5. Menj aga dan neni ngkatkan kualitas |ingkungan hidup, serta
mencegah kerusakan |ingkungan hidup, dan nengurangi resiko
bencana nel al ui kegi atan khusus di bi dang | i ngkungan hi dup.

6. Menper cepat penyedi aan serta nmeni ngkatkan cakupan dan
kehandal an pel ayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu
kesatuan sistem yang terpadu nelalui kegiatan Kkhusus di
bi dang i nfrastruktur.

7. Mendukung penyedi aan prasarana penerintahan di daerah yang
terkena danpak penekaran penerintahan kabupaten/kota dan
provinsi dari tahun 2005 sanpai dengan tahun 2007 nelal ui
kegi at an khusus di bi dang prasarana peneri ntahan,

8. Meni ngkat kan ket er paduan dan sinkroni sasi kegiatan yang



10.

di danai dari DAK dengan kegi atan yang di danai dari anggaran
Kenent eri an/ Lenbaga dan kegi at an yang di danai dari APBD
Mengal i hkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas
penbant uan yang di gunakan untuk nendanai kegi atan-kegi atan
yang telah nenjadi urusan daerah, ke DAK, set el ah
di t et apkannya peraturan penerintah yang terkait dengan
penbagi an kewenangan penerintah pusat dan daerah.

Bi dang atau program yang di danai ol eh DAK neli puti

a. Pendi di kan, dengan arah kebijakan untuk nmenunjang
pel aksanaan program Wajib Belajar (Wajar) Pendidikan
Dasar 9 Tahun dalam rangka neningkatkan akses dan
kualitas pelayanan sarana dan prasarana pendidi kan
dasar serta fasilitas pendukungnya.

b. Kesehat an, dengan arah kebijakan untuk neni ngkatkan
daya jangkau dan kualitas pelayanan sarana dan
prasarana kesehatan nmmsyarakat terutama nasyarakat
m skin bai k di perkotaan maupun di perdesaan

C. I nfrastruktur jal an, dengan arah kebijakan untuk
menpert ahankan dan  neni ngkat kan ti ngkat pel ayanan
prasarana jalan dan jenbatan yang telah nenjadi urusan
Penerintah Provinsi dan Penerintah Kabupaten/kota untuk
meni ngkat kan di stri busi barang dan jasa antar kecamatan
dan/ ant ar kabupat en.

d. Infrastruktur Irigasi dengan arah kebijakan untuk
menper t ahankan tingkat pelayanan jaringan irigasi, di
kabupat en/ kota dan provinsi guna nmendukung program
ket ahanan pangan.

e. Infrastruktur air mnum dan penyehatan |ingkungan
dengan arah kebijakan untuk neningkatkan prasarana air
m num bagi nasyarakat di desa/kelurahan rawan air
bersi h dan kekeringan, serta perbaikan prasarana dan
sarana penyehatan |ingkungan pernmuki man di daerah kumuh
di per kot aan.

f. Pertani an, dengan arah kebijakan untuk neningkatkan
sarana dan prasarana kel enbagaan perbeni han/penbi bitan
tanaman pangan, hortikultura peternakan, perkebunan,
penyul uhan pertani an, dan kel enbagaan ket ahanan pangan,
guna nmendukung ket ahanan pangan dan agri bi sni s.

g. Kel autan dan peri kanan, dengan arah kebijakan untuk
meni ngkat kan sarana dan prasarana produksi, pengol ahan,
uji nmutu, penmasaran, dan pengawasan di bi dang peri kanan
dan penyedi aan sarana dan prasarana perikanan di pul au-

pul au kecil .
h. Prasarana penerintahan daerah, dengan arah kebijakan
unt uk meni ngkat kan ki nerja daer ah dal am

nmenyel enggar akan penbangunan dan pel ayanan publik di
daerah yang terkena danpak penekaran dari tahun 2005
sanpai tahun 2007.

i Li ngkungan hi dup, dengan ar ah kebi j akan unt uk
meni ngkat kan sarana dan prasarana penantauan kualitas
air, pengendalian pencemaran air, dan perlindungan
sunber daya air.



11.

12.

Daerah penerima DAK wajib nenyedi akan dana pendanpi ng

sekurang- kurangnya 10 persen dari |okasi DAK ke daerah

t er sebut . Ber dasarkan peraturan perundang-undangan yang

berl aku, daerah dengan kemanmpuan keuangan tertentu tidak

di waj i bkan menganggar kan dana pendanpi ng.

Al okasi DAK ke daer ah di t ent ukan ber dasar kan

kriteria-kriteria sebagai berikut

- Kriteria  Urum Kriteria unmum ditetapkan dengan
menperti nbangkan kemanpuan keuangan daerah dalam APBD
unt uk menbi ayai kebut uhan penbangunan daer ah.
Ber dasar kan pertinbangan tersebut maka kriteria unum
al okasi DAK adal ah sebagai beri kut

a. Pengal okasi an DAK di prioritaskan unt uk
daer ah-daerah yang nemliKki kemanpuan  fi skal
rendah at au di bawah rata-rata nasi ona

berdasarkan indeks fiskal neto yang dikeluarkan
ol eh Departenen Keuangan

b. Kemanpuan  Fi skal Daerah sebagai mana  di maksud
di atas didasarkan pada selisih antara realisasi
Peneri maan Unum Daerah dengan belanja Pegawai
Negeri Sipil Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2005.

- Kriteria Khusus. Kriteria khusus ditetapkan dengan
menper hat i kan per at ur an per undang- undangan yang
mengat ur kekhususan suatu daerah dan karakteristik
daer ah. Dengan dem kian DAK dial okasi kan kepada
daerah-daerah tertentu yang nenenuhi kriteria khusus
sebagai beri kut

a. Berada di provinsi yang nemliki status sebagai
Daerah O onom Khusus;

b. Daerah pesisir dan pulau-pulau Kkecil, daerah
per batasan darat dengan negara |ain, daer ah
tertinggal /terpencil, daerah rawan banjir dan

| ongsor, serta daerah yang termasuk dal am kat egori
daer ah ket ahanan pangan dan daerah pari w sat a.

- Kriteria Teknis. Kriteria teknis ditetapkan dengan
menggunakan i ndi kat or -i ndi kat or yang dapat
mengganbar kan  kondi si sarana atau prasarana pada
masi ng- masi ng bi dang dan di sesuai kan dengan Kkegi atan
yang akan di danai ol eh DAK
Kriteria teknis kegiatan DAK untuk bidang pendidi kan

di runmuskan oleh Menteri Pendi di kan Nasional, bidang
kesehatan ol eh Menteri Kesehatan, bidang infrastruktur
jalan, irigasi, air mnum dan penyehatan |ingkungan

per muki man ol eh Menteri Pekerjaan Umum bi dang kel aut an
dan peri kanan oleh Menteri Perikanan, bidang pertanian
oleh Menteri Pertanian, bidang prasarana penerintahan
daerah ol eh Menteri Dalam Negeri, dan bidang |ingkungan
hi dup ol eh Menteri Negara Lingkungan Hi dup

Arah Kebijakan Pengal okasian Dana OQonom Khusus, Sebagai

wuj ud pel aksanaan dari Undang- Undang Nonor 21 Tahun 2001 tentang
QG onom Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nonor 11
Tahun 2006 tentang Penerintahan Aceh, dial okasi kan dana otonomi



khusus kepada untuk Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh
Darussal am (NAD) yang besarnya masing-nasing setara dengan 2
persen dari pl af on DAU nasi onal

Penggunaan dana otonom khusus untuk Provinsi Papua diarahkan
unt uk penbi ayaan pendidi kan dan kesehatan. D sanping itu juga
di sedi akan dana t ambahan unt uk penbi ayaan penbangunan
i nfrastruktur terutama prasarana jal an dan per hubungan di Provinsi
Papua. Secara khusus penbangunan infrastruktur akan diarahkan
untuk penanganan jaringan jalan strategis lintas wlayah
kabupat en/ kota terutama di daerah pegunungan tengah Papua dan
per bat asan dengan negara PNG penbangunan bandara di kawasan
pegunungan tengah dan perbat asan dengan

negara PNG penbangunan pel abuhan di kawasan terpencil terutanma
kawasan Selatan Papua, opti mal i sasi pot ensi Sungai bagi
pengenbangan ASDP, perbai kan |ingkungan perumahan dan air

bersi h, pengenbangan irigasi bagi peningkatan produksi pangan,
pengendal i an banjir, peningkatan fasilitas transportasi darat | aut
dan udara, serta pengadaan prasarana dan sarana transportasi

kawasan terpencil. Upaya untuk nmeningkatkan kinerja pengel ol aan
dan pemanfaatan dana ini terus dilakukan nelalui peningkatan
koor di nasi sej ak pr oses per encanaan hi ngga eval uasi

pel aksanaannya.

Penggunaan dana otonom khusus untuk Provinsi NAD di arahkan untuk
penbi ayaan penbangunan dan penel i har aan i nfrastruktur,
penber dayaan ekonom rakyat, penanggul angan kem skinan, serta
pendanaan pendi di kan, sosial, dan kesehat an.

Tabel 111.1
GAMBARAN EKONOM  MAKRO

Real i sasi Pr oyeksi
2004 2005 2006 2007 2008
PERTUVBUHAN EKONOM (% 50 5,7 5,5 6, 3 6, 8

PERTUVBUHAN PDB S S|
PENGELUARAN ( %)

Konsunsi Masyar akat 50 4,0 3,2 51 59
Konsunsi Peneri nt ah 4,0 6, 6 9,6 8,9 6, 2
| nvest asi 14,7 10, 8 2,9 12,3 15,5
Ekspor Barang dan Jasa 13,5 16,4 9,2 9,9 12,7
| npor Barang dan Jasa 26,7 17,1 7,6 14, 2 17,8
PERTUVBUHAN PDB S| SI
PRODUKSI (%
Pert ani an, Perkebunan,
Pet er nakan. 2,8 2,7 3,0 2,7 3,7

Kehut anan, dan Peri kanan
Pert anbangan dan
Penggal i an -4,5 3,1 2,2 2,9 3,2



| ndustri Pengol ahan 6, 4 4,6 4,6 7,2 7,7
Nonmi gas 7,5 59 5,3 7,9 8, 4
Listrik. Gas dan Ar
Bersi h 5,3 6,3 5,9 6, 2 8,2
Bangunan 7,5 7,4 9,0 9,4 10,0
Per dagangan. Hotel, dan
Rest or an 5,7 8,4 6,1 7,0 7,2
Pengangkut an dan
Tel ekormuni kasi 13,4 13,0 13,6 13,7 14,0
Keuangan, Persewaan,
dan Jasa Usaha 7,7 6,8 5,6 6,0 6, 2
Jasa-j asa 54 50 6, 2 4,2 4,0
LAJU | NFLASI (% 6, 4 17,1 6,6 6,5 6,0
KEUANGAN NEGARA
Defisit APBN PDB (% 1,3 0,5 1,0 1,1 1,7
Peneri maan Pajak/PDB (% 12,2 12,7 12,3 14,4 13,5
St ok Ut ang Peneri nt ah/
PDB (% 56, 1 47,8 39,4 37,4 35,2
Tabel 111.2
PERKI RAAN NERACA PENMBAYARAN
(USD m liar)
Real i sasi Pr oyeksi
2004 2004 2006 2007 2008
Ekspor 70,8 87,0 102, 7 110,8 123,1
M gas 16,3 20,2 22,2 20,5 19, 8
Nonmi gas 54,5 66,8 80, 6 90,2 103,3
| npor -50,8 -69,5 -73,0 -80,1 -91,7
M gas -11,2 -16,0 -15,8 -14,0 -12,3
Nonmi gas -30,5 -53,4 -57,2 -66,2 -79,3
Jasa-j asa -18,6 -17,3 -20,1 -22,1 -25,9
Penbayar an Bunga - 2,8 - 2,7 - 2,6 - 2,9 - 31
Pi nj aman
Neraca Transaksi Berjalan 1,6 0,3 9,6 8,6 5,5
Neraca Modal dan Fi nansi al 1,9 0,3 2,54,0 3,9
Ner aca Modal 0,0 0,3 0, 30,4 0,2
Necara Fi nansi al 1,9 0,0 2,13,6 3,7
| nvest asi Langsung 01,5 5,3 4,15,6 6,9
Arus Masuk 1,9 8,3 7,59,1 10,9
Arus Kel uar -3,4 -3,1 -3,5 -3,6 -3,9



Portfolio 4,4 4,2 3,83,7 3,3
Aset Swast a 0,4 -1,1 -1,9 -2,0 -2,1
Liabilitie 4,1 5,3 5, 75,7 5,4
Peneri nt ah dan
Bl 2,3 4,8 4,52, 8 2,8
Swast a 1,8 0,4 1,33,0 2,5
Lai nnya -1,0 -9,4 -5,8 -5,8 -6,5
Aset Swast a 1,0 -8,6 -3,6 -4,9 -54
Liabilities -2,0 -0, 8 -2,2 -0,9 -1,1
Peneri nt ah dan
Bl -2, 7 -0, 8 -2,5 -1,7 -2,1
Swast a 0,7 0,0 0, 30, 8 1,0
Tot al 3,4 0,6 12,1 12,6 9,4
Sel i si h Perhitungan -3,1 -0,2 3,00,0 0,0
Ner aca Kesel ur uhan 0,3 0,4 15,0 12,6 9,4
Cadangan Devi sa 36,3 34,7 42, 6 55, 2 64, 6

Menor andum |t em
Exceptional Fi nancing

| MF Neto -1,0 -1,1 -7,6 0,0 0,0

Penj adwal an Hut an 0,0 2,7 0,0 0,0 0,0
Transaksi Berjal an/ PDB (% 0,6 0,1 2,6 2,1 1,0

Per t unbuhan Ekspor

Nonm gas (% 11,5 22,5 20, 7 12,0 14,5

Per t unbuhan | npor

Nonm gas (% 24,4 36,0 7,1 15, 6 19,8

BAB 4

KAI DAH PELAKSANAAN

Dal am nel aksanakan program dan Kkegiatan wuntuk nencapa
sasar an- sasaran penbangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Penerintah (RKP) Tahun 2008, Kenenterian, Lenbaga Penerintah
Non- Depart enen, dan Peneri nt ah Daer ah waj i b nmener apkan
prinsip-prinsip efi si ensi, ef ektivitas, t ranspar ansi
akunt abi | i tas dan parti si pasi .

Pel aksanaan kegi atan, baik dalam kerangka regulasi maupun
dal am kerangka investasi penerintah dan pelayanan unum
nmensyar at kan ket er paduan dan si nkroni sasi antar kegi atan, baik
di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar
program dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap
nmenper hati kan tugas pokok dan fungsi yang nel ekat pada nasi ng-
masi ng | enbaga serta penbagian urusan antara penerintah pusat,
provi nsi , dan kabupat en/ kot a, sesuai dengan per at ur an
per undang- undangan yang ber| aku.

Dal am rangka newj udkan keterpaduan dan  sinkronisasi
pel aksanaan kegi atan yang tel ah diprogrankan, telah dilaksanakan
proses nusyawarah antar pel aku penbangunan nel al ui forum
nmusyawar ah  perencanaan penbangunan atau Misrenbang, sepert



Musr enbang Daer ah Kabupat en/ Kota, Rapat Koordi nasi Pusat
(Rakor pus), Musr enbang Pr ovi nsi , dan Musr enbang Nasi onal
(Musr enbangnas) .

RKP Tahun 2008 nerupakan acuan bagi Kenenterian, Lenbaga

Peneri nt ah Non-Departenen, dan Penerintah Daerah nmaupun masyar akat
termasuk duni a usaha sehingga tercapai sinergi dalam pel aksanaan
progr am penbangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kai dah-kai dah pel aksanaan

RKP tahun 2008 sebagai beri kut

1.

Lenbaga Negar a, Kenent eri an, Lenbaga Peneri nt ah
Non- Depart enen, Penerintah Daerah, serta masyarakat ternmasuk
duni a usaha berkewaji ban untuk nel aksanakan program program
RKP Tahun 2008 dengan sebai k- bai knya;

RKP Tahun 2008 nenj adi acuan dan pedoman bagi Lenbaga Negar a,
Kenenterian, dan Lenbaga Penerintah Non-Departenen dalam
menyusun kebi j akan publik, bai k yang berupa kerangka regul asi
maupun kerangka investasi penerintah dan pelayanan unum
dal am Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun
Anggaran 2008. Untuk nengupayakan ket erpaduan, sinkroni sasi
dan harnoni sasi pel aksanaan program dal am rangka koordi nasi

per encanaan, maka masi ng- masi ng I nst ansi peneri nt ah
(kementerian/ | enbaga), setelah nenerinma pagu senentara Tahun
2008, perlu nmenyesuai kan Rencana Kerj a Kenent eri an

Negar a/ Lenbaga (Renja-KL) nenjadi Rencana Kerja dan Anggaran

Kenent eri an Negara/l enbaga ( RKA-KL) sebagai berikut:

a. Urai an penggunaan APBN Tahun Anggaran 2008, yang
mer upakan kegi atan untuk nencapai prioritas penbangunan
nasi onal yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan
kewenangannya dal am bentuk Peraturan Penerintah (PP),
Per at ur an Pr esi den (Perpres), at au Per at ur an
Ment eri / Kepal a Lenbaga;

b. Urai an rencana penygunaan APBN Tahun Anggaran 2008,
yang nerupakan Kkegiatan untuk nencapai prioritas
penbangunan nasional yang berupa kerangka investasi

peneri nt ah dan pel ayanan umum sesuai dengan
kewenangannya;
C. Urai an sebagai mana yang dinmaksud butir (b) di alas

perlu mengurai kan kewenangan pengguna anggaran Yyang
ber sangkut an, dal am rangka pel aksanaan tugas penerintah

pusat, tugas dekonsentrasi, tugas penbantuan, atau
sudah nenj adi kewenangan daer ah

d. Penerintah wajib nenyanpai kan rancangan APBN Tahun
Anggaran 2008 dari masi ng-masi ng | enbaga negara,

departenen, dan | enbaga penerintah non-departenen, baik
yang dil aksanakan | angsung ol eh penerintah pusat, yang
di | aksanakan nelalui asas dekonsentrasi, ataupun yang
di | aksanakan nel al ui tugas penbant uan.

Bagi Penerintah Daerah (provinsi/kabupaten kota), RKP Tahun
2008 nenjadi acuan dan pedoman dalam nenyusun kebijakan
publik, baik berupa kerangka regulasi nmaupun kerangka
i nvestasi penerintah dan pelayanan unum dalam Anggaran
Pendapat an dan Bel anja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008.
Unt uk nengupayakan ket erpaduan, sinkronisasi dan harnoni sasi



pel aksanaan setiap program dalam rangka koor di nasi

per encanaan, masi ng- masi ng i nst ansi daer ah perl u

menyenpur nakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKDP) Tahun 2008 sebagai berikut :

a. Urai an penggunaan APBD Tahun Anggaran 2008, vyang
mer upakan kegi atan untuk nencapai prioritas penbangunan
nasi onal / daerah yang berupa kerangka regulasi sesua
dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah
(Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kot a;

b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2008,
yang nmerupakan Kkegiatan untuk nencapai prioritas

penbangunan  nasi onal / daer ah, yang berupa kerangka
i nvestasi penerintah dan pelayanan umum sesuai dengan
kewenangannya;

C. Urai an sebagai mana yang dimaksud butir (b) diatas,

perlu juga nengurai kan kewenangan pengguna anggaran
yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas
peneri ntah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterim
penerintah provinsi dari penerintah pusat, atau tugas
penbantuan yang diterima penerintah kabupaten/kota dari
peneri ntah pusat;

d. Penerintah daerah waj i b menyanpai kan rancangan APBD
Tahun Anggaran 2008 dari masi ng-nasi ng instansi daerabh,
yang di | aksanakan | angsung sebagai kewenangan daer ah.

Pererintah Pusat, di bawah koordi nasi Kenenterian Perencanaan
Penbangunan Nasi onal / Badan Perencanaan Penbangunan Nasi onal
(Bappenas), dengan nmendapat kan masukan dari sel uruh
Kenent eri an/ Lenbaga/ Penerintah  Daerah  merunuskan matriks
rencana tindak pada setiap bidang penbangunan (nmatriks
rencana tindak nenjadi | anpi ran  dari setiap bidang
penbangunan) nenjadi dokumen RKP Tahun 2008;

Masyar akat | uas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam
perancangan dan perunusan kebijakan yang nantinya dituangkan
dal am bent uk per aturan perundang- undangan.

Ber kai tan dengan pendanaan penbangunan, masyarakat |uas dan
duni a usaha dapat berperanserta dalam pel aksanaan program
program penbangunan berdasarkan rancangan peran serta
masyar akat dal am kegi atan yang bersangkutan sesuai dengan
ket ent uan per at ur an per undang- undangan yang ber | aku.
Masyar akat |uas juga dapat berperanserta dalam pengawasan
t er hadap pel aksanaan kebi j akan dan kegi at an dal am
progr am pr ogr am penbangunan;

Pada akhir tahun anggaran 2008, setiap instansi penerintah
waj i b el akukan eval uasi pel aksanaan kegi atan yang neliputi
eval uasi t er hadap pencapai an sasar an kegi at an yang
di t et apkan, kesesuai annya dengan ket ent uan per at ur an
perundang- undangan yang nengatur pel aksanaan APBN APBD dan
per at ur an- perat uran | ai nnya;

Untuk nenjaga efektivitas pelaksanaan program setiap
Kenent eri an/ Lenbaga Peneri ntah Non-Departenen dan Penerintah



Daerah wajib nelakukan pemantauan pel aksanaan kegi at an,
nmel akukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan nelaporkan
hasi | - hasi| pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulan kepada
Presi den/ Guber nur/ Bupati/Wal i kota sesuai dengan ketentuan
per at uran perundang- undangan yang ber| aku.

Lanpiran (Prioritas 4 s/d 8) lihat fisik



